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Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Econonic Quarterly/ IEQ)
mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian
Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global.
Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini
menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perckonomian dan
kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan IEQ ini memberikan penilaian mendalam
terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan
jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat
kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang
terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal,
unit Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (Poverty Reduction and Economic
Management/ PREM), Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai Sector Manager
dan Lead Economist, Ndiame Diop sebagai Economic Adviser dan Lead Economist dan Ashley Taylor
sebagai Senior Economist. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Alex Sienaert dan
bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda
Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitrani, Ahya Ihsan, Elitza Mileva (memimpin Bagian A),
Michele Savini Zangrandi dan Violeta Vulovic. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto
dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Raihan, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan
and Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Yue Man Lee dan Arvind Nair (Bagian B.1, kebijakan
ekspor mineral), Suryani Amin, Abigail Baca, Iwan Gunawan, Jossie McVitty dan Saut Sagala
(I'TB)(Bagian B.2, kesiagaan risiko bencana perkotaan). Masukkan utama juga diterima dari The
Fei Ming, Neni Lestari, Djauhari Sitorus dan Carlos Pinerua. Mark Ahern, Bill Wallace (Awstralia
Indonesia Partnership for Economic Governance) dan Roland Rajah (Australian Department of Foreign
Affairs and Trade) juga memberikan tambahan masukan yang penting. Peter Milne mengedit
sebagian besar dari laporan ini. Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh
Nicolas Noviyanto dan diedit oleh Eva Muchtar, Arsianti, Magda Adriani, Suryani Amin, Fitria
Fitrani dan Ahya Thsan

Laporan ini disusun oleh para staf Infernational Bank for Reconstruction and Development Bank Dunia,
dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan
Perdagangan atau Department of Foreign Affairs and Trade, DEAT) melalui program Support for
Enbanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini
tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana
Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data
yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang
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Ekonomi Indonesia terus menyesuaiakan diti ditandai dengan pelemahan nilai tukar
perdagangan (ferms of trade) dan pengetatan kondisi pendanaan luar negeri, dengan komposisi
pertumbuhan yang lebih di dominasi oleh ekspor bersih diserta dengan pertumbuhan
ekonomi yang sedikit melambat. Sementara penyesuaian yang dilakukan bersifat positif bagi
stabilitas ekonomi makro, apa yang terus — menerus tetjadi adalah masih berlangsungnya
proses pengetatan kebijakan moneter dan keberlanjutan dari depresiasi Rupiah pada tahun
2013, yang pengaruhnya masih terus berlangsung hingga kini. Untuk mengurangi kerentanan
terhadap kejutan eksternal, mengurangi risiko perlambatan pertumbuhan siklikal yang lebih
besar, dan untuk mengubah penyesuaian makro jangka pendek menjadi pertumbuhan yang
kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan kemajuan lebih lanjut dalam
kebijakan-kebijakan prioritas jangka panjang.

Ada tiga hal utama dapat yang dapat mendukung stabilitas perekonomian jangka pendek
maupun jangka panjang Indonesia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk mendukung
tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri. Perkembangan regulasi dan kebijakan
terbaru, termasuk larangan sebagian impor mineral, telah meningkatkan ketidakpastian yang
dapat menghambat investasi lintas ekonomi dan memperumit perkiraan kebijakan sebelum
pelaksanaan pemilu. Dengan makin meningkatnya tekanan fiskal dari melambatnya
pertumbuhan pendapatan dan lebih tingginya biaya subsidi BBM, maka prioritas yang kedua
adalah kebutuhan untuk memperluas basis pendapatan negara dan meningkatkan kualitas
belanjanya. Terutama dalam hal ini dengan cata menurunkan pengeluaran subsidi energi.
Langkah-langkah ini juga akan meningkatkan ketersediaan ruang fiskal bagi pengeluaran yang
lebih adil dan pro-pertumbuhan. Ketiga, dibutuhkan kemajuan yang kredibel dalam
menghadapi rintangan struktural terhadap pertumbuhan yang lebih kuat dan lebih inklusif,
yaitu bagaimana menjembatani kesenjangan keterampilan peketja dan infrastruktur, serta
mengurangi hambatan pasar untuk faktor - faktor produksi. Lingkungan kebijakan tentunya
menghadapi sejumlah tantangan menjelang pemilu legislatif pada bulan April dan pemilu
presiden pada bulan Juli. Namun, sejalan dengan risiko-risiko ekonomi yang berlangsung dan
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agenda pembangunan Indonesia yang ambisius, penetapan landasan bagi reformasi yang
akan datang, pengurangan ketidakpastian kebijakan, dan keberlanjutan kemajuan reformasi di
sejumlah bidang harus tetap menjadi prioritas.

Ekonomi global terus menguat secara bertahap dimotori oleh pemulihan yang tengah
berlangsung pada negara- negara berpenghasilan tinggi, terutama di AS dan wilayah Eropa.
Pemulihan ini umumnya bersifat positif bagi negara - negara berkembang (ewerging market
economies, EME) termasuk Indonesia, karena hal ini berarti secara umum meningkatkan
potensi aliran perdagangan. Namun, perkembangan berbagai harga komoditas, yang secara
agregat berkontribusi sebesar dua per tiga dari ekspor barang Indonesia, tetap lemah,
sementara tekanan penurunan harga sepertinya akan terus berlanjut yang diakibatkan faktor-
faktor dari sisi penawaran, dan kondisi penyesuaian pertumbuhan (re-balancing) yang
berkelanjutan yang dialami oleh Cina terhadap investasi yang didorong oleh kredit. Selain itu,
penentuan harga dari penarikan bertahap kebijakan moneter yang sangat akomodatif di AS
memberikan tekanan kepada dunia untuk menaikan suku bunganya. Aliran masuk portofolio
modal investasi ke EME telah menurun seiring dengan penyesuaian risiko dan prospek
pertumbuhan relatif jangka panjang oleh para investor, dengan pasar yang tampaknya
semakin membedakan negara-negara berdasarkan faktor kerentanan domestik .

Penyesuaian (rebalancing) ekonomi Indonesia terus berlangsung di kuartal akhir tahun 2013,
menyesuaikan terhadap melemahnya nilai tukar perdagangan dan terbatasnya pendanaan luar
negeri akibat semakin ketatnya kebijakan moneter dan depresiasi kurs mata uang. Ekspor
bersih memberikan dorongan yang signifikan terhadap pertumbuhan, terutama dengan
adanya moderasi pada pertumbuhan volume impor serta peningkatan ekspor. Investasi
masih mencatat laju pertumbuhan di bawah rata-rata, yang menghambat pertumbuhan dan
melemahkan permintaan impor. Indikator konsumsi swasta menunjukkan hasil yang lebih
beragam, dengan sejumlah indikasi bahwa konsumsi pun mengalami moderasi, namun
belanja yang berkaitan dengan pemilu dapat menjadi faktor pendorong jangka pendek.

Laju dan besarnya
penyesuaian neraca eksternal
Indonesia (Gambar 1) tetap
menjadi fokus para
penyusun kebijakan dan
investor. Defisit neraca

Gambar 1: Perkembangan terakhir neraca berjalan, harga
komoditas dan kurs tukar menunjukkan sedikit pemulihan
(Defisit neraca berjalan, kurs tukar dan barga-harga komoditas)

Current account (four quarter rolling sum) to GDP, LHS
Real effective exchange rate (RHS)
e JSD per IDR (RHS)

. . e TOp 6 commodity export prices (RHS)
berjalan Indonesia 1

i . rPersen 2011=100" 110
menyempit cukup tajam
pada kuartal keempat tahun 0 100
2013, menjadi 4,0 miliar
dolar AS (2,0 persen dari 1 %
PDB), dari 8,5 miliar dolar
AS di kuartal ketiga,
sehingga mendukung 2 80
sentimen investor dan mata
uang Rupiah yang sejauh ini 3T 170
telah mencatat apresiasi
sebesar 7 persen terthadap 4 - - 60

Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14

dolar AS pada tahun 2014.
Penyempitan defisit neraca
berjalan ini didorong oleh
kuatnya peningkatan dalam
neraca perdagangan barang,
sebagian dikarenakan walau tidak terbatas oleh peningkatan ekspor mineral sebelum
berlakunya larangan ekspor mineral di bulan Januari. Penurunan impor berlanjut didorong
oleh melemahnya impor barang modal dan barang setengah jadi. Namun, neraca dasar yang
merupakan jumlah saldo neraca berjalan dan investasi asing langsung (foreign direct investment,
FDI) bersih, diproyeksikan akan tetap negatif dalam jangka pendek. Hal ini menunjukkan

Catatan: “Top 6 commodity prices” adalah indeks ekspor tertimbang
dari harga batubara, gas, minyak sawit, minyak mentah, karet dan
tembaga dalam dolar AS

Sumber: BI; BPS; perhitungan staf Bank Dunia
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bahwa Indonesia akan terus bergantung pada investasi portfolio dan aliran masuk modal
investasi lain yang bersifat rentan. Kebutuhan pembiayaan eksternal bruto di luar
pembiayaan neraca bertjalan juga tetap signifikan, dengan hutang luar negeri jangka pendek
mencapai 56,7 miliar dolar AS pada bulan Desember menurut Bank Indonesia (BI).
Karenanya, Indonesia tetap rentan terhadap pengetatan baru apapun dalam pembiayaan luar
negeri.

Penyesuaian neraca eksternal Indonesia telah menjadi fokus khusus bagi BI sejak
pertengahan tahun 2013. Penetapan posisi kebijakan moneter yang lebih ketat di paruh
kedua tahun lalu bersama-sama dengan makin lemahnya prospek investasi, telah
berkontribusi terhadap penurunan yang cukup besar pada pertumbuhan kredit. Melemahnya
pertumbuhan simpanan dan terbatasnya ruang rasio hutang-terhadap-simpanan (foan-o-
deposii), terutama pada sejumlah bank-bank yang berukuran lebih kecil, menunjukkan bahwa
kondisi ini nampaknya akan terus berlangsung cukup lama. Dalam hal prospek inflasi jangka
pendek, apresiasi Rupiah yang belakangan terjadi, dan lambatnya dampak peningkatan suku
bunga yang sebelumnya terjadi terhadap ekonomi, bersama-sama akan menjaga tekanan
inflasi tetap terkendali.

Sektor fiskal Indonesia menghadapi sejumlah tekanan dari melemahnya pertumbuhan
pendapatan nominal dan meningkatnya biaya subsidi energi. Realisasi sementara APBN 2013
menunjukkan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB lebih baik dari perkiraan yang
disebabkan oleh lebih rendahnya belanja dan bukan dikarenakan pendapatan yang lebih
tinggi dari proyeksi. Pertumbuhan pendapatan nominal yang menurun cukup signifikan
menjadi 6,8 persen pada tahun 2013 dari 10,5 persen pada tahun 2012 dan 21,6 persen pada
tahun 2011, diperkirakan akan tetap lemah pada tahun 2014, yang mencerminkan moderasi
pertumbuhan ekonomi dan impor, serta ketidak adaannya langkah-langkah baru yang
signifikan yand dapat mendorong penerimaan. Pada sisi pengeluaran, belanja subsidi BBM
tetap tidak tepat sasaran, distortif dan mengakibatkan biaya kesempatan (opportunity cost) dan
risiko fiskal yang tinggi. Sebagai contoh, Bank Dunia memproyeksikan peningkatan biaya
BBM dalam Rupiah akan mendorong subsidi BBM hingga Rp 267 triliun pada tahun 2014
(2,6 persen dari PDB) dari Rp 210 triliun pada tahun 2013 (2,2 persen dari PDB), dan
melampaui alokasi awal pada APBN 2014 sebesar Rp 211 triliun. Reformasi, seperti
perubahan penyesuaian harga BBM dari penetapan ke penyesuaian yang berdasarkan aturan
merupakan hal yang penting dan harus bertujuan untuk menurunkan ketidakpastian belanja
subsidi dan anggaran dan memastikan bahwa kelompok miskin dan rentan menerima
perlindungan dari kenaikan harga-harga.

Proyeksi dasar (baseline) Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2014 tetap
sama seperti proyeksi IEQ edisi bulan Desember 2013 sebesar 5,3 persen tahun-ke-tahun
(year-on-year, yoy) (Tabel 1). Konsumsi swasta diperkirakan akan menerima dorongan yang
bersifat sementara menjelang pemilu bulan April dan Juli, namun ketatnya kondisi kredit bagi
rumah tangga dapat menjadi faktor penyeimbang untuk tahun 2014 secara keseluruhan.
Selain itu, pertumbuhan investasi diperkirakan akan tetap lemah karena tingginya biaya
pinjaman, rendahnya harga-harga komoditas, dan meningkatnya harga-haraga barang modal
impor dalam denominasi Rupiah bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir.
Pertumbuhan ekspor diproyeksikan akan meningkat secara bertahap seiring dengan
permintaan luar negeri, yang berkontribusi terhadap sedikit meningkatnya pertumbuhan
PDB, menjadi 5,6 persen untuk tahun 2015. Pada akhir tahun, inflasi IHK bulanan
diperkirakan akan turun sedikit di bawah sasaran BI yang sebesar 3,5-5,5 persen yoy dan
akan tetap bertahan hingga akhir tahun 2015. Defisit neraca berjalan diproyeksikan pada 2,9
persen dari PDB untuk tahun 2014. Memasuki tahun 2015, saldo neraca berjalan
diperkirakan akan semakin meningkat, namun tetap berada dalam keadaan defisit, dengan
dampak dari pelarangan ekspor mineral tampaknya akan memperlambat kembalinya neraca
perdagangan menjadi surplus, dan defisit struktural yang tetap bertahan pada neraca
pendapatan dan jasa-jasa.
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Tabel 1: Pada skenario dasar (baseline), pertumbuhan Indonesia diproyeksikan mencapai 5,3

persen pada tahun 2014
2012 2013 2014 2015

(Perubahan persen

PDB riil* 6,2 5,8 53 5,6
tahunan)

Indeks harga konsumen* (PErlslEn geizer 4,3 6,9 6,2 5,2
tahunan)

Saldo neraca berjalan (Persen dari PDB) -2,8 -3,3 -2,9 -2,1

Neraca APBN ** (Persen dari PDB) -1,9 -2,2 -2,6 n,a,

PDB mitra perdagangan (Perubahan persen 3.4 35 40 41

utama tahunan)
Catatan: Angka untuk 2014 dan 2015 merupakan proyeksi Bank Dunia. ¥*Rata-rata tahunan. **Realisasi
2013 belum diaudit
Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Proyeksi dasar (baseline) penurunan lebih lanjut yang relatif kecil dalam pertumbuhan
didasarkan pada berlanjutnya ketersediaan pembiayaan luar negeri untuk memenuhi
kebutuhan pembiayaan bruto yang signifikan. Sentimen investor telah membaik belakangan
ini, Rupiah telah mencatat penguatan sekitar 7 persen terhadap dolar AS selama tahun 2014
berjalan, indeks saham dalam negeri meningkat 9 persen, dan imbal hasil (yie/d) surat utang
negara telah menurun sekitar 30 basis poin. Namun demikian, berlanjutnya peningkatan
volatilitas dalam kondisi pembiayaan luar negeri masih tetap menjadi risiko, terutama dengan
betlanjutnya pengurangan stimulus yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika (US Federal
Reserve). Selain itu, bila pemulihan AS ternyata melampaui perkiraan, maka hal itu akan
menjadi hal yang positif bagi prospek perdagangan Indonesia, namun tampaknya juga akan
mendorong pasar untuk mempertimbangkan kembali penetapan waktu bagi peningkatan
suku bunga bank sentral AS yang berpotensi menekan aliran investasi ke negara-negara EME
utama seperti Indonesia. Selain itu, terdapat risiko dati permintaan luar negeri yang lebih
lemah dari perkiraan, terutama akibat dampak laju dan komposisi pertumbuhan Cina
terhadap perdagangan, yang juga dapat mempengaruhi harga-harga komoditas.

Walaupun adanya keriuhan politik menjelang pemilu bulan April dan Juli, sangatlah penting
untuk terus melanjutkan capaian dalam meningkatkan ketahanan dan laju pertumbuhan
ckonomi Indonesia yang berkelanjutan. Namun sejumlah perkembangan peraturan dan
kebijakan yang belakangan terjadi, termasuk pelarangan akan sebagian ekspor mineral
mentah, UU perdagangan dan kepemilikan asing yang baru, serta penundaan pelaksanaan
daftar negatif investasi yang baru, secara nyata telah meningkatkan ketidakpastian akan
kebijakan pemerintah. Pelarangan ekspor mineral mentah pada bulan Januari merupakan
perubahan kebijakan besar yang baru terjadi dengan potensi dampak yang signifikan
terhadap sektor pertambangan dan perekonomian secara lebih luas. Proses kebijakan yang
kemudian menghasilkan revisi peraturan pada bulan Januari 2014 dan tantangan hukum yang
terkait dengannya, semakin mempetlemah persepsi iklim investasi pertambangan Indonesia,
yang sebelumnya sudah memiliki peringkat sebagai salah satu yang terburuk di dunia.

Melalui pelaksanaan sebagian larangan dan pajak ekspor baru pada ekspor mineral mentah,
Indonesia hendak meningkatkan nilai tambah dalam negeri di dalam sektor mineral. Hal ini
diharapkan akan mendorong peningkatan pertumbuhan, lapangan ketja, dan penerimaan
fiskal. Pencapaian tujuan itu akan bergantung kepada sejauh mana kebijakan itu dapat
mendorong pembangunan fasilitas peleburan (smelter) dan pemurnian (refiner) yang baru,
sejauh mana perbaikan proses akan meningkatkan nilai tambah dan bergantung kepada
tercapainya peningkatan yang memadai dalam penerimaan fiskal dan ekspor dari mineral
yang telah diproses guna mengimbangi kehilangan yang berasal dari penurunan ekspor bahan
mentah dan persyaratan impor yang lebih tinggi dari pembangunan dan pengoperasian
fasilitas peleburan. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa kebijakan demikian
seringkali gagal mencapai tujuan mereka. Dengan berfokus kepada dampak jangka pendek
dan menengah, Bank Dunia memperkirakan bahwa akan terdapat dampak negatif terhadap
perdagangan bersih sebesar 12,5 miliar dolar AS dan kerugian dalam penerimaan fiskal (dari
royalti, pajak ekspor, dan pajak penghasilan badan) sejumlah 6,5 miliar dolar AS dari
kebijakan yang sekarang berlaku (waktu laporan ini ditulis, e jure) untuk tahun 2014-17,
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termasuk beban sebesar 5,5 hingga 6,5 miliar dolar AS terhadap neraca perdagangan pada
tahun 2014 saja. Walau besarannya masih belum pasti, dampak negatif dari pelarangan ini,
seiring dengan masalah ekonomi yang lebih luas yang timbul akibat kebijakan itu,
menunjukkan perlunya upaya untuk mengevaluasi opsi-opsi kebijakan yang lebih luas guna
memastikan bahwa Indonesia akan dapat menikmati manfaat semaksimal mungkin dari
kekayaan mineralnya secara berkelanjutan, baik dari segi sosial maupun lingkungan hidup.

Sementara penyesuaian ekonomi makro jangka pendek, dan debat tentang nilai tambah bagi
sektor mineral, telah mendominasi debat-debat kebijakan belakangan ini, tahun pemilu juga
membuka peluang untuk menguji ulang aspirasi pembangunan ekonomi jangka panjang
Indonesia yang lebih luas. Dalam dua dekade berikut, Indonesia bercita-cita untuk mencapai
kesejahteraan, menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah, dan tidak
meninggalkan siapapun di belakang, dalam upayanya mengejar ketinggalannya dari ekonomi-
ekonomi berpenghasilan tinggi. Sasaran-sasaran itu cukup ambisius. Realisasinya akan
membutuhkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang tinggi dan berkelanjutan,
serta peningkatan pemerataan. Dapatkah Indonesia mencapainyar Laporan IEQ ini
memberikan ringkasan dari laporan Bank Dunia yang akan datang, berjudul Indonesia:
Avoiding the Trap. Laporan itu menyatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk bangkit serta
menjadi lebih sejahtera dan lebih merata. Namun, risiko “mengambang di tengah-tengah”
juga merupakan risiko yang nyata. Jalur yang diambil oleh ekonomi akan bergantung kepada:
(i) pemilihan strategi pertumbuhan yang mendorong pewujudan potensi produktivitas
ekonomi tersebut; dan (ii) implementasi yang konsisten dati sejumlah kecil reformasi
struktural berprioritas tinggi yang telah lama ada untuk mendorong pertumbuhan dan
memeratakan kesejahteraan. Indonesia beruntung karena memiliki pilihan dalam membiayai
reformasi itu tanpa mengancam prospek fiskal jangka panjangnya. Kesulitannya adalah
bagaimana melaksanakan reformasi itu di dalam kerangka kelembagaan desentralisasi yang
rumit. Namun, mengingat pentingnya hal yang dipertaruhkan, Indonesia tidak bisa tidak
harus berupaya keras.

Sejalan dengan tingginya frekuensi banjir berulang pada daerah-daerah perkotaan yang
kembeali terjadi pada musim hujan tahun 2014, Laporan IEQ ini juga memfokuskan kepada
risiko iklim dan bencana yang dihadapi Indonesia yang terus berurbanisasi, dan
kecenderungan terus meningkatnya risiko-risiko ini sebagai konsekuensi dati tren urbanisasi
tersebut. Indonesia merupakan negara terdepan di dunia dalam hal laju urbanisasi, bahkan
mengalahkan Cina, India, dan Thailand. Namun, banyak pusat-pusat perkotaan terletak di
daerah-daerah yang rawan. Penelitian terakhir menekankan pentingnya penyesuaian
pembangunan infrastruktur dengan dampak perubahan iklim dan bencana untuk
membangun ketahanan, terutama pada kota-kota berukuran menengah. Di Indonesia, kota-
kota itu adalah kota-kota yang akan menjadi pendorong pembangunan ekonomi pada
dekade-dekade mendatang. Tanpa investasi dan intervensi kebijakan yang terencana secara
strategis, dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat, urbanisasi yang dikelola secara buruk
dapat menjadi rintangan terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang lebih
memprihatinkan, hal ini dapat juga memberikan risiko bencana dan perubahan iklim yang
tidak semestinya kepada penduduk Indonesia, sehingga menyoroti kebutuhan untuk
memitigasi risiko-risiko tersebut melalui rencana tata ruang yang terkendali dan terkelola
dengan baik.
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A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini

1. Perubahan ekonomi global menghadirkan tantangan baru
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Indonesia
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Ekonomi global semakin menguat, disebabkan oleh pemulihan ekonomi di negara-negara
berpenghasilan tinggi, terutama Amerika Serikat (AS) dan negara-negara yang tergabung
dalam Zona Eropa. Perkembangan ini membawa dampak positif bagi negara-negara
berkembang ) termasuk Indonesia, terutama dari sisi peningkatan perdagangan. Namun,
perkembangan internasional juga menghadirkan tantangan- tersendiri. Pertama,
pertumbuhan ekonomi dunia akan terpusast pada negara-negara berpenghasilan tinggi,
pertumbuhan ekonomi Cina yang tidak lagi bertopang pada investasi yang didanai kredit dan
lemahnya harga komoditas yang membentuk dua per tiga dari ekspor Indonesia. Kedua,
tekanan pada suku bunga global akibat pengurangan kebijakan moneter yang akomodatif di
AS dan negara-negara berpenghasilan tinggi lainnya akan tetap berlangsung. Selain itu
penyesuaian persepsi investor global terhadap resiko dan pertumbuhan ekonomi dunia telah
menekan aliran investasi portfolio ke negara-negara berkembang.

Meskipun perkembangan ekonomi global sedikit tidak merata, secara umum terlihat
peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sebagian besar negara mitra dagang
utama Indonesia. AS dan Jepang mengalami perlambatan pertumbuhan PDB pada kuartal
terakhir 2013, namun negara-negara zona eropa and negara-negara berpenghasilan tinggi
lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penilaian terthadap perkembangan
ekonomi AS cukup sulit dengan adanya perubahan cuaca yang terjadi di awal tahun 2014,
namun indikator-indikator utama dan data penggajian terbaru menunjukkan bahwa
pemulihan masih terus berlangsung, demikian pula dengan negara-negara zona eropa. .
Skenario dasar kedepan menunjukkan pertumbuhan ekonomi global yang terus menguat,
dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju (Gambar 2). Pertumbuhan
negara-negara berkembang diharapkan membaik, terutama pertumbuhan Cina yang
mendekati sasaran pertumbuhan resminya sebesar 7,5 persen untuk tahun 2014. Dengan
demikian, kondisi ekonomi internasional akan terus mendukung permintaan ekspor
Indonesia.
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Nilai tukar perdagangan Indonesia mulai stabil pada beberapa bulan terakhir, Kondisi ini
konsisten dengan peningkatan pertumbuhan global yang mendorong permintaan ekspor.
Nilai tukar perdagangan, yang diukur dari nilai per unit ekspor dan impor, menurun pada
Agustus 2013 namun telah mengalami peningkatan kembali meskipun belum mencapai 30
persen dari titik tertingginya tiga tahun yang lalu. Stabilnya harga relatif ekspor dan impor
telah mendukung neraca perdagangan dan perekonomian secara umum, namun tidak
terlihat tanda-tanda bahwa akan terjadi peningkatan harga komoditas yang bersifat luas.
Bahkan, perkembangan harga komoditas ekspor utama Indonesia cukup beragam sepanjang
tahun 2014 , harga gas alam, misalnya, meningkat 6 persen selama dua bulan pertama di
tahun 2014, sementaraharga batubara turun sekitar 10 persen. Harga, minyak sawit dan
minyak mentah relatif stabil, termasuk hargatembaga yang merupakan produk mineral ekpor
terbesar Indonesia (sekitar 2,5 persen dari seluruh nilai ekspor).

Gambar 3: ... nilai tukar perdagangan Indonesia relatif
stabil, walau masih berada di bawah puncaknya yang lalu
(indeks, rata-rata 2010=100, rata-rata bergerak 3-bulanan)
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Suku bunga acuan dunia berfluktuasi pada rentang yang relatif sempit (contohnya yze/d 10-
tahun AS berkisar antara 2,6-3,0 persen), seiring dengan dimulainya “penurunan’ kebijakan
moneter yang akomodatif oleh Bank Sentral AS pada bulan Desember yang lalu. Dengan
latar belakang hal ini, banyak pasar valuta dan ekuitas negara berkembang telah mengalami
kerugian atau perlambatan dibandingkan dengan sejumlah negara berpenghasilan tinggi yang
mengalami peningkatan.Sebagai contoh, indeks ekuitas MSCI Standard negara berkembang
dalam dolar AS melemah sebesar 5,9 persen sepanjang tahun 2014 hingga tanggal 13 Maret
lalu. Sementara indeks S&P 500 (saham-saham utama di AS) relatif stabil. Rendahnya kinetja
aset negara-negara berkembang mencerminkan kekhawatiran investor terhadap penyesuaian
ekonomi dan kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah yang merupakan
konsekuensi dari penurunan kebijakan moneter yang akomodatif di negara-negara maju serta
peningkatan suku bunga global. Hal-hal ini dapat mempengaruhi kinerja pasar keuangan
Indonesia, namun sepanjang tahun 2014, kinerja pasar keuangan Indonesia relatif kuat.

2. Investasi menjadi pendorong utama penyesuaian ekonomi

Penyesuaian ekonomi
Indonesia berlanjut
hingga akhir 2013,
dengan melambatnya
investasi dan
meningkatnya volume
ekspor bersih

Maret 2014

Ekonomi Indonesia terus mengalami penyesuaian hingga kuartal terakhir 2013 seiring
dengan melemahnya nilai tukar perdagangan dan semakin mengetatnya kondisi pembiayaan
eksternal akibat pengetatan kebijakan moneter dan depresiasi. Pertumbuhan PDB riil
didorong oleh peningkatan ekspor bersih yang mencerminkan penurunan volume impor dan
peningkatan ekspor. Laju pertumbuhan pembentukan modal tetap masih di bawah rata-rata,
menurunkan permintaan impor dan berkontribusi terhadap penyesuaian pertumbuhan. Pada
saat yang sama, pengeluaran konsumsi masih tetap kuat. Penyesuaian ekonomi ini
diperkirakan akan berlanjut dalam jangka pendek, sehingga diperkirakan akan sedikit
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memperlemah pertumbuhan sepanjang tahun 2014. Dalam jangka menengah, pertumbuhan
diperkirakan meningkat, namun akan tetap berada di bawah 6 persen.

Secara umum, pertumbuhan PDB di Indonesia tetap bertahan stabil pada 5,7 persen tahun-
ke-tahun (year-on-year, yoy) pada kuartal terakhir 2013 dibandingkan dengan 5,6 persen yoy
pada kuartal ketiga (Gambar 4).Pertumbuhan produksi (o#puf) meningkat menjadi 6,3 persen
kuartal-ke-kuartal (quarter-to-quarter, qoq) saar (seasonally-adjusted annnalized rate, saar) pada
kuartal empat dari 5,5 persen pada kuartal sebelumnya. PDB nominal meningkat pada
petiode tersebut, menjadi 13,2 persen yoy, disebabkan oleh peningkatan deflator PDB
sebesar 7,1 persen yoy. Untuk tahun 2013 secara keseluruhan, pertumbuhan PDB riil
melemah menjadi 5,8 persen dati 6,3 persen pada tahun 2012, yang sebagian disebabkan oleh
permintaan dalam negeri yang cukup lemah.

Ekspor bersih merupakan penyumbang terbesar, sebesar 3,9 poin persentase, bagi
pertumbuhan PDB riil yoy pada kuartal keempat — yang merupakan kuartal keempat dengan
kontribusi positif selama tahun 2013 (Gambar 4). Peningkatan ini bersifat sementara, karena
didorong oleh peningkatan volume ekspor mineral. Ekspor riil barang dan jasa mengalami
peningkatan menjadi 7,4 persen yoy pada kuartal keempat, dari 5,2 persen pada kuartal
sebelumnya. Pertumbuhan ekspor tahunan meningkat dari 2,0 persen pada tahun 2012
menjadi 5,3 persen pada tahun 2013. Di sisi lain, impor pada kuartal keempat tahun 2013
mengalami penurunan sebesar 0,6 persen yoy setelah meningkat ke 5,1 persen pada kuartal
ketiga didorong oleh perlambatan pertumbuhan investasi tetap dan depresiasi Rupiah.
Pertumbuhan impor tahunan turun dari 6,7 persen pada tahun 2012 ke 1,2 persen pada 2013
(lihat Kotak 1 untuk pembahasan lebih lanjut).

Gambar 4: Ekspor bersih mendorong pertumbuhan riil PDB Gambar 5: Penyesuaian permintaan dalam negeri tetap

pada kuartal 4 tahun 2013
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Catatan: Garis menunjukkan rata-rata kuartal 1 2010 — kuartal 4 2013

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Pertumbuhan permintaan dalam negeri melambat menjadi 5,1 persen yoy pada kuartal
keempat, dari 5,5 persen pada kuartal ketiga. Konsumsi swasta kehilangan momentumnya
pada kuartal akhir tahun 2013, meningkat hanya ke 3,9 persen qoq saar (dibanding 7,0 persen
pada kuartal ketiga) dan sebesat 5,3 persen yoy (dibanding 5,5 persen pada kuartal ketiga)
(Gambar 5). Pengeluaran rumah tangga dapat terpengaruh oleh melemahnya pertumbuhan
kredit konsumsi ke angka 15 persen yoy pada bulan Desember dan depresiasi Rupiah yang
hampir mencapai 7 persen pada kuartal keempat. Pertumbuhan pembentukan modal tetap
bruto mencapai 4,4 persen yoy pada kuartal keempat, relatif rendah jika dibandingkan
dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,8 persen yang tercatat selama periode tahun
2010-2012. Belanja mesin menurun pada kuartal keempat, sejalan dengan relatif lemahnya
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sektor komoditas, lebih ketatnya kondisi pembiayaan, dan lebih tingginya harga barang-
barang modal impor akibat depresiasi Rupiah. Investasi pembangunan gedung meningkat
sebesar 6,7 persen yoy pada kuartal keempat, menyamai laju rata-ratanya pasca krisis
keuangan global.

Sektor pertambangan  Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian dan industri pada kuartal keempat tahun
mencatat pertumbuhan 2013 meningkat menjadi 3,8 dan 5,3 persen. Dalam sektori industti, pertambangan (di luar

di atas rata-rata, migas), meningkat menjadi 8,2 persen yoy, laju pertumbuhan tertingginya sejak kuartal
sementara sektor jasa  pertama tahun 2011 dan relatif lebih tinggi dibanding rata-rata laju pascakrisis keuangan
kehilangan global sebesar 5,7 persen. Data ini sesuai dengan meningkatnya ekspor mineral pada kuartal
momentumnya terakhir 2013 sebelum pelarangan mulai berlaku pada bulan Januari 2014, yang akan dibahas

lebih lanjut pada Bagian 4. Pertumbuhan manufaktur dan konstruksi masing-masing
mencapai 5,3 persen yoy dan 6,7 persen yoy pada kuartal keempat, sedikit lebih tinggi dari
kuartal sebelumnya. Sebaliknya, sektor jasa mencatat laju pertumbuhan paling lambat sejak
krisis keuangan global (6,5 persen yoy dibanding rata-rata pascakrisis sebesar 8,0 persen).
Dengan demikian, dalam hal kontribusi tethadap pertumbuhan PDB riil, kontribusi dari
konstruksi dan pertambangan meningkat, sementara kontribusi dari sektor jasa, terutama
sektor perdagangan, perhotelan dan rumah makan, mengalami penurunan (Gambar 06).

Gambar 6: Kontribusi konstruksi dan pertambangan Gambar 7: Indikator terkini menunjukkan sinyal yang
tethadap pertumbuhan PDB naik, sementara kontribusi jasa beragam terhadap permintaan domestik kuartal I 2014
perdagangan, perhotelan dan restoran menurun (Indeks penjualan ritel BI, penjualan kendaraan dan semen, 3mma (3
(Rontribusi terhadap pertumbuban PDB riil yoy, persen) month moving average) yoy, persen)
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Data frekuensi tinggi Sejumlah indikator kegiatan ekonomi frekuensi tinggi, menunjukkan penurunan permintaan
terakhir tampak dalam negeri di bulan pertama tahun 2014, kecuali penjualan ritel. Terpengaruh oleh banjir di
beragam namun pulau Jawa, penjualan sepeda motor, padakhususnya, turun cukup tajam sebesar 11,3 persen
konsisten dengan yoy pada bulan Januari (atau meningkat hanya 4,3 persen 3mma yoy) (Gambar 7). Indeks
peningkatan konsumsi  manufakturing PMI (Purchasing Managers Index, PMI) HSBC untuk sektor manufaktur,
swasta menjelang mencapai 50,5 pada bulan Februari, tetap dalam keadaan yang sedik ekspansif. Namun,
pemilu survei BI mengenai penjualan ritel mencatat peningkatan yang signifikan ke 26,6 dan 28,8

persen yoy masing-masing untuk bulan Desember dan Januari. Tingginya penjualan ritel ini
disebabkan oleh peningkatan belanja konsumsi swasta pada kuartal pertama tahun 2014,
yang tampaknya didukung oleh persiapan kampanye pemilu.

Pertumbuhan output Proyeksi dasar (baseline) Bank Dunia terhadap pertumbuhan PDB Indonesia tetap pada 5,3

jangka menengah persen untuk tahun 2014 (Tabel 2). Konsumsi swasta diperkirakan akan mencatat
diproyeksikan relatif peningkatan sementara menjelang pemilu bulan April dan Juli. Namun, kondisi kredit yang
moderat lebih ketat tampaknya akan mempengaruhi belanja rumah tangga pada tahun 2014. Sejalan

dengan hal tersebut, pertumbuhan investasi juga diperkirakan akan tetap lemah pada jangka
pendek akibat semakin tingginya biaya pinjaman, lebih rendahnya harga-harga komoditas,
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dan lebih tingginya biaya impor yang didorong oleh depresiasi Rupiah. Pertumbuhan ekspor
diperkirakan akan meningkat secara bertahap seiring dengan semakin membaiknya kondisi
permintaan eksternal (lihat Bagian 1). Namun, kontribusi ekpor bersih terhadap
pertumbuhan diperkirakan akan sedikit menurun seiring dengan pulihnya pertumbuhan
impor seiring peningkatan permintaan dalam negeri.

Tabel 2: Pada proyeksi dasar (base case), PDB diperkirakan akan tumbuh 5,3 persen pada 2014 dan 5,6 persen pada 2015

(persentase pernbaban, kecuali dinyatakan lain)
Tahun-ke-tahun pada Revisi
Tahunan
kuartal keempat tahunan
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2014

1. Indikator ekonomi utama

Jumlah pengelompokan konsumsi 5,2 4,8 49 54 5,2 5,2 0,0
Pengelompokan konsumsi swasta 53 4,9 51 53 5,4 5,2 0,0
Konsumsi pemerintah 4,9 4,4 3,7 6,4 4,2 4,9 0,0

Pembentukan modal tetap bruto 4,7 4,5 6,6 4,4 59 6,8 0,1

Ekspor barang dan jasa 53 53 7,0 7,4 7,4 7,0 -0,1

Impor barang dan jasa 1,2 3,4 5,4 -0,6 4,4 5,7 0,0

Produk Domestik Bruto 58 53 5,6 5,7 55 5,7 0,0

2. Indikator eksternal

Neraca pembayaran (AS$ miliar) -7,3 -2,9 1,7 - - - 9,9
Saldo neraca transaksi berjalan (AS$

miliar) -28,5 -24,4 -20,2 - - - -1,6
Sebagai bagian dari PDB (persen) -3,3 -2,9 -2,1 - - - -0,3
Neraca perdagangan (AS$ miliar) -5,3 -2,9 2,7 - - - -0,4

Saldo neraca keuangan (AS$ miliar) 22,7 215 21,9 - - - 115

3. Indikator Fiskal
Pendapatan pem. pusat (% dari PDB) 15,3 15,5 - - - - -0,2
Belanja pem. pusat (% dari PDB) 17,5 18,1 - - - - 0,3
Neraca fiskal (% dari PDB) -2,2 -2,6 - - - - -0,5
Neraca primer (% dari PDB) -1,0 -1,4 - - - - 0,5

4. Pengukuran ekonomi lainnya

Indeks harga konsumen 6,9 6,2 52 8,1 54 52 0,1

Deflator PDB 4,3 6,6 53 7,1 5,2 53 0,2

PDB nominal 10,4 12,2 11,2 13,2 11,0 11,3 0,2

5. Asumsi ekonomi

Kurs tukar (Rp/AS$) 10563 12000 12000 - - - 200,0

Harga minyak mentah Indonesia

(AS$/barel) 106 105 102 - - - 2,0

Pertumbuhan mitra perdagangan utama 3,5 4,0 4,1 4,1 3,7 4,4 0,1

Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk kepada volume dari neraca nasional. Kurs tukar adalah asumsi dari rata-rata terakhir.
Revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada IEQ edisi bulan Desember 2013.
Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi Bank Dunia

3. Inflasi inti telah naik perlahan

Tekanan pada inflasi Setelah meningkat tajam pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013, inflasi

berkurang, kecuali harga konsumen bulanan mencatat penurunan yang cukup besar pada bulan-bulan menjelang
pengaruh dari akhir tahun 2013. Namun belakangan inflasi kembali meningkat akibat faktor musiman. Pada
depresiasi Rupiah saat yang sama, inflasi inti mengalami penurunan menjelang akhir 2013, namun meningkat

kembali belakangan ini, sebagian diakibatkan oleh pengaruh perlemahan Rupiah yang
tertunda. Dalam jangka pendek pengaruh yang tertunda dari peningkatan suku bunga akan
menjaga tekanan inflasi tetap dalam kendali.

Faktor-faktor musiman Tekanan harga konsumen menurun pada paruh kedua tahun 2013, setelah harga BBM

mendorong naiknya bersubsidi meningkat sebesar rata-rata 33 persen pada tanggal 22 Juni (Gambar 8).

inflasi IHK (headline)  Penurunan permintaan domestik berkontribusi kepada petlambatan inflasi bulanan.

pada beberapa bulan Pengetatan kondisi keuangan menjadi faktor tambahan akibat aliran keluar modal asing yang
terakhir... terjadi pada paruh kedua tahun lalu dan peningkatan suku bunga BI dari 5,75 persen pada

bulan Mei ke 7,50 persen pada bulan Desember. Pada bulan Desember 2013 dan Januari
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2014, yang merupakan puncak musim hujan, harga-harga konsumen kembali naik secara
berurutan. Secara tahun-ke-tahun, inflasi IHK mencapai 8,2 persen pada bulan Januari 2014
sebelum turun ke 7,7 persen pada bulan Februari.

...sementara inflasi Inflasi harga bahan pangan terus menurun menjadi 8,8 persen yoy pada bulan Februari 2014,
harga bahan pangan dari 15,1 persen yoy pada bulan Agustus atau Ramadan tahun lalu. Penurunan tekanan harga
terus menurun... bahan pangan yang tercatat pada beberapa bulan terakhir disebabkan oleh deflasi harga pada

sejumlah bahan pangan utama, seperti cabai merah dan bawang merah di beberapa kota di
Sumatera dan wilayah Indonesia bagian timur, yang mengimbangi peningkatan harga-harga
beras, tepung, dan daging sapi. Hujan sejak bulan Desember dan letusan Gunung Kelud di
Jawa Timur pada bulan Februari tampaknya tidak membawa dampak yang signifikan
terhadap inflasi harga bahan pangan nasional.

...namun kesenjangan  Sebaliknya, rendahnya hasil panen beras akibat banjir besar yang melanda Indonesia telah

antara harga beras di mendorong melebarnya kesenjangan antara harga beras di dalam dan luar negeri. Pada bulan
dalam dan luar negeri ~ Desember 2013, harga beras internasional dengan kualitas yang sebanding (yang diwakili oleh
telah melebar beras Vietnam kualitas menengah sebagai acuan) mencapai 41-52 persen lebih murah dari

harga beras kulakan di dalam negeri. Kesenjangan harga itu meningkat menjadi 70-83 persen
pada bulan Februari 2014. Peningkatan perbedaan harga itu didorong oleh tiga faktor:
menurunnya harga beras internasional akibat kelebihan pasokan di pasar internasional,
peningkatan harga beras dalam negeri (naik sebesar 7,3-10,3 persen yoy), dan depresiasi
Rupiah terhadap dolar AS.

Inflasi inti meningkat,  Inflasi inti, yang tidak menyertakan harga-harga barang volatil seperti bahan pangan dan

sebagian disebabkan energi, menurun pada kuartal keempat tahun 2013 namun kembali meningkat pada awal

oleh depresiasi Rupiah  tahun ini. Secara tahun-ke-tahun, inflasi IHK inti telah meningkat dari 4,0 persen yoy pada
bulan Juni 2013 ke 5,3 persen yoy pada bulan Februari 2014, nilai tertinggi yang pernah
tercatat sejak Juni 2009. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengaruh perlemahan Rupiah ke
harga-harga dalam negeri. Rupiah mengalami depresiasi sebesar 25 persen antara bulan Mei
2013 dan Januari 2014 sebelum menguat sebesar sekitar 5 persen pada bulan Februari
(Gambar 8).

Gambar 8: Tekanan inflasi telah meningkat dalam beberapa Gambar 9: Kesenjangan antara harga beras di dalam dan
bulan terakhir, pengaruh tunda dati perlemahan Rupiah dan luar negeti telah melebar

faktor-faktor musiman (perbedaan harga, persen; harga beras kulakan, Rp per kg)
(pernbahan 3-bulan/ 3-bulanan, persen (LHS), Rupiah per dolar AS
(RHS))
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Ke depannya, inflasi IHK tahun-ke-tahun diperkirakan akan mencapai puncaknya pada
kuartal kedua tahun 2014. Setelah itu, tekanan inflasi diproyeksikan akan menurun akibat
pengaruh dasar yang menguntungkan dan perlemahan pertumbuhan. Menjelang akhir tahun
2014, inflasi IHK bulanan diperkirakan akan turun sedikit di bawah rentang sasaran batas
atas Bank Indonesia (BI) sebesar 3,5-5,5 persen yoy dan tetap bertahan hingga akhir tahun
2015. Inflasi inti diperkirakan akan kurang lebih mengikuti jalur lintasan yang serupa, dengan
menurunnya pengaruh buruk dari depresiasi kurs tukar valuta. Risiko-risiko terhadap
proyeksi skenario dasar (base case) bersifat seimbang dan berkaitan dengan kemungkinan
berlanjutnya perlemahan Rupiah dan peningkatan harga-harga yang diatur oleh negara di
masa depan, besarnya dampak belanja yang berkaitan dengan pemilu, dengan latar belakang
petlemahan permintaan dan pertumbuhan kredit dalam negeri.

4. Neraca pembayaran kuartal keempat menguat, namun risiko tetap ada

Neraca berjalan
Indonesia kuartal
keempat meningkat,
namun sebagian
disebabkan oleh
faktor-faktor yang
bersifat sementara

Neraca pembayaran Indonesia berganti menjadi positif pada kuartal penutup tahun 2014,
setelah sebelumnya mencatat defisit selama tiga kuartal berturut-turut, sehingga mengisi
kembali cadangan devisa negara (Gambar 10). Kuatnya kinerja itu didorong oleh hasil yang
kokoh dalam neraca perdagangan barang-barang, dimana diantaranya disebabkan oleh
peningkatan ekspor mineral sebelum berlakunya larangan ekspor mineral pada bulan Januari.
Penurunan impor terus berlanjut, dengan impor barang modal dan setengah stabil, sementara
barang-barang konsumsi sedikit meningkat. Penerbitan surat utang negara dan pinjaman
swasta dari luar negeri, serta repatriasi simpanan dan valas, membantu membiayai defisit
neraca berjalan yang mencapai 4 miliar dolar AS. Meskipun dengan memperhitungkan
perbaikan pada kuartal terakhir tahun 2013, neraca dasar, yang merupakan jumlah dari saldo
neraca berjalan dan investasi langsung bersih, diperkirakan akan tetap bernilai negatif selama
jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan luar negeri bersih Indonesia
tampaknya akan terus bergantung kepada investasi portofolio yang secara potensial bersifat
volatil dan aliran investasi lainnya.

Gambar 10: Neraca pembayaran menjadi positif pada kuartal Gambar 11: ...setelah peningkatan yang besar dalam neraca

keempat...
(saldo neraca, miliar dolar AS)

perdagangan barang menyebabkan kontraksi pada defisit
neraca berjalan secara keseluruhan
(saldo neraca, miliar dolar AS)

mmmm Current account

20 . ®mmm Net portfolio
15 |
10 ©
5
0
5 |

-10

-15 -

Dec-10 Dec-11

e Overall balance

mmmm Net direct investment
Net other capital 20
Basic balance

mmmm Current transfers
Income balance
mmmm Services trade balance
mmmm Goods trade balance
15
= CUrrent account balance

10

-15
Dec-12 Dec-13 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

Catatan: Neraca dasar = FDI bersih + saldo neraca berjalan

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
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Neraca perdagangan barang
mencatat surplus yang hampir
mencapai 5 miliar dolar AS
pada kuartal keempat tahun
2013, pencapaian tertinggi
sejak kuartal keempat tahun
2011 (Gambar 11).
Peningkatan ekspor
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Gambar 12: Bijih, terak dan abu (O-S-A) memberi
kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekspor kuartal 4
dan penurunan ekspor pada Jan 2014

(kontribusi ke pertumbuhan penerimaan ekspor yoy, poin persentase)

15 . 0O-S-A
Coal
= Palm oil
10

= Rubber and products
mQOil and gas

berkontribusi hingga 94 persen 5
terhadap peningkatan pada
neraca perdagangan. Hal 0

tersebut sebagian didukung
oleh momentum peningkatan
ekspor bijih mineral sebelum
pemberlakuan larangan ekspor
mineral pada pertengahan
bulan Januari 2014.
Peningkatan ekspor bijih,
terak, dan abu — perkiraan
batas atas bagi ekspor mineral
mentah yang terpengaruh oleh
larangan tersebut — memberikan kontribusi sebesar 2,7 poin persentase kepada pertumbuhan
ekspor sebesar 10,2 persen yoy pada bulan Desember, sebelum mengalami kontraksi pada
bulan Januari, dengan kontribusi sebesar 1 poin persentase ke 5,8 persen pada penurunan
ekspor tahun-ke-tahun pada bulan pertama tahun 2014 (Gambar 12). Nilai ekspor bijih,
terak, dan abu menurun dari 970 juta dolar AS pada bulan Desember 2013 ke 290 juta dolar
AS pada bulan Januari 2014. Bank Dunia memperkirakan kerugian ekspor yang berkaitan
dengan larangan ekspor mineral mentah, secara relatif terhadap keadaan tanpa larangan atau
tanpa pajak ekspor, berjumlah 5,3-7 miliar dolar AS setahun. Dampak dari larangan ekspor
mineral itu meningkat dengan terlambatnya penerbitan izin ekspor bagi mineral-mineral yang
telah diproses. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang larangan ekspor mineral dan
dampaknya, lihat Bagian B.1.

-15
Jan-13 Jul-13 Jan-14

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Penyusutan impor menjadi bagian dari dinamika perdagangan belakangan ini, walau tidak
terlalu besar pada kuartal keempat. Sebagai contoh, meskipun penurunan impor hanya
merupakan 6 persen pada kuartal keempat relatif terhadap kuartal ketiga tahun 2014,
penurunan itu sebenernya berkontribusi hingga 60 persen pada peningkatan neraca
perdagangan dibandingkan dengan posisi satu tahun sebelumnya. Impor barang modal dan
setengah jadi melemah, dengan impor barang modal pada khususnya hanya mencatat rata-
rata 16 persen lebih rendah dari lajunya pada paruh kedua tahun 2013. Impor barang
konsumsi hampir tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan impor secara keseluruhan
(Gambar 13). Menurunnya impor barang modal berkaitan dengan penurunan laju investasi
yang cukup mencolok (lihat juga Kotak 1). Neraca perdagangan migas teteap menjadi beban
kepada neraca perdagangan, dengan defisit sebesar 1 miliar dolar AS pada kuartal keempat.

Aliran modal masuk dan neraca keuangan meningkat dengan tajam, dari 5,6 miliar dolar AS
pada kuartal ketiga tahun 2013 ke 9,2 miliar dolar AS pada kuartal keempat, sebagian besar
didorong oleh aliran pada sub-rekening “investasi lain”. Dalam hal ini, repatriasi aset luar
negeri telah membalikkan aliran keluar modal sebesar USD 2,3 miliar pada kuartal ketiga
tahun 2013. Kuatnya penarikan utang luar negeri oleh dunia usaha dalam negeri
berkontribusi hingga 4,1 miliar dolar AS dalam aliran masuk utang investasi lain, naik dari
aliran keluar sebesar 133 juta dolar AS pada kuartal ketiga. Aliran masuk penanaman modal
asing langsung (FDI) sesuai dengan rata-rata tiga tahun sebesar sekitar 4 miliar dolar AS per
kuartal. Akuisisi Pertamina atas ladang-ladang minyak di Algeria dengan nilai sekitar 2,5
miliar dolar AS berkontribusi terhadap penurunan investasi langsung bersih, menjadi 1,6
miliar dolar AS dari 5,6 miliar pada kuartal ketiga. Sebagai akibatnya, neraca dasar tetap
negatif, walau terdapat kontraksi defisit neraca berjalan yang besar. Investasi portofolio
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bersih secara umum tetap stabil pada 1,8 miliar dolar AS di kuartal keempat, dibantu dengan

pembelian surat utang negara oleh pihak asing (Gambar 14). Sebaliknya, ekuitas mencatat
aliran keluar modal yang berlanjut pada paruh kedua tahun 2013, sebelum kembali menjadi

positif pada bulan Januari.

Gambar 13: Impor melemah pada kuartal keempat, dengan
turunnya barang modal dan jatuhnya barang setengah jadi
(nilai pertumbnban impor yoy , persen)

Gambar 14: Aliran masuk modal bersih ke surat utang
negara dalam negeri sejak bulan September telah

mendukung investasi portofolio

(cadangan devisa dan aliran masuk portofolio, miliar dolar AS)

Intermediate s Consumption Aliran masuk portofolio
mmm— Capital mmmm Oil & Gas asing, (RHS): ® Equites ®mSUN mSBI
36 = = = = Total imports 150 r 1 5.0
I Cadangan internasional (LHS)
oa | 125 ’II _ - 1 25
\ A
100 (] I II-I-I--.-I= 0.0
12 lI I l I -
. 75 | 125
0 I
.‘ 50 { -5.0
-12 - ‘ 25 : : = 7.5
Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Feb-11 Feb-12 Feb-13 Feb-14

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca berjalan  Neraca berjalan
diproyeksikan akan diproyeksikan akan tetap
tetap berada sedikit di  berada sedikit di atas 2

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 3: Diproyeksikan defisit neraca berjalan sebesar 2,9

persen dari PDB pada kasus dasar (base case)
(miliar dolar AS kecuali dinyatakan lain)

atas 2 persen dari PDB  persen dari PDB pada tahun 2013 2014 2015
pada tahun 2014 dan 2014 meskipun telah terjadi Keseluruhan neraca
.. pembayaran -7,3 -2,9 1,7
akan tetap bertahan penurunan yang 51gn1ﬁkan Sebagai % dari PDB 08 03 0.2
dalam jangka pada kuartal terakhir 2014 -
h bel 3). S : celah Neraca berjalan -28,5 -24,4 -20,2
menenga (Ta cl 3). Seperti tela Sebagai % dari PDB -3,3 -2,9 -2,1
disinggung, pemberlgkuan Perdagangan 5.3 2.9 27
pelarangan ekspor mineral Pendapatan 272 257 270
mentah, serta penundaan Transfer 41 42 42
penerbitan izin ekspor Neraca Keuangan &
mineral yang telah diproses, Modal 22,7 21,5 21,9
diperkirakan akan sangat Sebagai % dari PDB 2,6 2,5 2,3
membebani neraca Investasi langsung 14,8 12,0 11,9
perdagangan kuartal pertama. Investasi portofolio 9,8 10,8 10,6
Memasuki tahun 2015 Investasi lain -1,9 -1,3 -0,7
neraca perdagangan yang Catatan:
positif diperkirakan akan Neraca Fiasar ) -13.7 B 2
Sebagai % dari PDB -1,6 -1,5 -0,9

berkontribusi terhadap
penurunan defisit neraca
berjalan selama tahun

Catatan: Neraca dasar = saldo neraca berjalan + FDI bersih

Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

tersebut, namun defisit struktural yang cukup besar dalam sub-rekening penerimaan dan
jasa-jasa akan tetap bertahan. Proyeksi ini mengasumsikan kondisi keuangan global yang
tetap mendukung,sementara ke depan kondisi keuangan global masih menghadapi sejumlah

risiko, seperti dibahas pada Bagian 7.
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Kotak 1: Faktor penentu permintaan impor Indonesia: investasi dan ekspor memainkan peran penting

Pertumbuhan volume impor di Indonesia mencatat penurunan yang signifikan pada tahun 2013. Estimasi dengan menggunakan
error correction model, (ECM) menunjukkan bahwa sebagian besar penurunan permintaan impor dapat dijelaskan oleh perlambatan
investasi tetap yang cukup besar (konsisten dengan penurunan yang tercatat pada impor barang modal) dan peningkatan harga
barang-barang impor relatif terhadap barang-barang dalam negeri. Secara historis, konsumsi rumah tangga belum pernah menjadi
faktor penentu yang signifikan bagi pertumbuhan impor.

Seperti prosedur standar di dalam literatur, model ECM dapat digunakan untuk mempelajari pengaruh jangka pendek dan panjang
terhadap permintaan impor riil dari tiga komponen permintaan dari neraca nasional dan harga-harga relatif, dimana harga relatif
didefinisikan sebagai rasio dari deflator impor terhadap indeks harga konsumen (IHK). Seluruh variabel diubah menjadi logaritma
dan periode sampel adalah kuartal pertama tahun 1993 — kuartal keempat tahun 2013. Hasil-hasilnya menunjukkan bahwa, secara
statistika, konsumsi swasta bukan merupakan faktor penentu yang signifikan bagi pertumbuhan impor (Tabel 4). Untuk jangka
pendek, peningkatan investasi sebesar satu persen menyebabkan peningkatan sekitar 0,5 poin persentase terhadap permintaan
impor. Selain itu, peningkatan ekspor sebesar satu persen terkait dengan peningkatan impor sebesar 0,6 poin persentase karena
barang impor digunakan dalam produksi ekspor (lihat IEQ edisi bulan Maret 2012 untuk perincian tentang pentingnya peran impor
dalam nilai tambah ekspor di Indonesia). Pengaruh jangka panjang investasi lebih lemah dibandingkan dengan pengaruhnya dalam
jangka pendek, sementara pengaruh dari ekspor tetap kuat. Seperti telah diperkirakan, peningkatan harga barang-barang impor
relatif terhadap barang-barang dalam negeri akan menyebabkan penurunan permintaan impor.

Dekomposisi pettumbuhan tahunan impor till menunjukkan bahwa sebagian besar penurunan yang tetjadi pada tahun 2012
merupakan dampak dari perlambatan ekspor, sementara permintaan bagi barang zzput yang diimpor untuk produksi ekspor
diperkirakan berkonttribusi terhadap hampir seluruh pertumbuhan impor pada tahun 2013. Temuan-temuan ini menunjukkan
bahwa penurunan impor tidak selalu mengakibatkan peningkatan neraca perdagangan, karena penurunan itu dapat berkaitan dengan
penurunan ekspor. Penurunan pertumbuhan investasi yang signifikan, seperti yang dibahas pada Bagian 2, juga tercermin pada
komposisi permintaan impor pada tahun 2013. Selain itu, lebih tingginya harga-harga impor, yang sebagian disebabkan oleh
petlemahan Rupiah pada tahun 2013, juga telah membawa pengaruh negatif terhadap impor.

Tabel 4: Investasi dan ekspor mendorong permintaan Gambar 15: Perlemahan ekspor menurunkan pertumbuhan
bagi impor riil impor pada 2012, dan ekspor turut mendorong hampir
seluruh pertumbuhan impor pada tahun 2013
(perkiraan kontribusi terhadap pertumbuhan volume impor, poin persentase)

A Ln Impor

Pengaruh jangka pendek: 0 T = Cons
A Ln Konsumsi -0,11 16% - Uy
(0,16) 14% f Exp )
A Ln Investasi 0,49** 1206 L ® Rel prices
(Ov21) m Other
A Ln Ekspor 0,59%** 10% |-
(0,10) 8%
A Ln Harga relatif -0,15(*) 6% |
: ; (0.10) 4% -
Pengaruh jangka panjang: oo
Ln Konsumsi -0,05 O
(0,31) O%!e-:-er
Ln Investasi 0,22* 20
(0,11) ol
Ln Ekspor 0,87***
0.47) 2010 2011 2012 2013
A Ln Harga relatif -0,28*
(0,16)
Koefisien koreksi kesalahan:
-0,51***
(0,10)
Jumlah observasi 83
R-kuadrat 0,73
Catatan: standar error yang kuat dalam tanda kurung; *** Catatan: “Other” termasuk dampak tunda pertumbuhan impor dan
p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1, (*) p<0,15 regresi residual
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
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5. Mengikuti pengetatan kebijakan moneter, pertumbuhan kredit melemah

Kebijakan moneter Pada paruh kedua tahun lalu, Bank Indonesia (BI) mengambil fokus yang jelas dalam

telah diperketat... memfasilitasi penyesuaian neraca luar negeri Indonesia, yang berlangsung seperti dijelaskan
pada Bagian 4 di atas. Kebijakan moneter diperketat selama bulan Juni-November 2013,
dimana BI meningkatkan batas bawah koridor suku bunganya (fasilitas simpanan overnight,
FASBI, suku bunga) dan BI Rate sebesar 175 basis poin secara kumulatif, menjadi masing-
masing 5,75 persen dan 7,5 persen. Selain itu, BI juga meningkatkan persyaratan giro wajib
minumum (GWM) sekunder dari 2,5 persen pada bulan September menjadi 4 persen pada
bulan Desember, dan persyaratan cadangan devisa dari 1 ke 8 persen pada periode yang
sama. Kotak 2 memberikan sudut pandang tambahan akan posisi kebijakan moneter
tersebut. Posisi kebijakan moneter yang lebih ketat pada paruh kedua tahun lalu, dan juga
penurunan permintaan kredit yang berasal dari pertumbuhan investasi tetap yang moderat,
telah berkontribusi terhadap perlambatan pertumbuhan kredit. Moderasi dalam
pertumbuhan simpanan dan terbatasnya ruang rasio hutang-terhadap-simpanan (loan-to-deposit
ratio, LDR), terutama pada sejumlah bank-bank yang lebih kecil, menunjukkan bahwa
perlemahan pertumbuhan kredit tampaknya akan terus bertahan dalam jangka pendek.

Kotak 2: Posisi kebijakan moneter Indonesia dari perspektif Taylor’s rule

Taylor’s rule (aturan Taylor)* memberikan perspektif terhadap ~ Gambar 16: Setelah kenaikan akhir-akhir ini, BI Rate

posisi kebijakan moneter, dengan mengevaluasi suku bunga mendekati perkiraan Taylor’s rule berdasarkan inflasi inti
nominal relatif terhadap deviasi dalam inflasi dati sasaran dan (spread antara BI Rate dan suku bunga optimal Taylor berbasis aturan,
output dari output potential (potensi produksi). Dengan poin persentase, LHS; BI Rate persen, RHS)
menggunakan perkiraan koefisien IMF yang terakhir (2012), 0.0 l l l ; f 8
dapat dihitung perbedaan antara BI Rate dan suku bunga i
kebijvakan thimal ber'ba'sis Taylot’s rule V(Gambar lé). Pafia . -0.5 -——\ Bl Rate (RH
perkiraan ini IHK inti digunakan sebagai pengukur inflasi, sejak 16
THK headline meningkat secara signifikan dan sementara karena 1.0
dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013. =
Selisih (spread) negatif yang tercatat pada tahun 2011 dan 2012 15 - | 4
menunjukkan bahwa BI Rate sebetulnya kurang dari yang
diperkirakan oleh spesifikasi Taylor’s rule di atas. Selisih ini, 20 | Spread (LHS) 13
sementata tetap negatif, turun secara signifikan dalam nilai ' 15
absolut pada tahun 2013 ketika BI meningkatkan BI Rate demi D
memperketat kondisi monetet. e 11
Namun kondisi likuiditas aktual secara keseluruhan nampaknya 30 - 1o
akan !ebih ketat diszll{ndfg yandg (gtlulrijukkljn ole}ii penillaian «,\\ Q:\\ K’,\q, Q,'\q' qu Q',\rb

t t .
sempit yang memfokuskan pada ate katena dua alasan Qe of & of Q& o

Pertama, sejak 2012 BI telah melaksanakan langkah-langkah
kehati-hatian yang penting yang cenderung kepada pengetatan:
penurunan rasio hutang-terhadap-nilai (foan-to-value) (Juni 2012)
dan hutang-terhadap-simpanan (loan-to-deposii) (Agustus 2013), meningkatkan syarat uang muka bagi properti rumah tinggal selain
tempat tinggal utama (September 2013), dan rasio giro wajib minimum sekunder yang lebih tinggi (Desember 2013). Kedua, suku
bunga pasar uang, yang lebih rendah dari BI Rate selama lebih dari dua tahun, meningkat melampaui BI Rate pada bulan November
2013, yang membawa pengetatan likuiditas tambahan.

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia berdasar perkiraan IMF
(2012)

Catatan: ¥Taylor, John B., 1993, “Discretion Versus Policy Rules in Practice”, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 39,
pp- 195-214. ** Untuk rincian metodologis dan perkiraan koefisien, lihat IMF, 2012, “Indonesia: Selected Issues”, Country Report No.
12/278

...sementara kondisi Beralih ke kondisi pasar valuta, yang mencatat beberapa perkembangan positif pada
pasar valuta telah beberapa bulan terakhir. Rupiah telah menguat sebesar lebih dati 6 persen dari Rp 12.242 per
membaik dolar AS pada awal tahun 2014 menjadi Rp 11.449 pada tanggal 10 Maret 2014. Cadangan

devisa meningkat dari 95 miliar dolar AS pada bulan September 2013 menjadi 100 miliar
pada bulan Januari 2014. Selain itu pada tanggal 6 Maret 2014 Bank Indonesia dan Bank of
Korea menetapkan petjanjian bilateral currency swap sekitar KRW 10,7 triliun (Rp 115 triliun)
untuk periode awal selama tiga tahun. Akhirnya, pada tanggal 19 Februari 2014, Asosiasi
Bank Singapura mulai menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) sebagai kurs
acuan bagi non-deliverable forward (NDF), yang diikuti dengan penyatuan kurs tukar luar dan
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dalam negeri Rupiah sejak bulan Oktober 2013. Langkah-langkah tersebut mengirim sinyal
yang positif akan kepercayaan pasar terhadap transparansi harga spor dalam negeri pada pasar
kurs valuta asing yang diawasi oleh Bank Indonesia, dan akan memfasilitasi lindung nilai
(hedging) valuta oleh investor asing menggunakan NDF, secara potensial mendukung aliran
masuk modal portofolio.

Pertumbuhan nominal kredit bank telah turun dari 23,1 persen yoy pada awal tahun 2013
menjadi 21,6 persen pada bulan Desember. Secara riil (dikurangi menggunakan inflasi THK),
pertumbuhan kredit turun dari 18 persen yoy pada bulan Januari 2013 ke 12,2 persen pada
bulan Desember. Karena bagian kredit dengan mata uang asing mencapai 16 persen dari
jumlah kredit yang beredar, angka kredit nominal mengalami inflasi melalui depresiasi
Rupiah yang tercatat pada tahun 2013. Dengan demikian, tanpa menyertakan pengaruh mata
uang, menurut BI penurunan kredit bersifat lebih signifikan dari yang ditunjukkan oleh
angka-angka di atas, dimana kredit nominal meningkat 17,4 yoy pada Desember.

Kredit konsumen, yang berjumlah sekitar seperempat dari seluruh kredit, mendorong
perlambatan pada pertumbuhan kredit nominal. Pertumbuhan kredit konsumen turun dari
20 persen yoy pada pertengahan tahun 2013 menjadi 13,7 persen pada akhir tahun. Walau
sejauh ini konsumsi rumah tangga masih tetap bertahan kuat, faktor-faktor penghambat
pembiayaan dapat melemahkan belanja dalam jangka pendek, yang menunjukkan tambahan
tekanan turun bagi konsumsi riil, seperti dibahas pada Bagian 2. Pada waktu yang bersamaan,
laju pertumbuhan kredit modal kerja, yang memiliki bagian hampir 50 persen dari
keseluruhan kredit, dan laju pertumbuhan kredit investasi, tetap bertahan stabil masing-
masing pada 20 persen dan 32 persen sejak bulan Juni tahun lalu.

Gambar 17: Kenaikan bunga pinjaman bank umum masih di Gambar 18: Bank-bank yang lebih kecil lebih rentan

bawah BI Rate

terhadap perlambatan dalam pertumbuhan simpanan

(persen) (aset bank, trilinn Rp, sumbu x dan besar lingkaran; LDR, persen)
16 r
120
14 Mﬂsumption 110
12 100
/
90
10 | Investment
80
8 | Bl rate
/ 70
°F 60
4 L 1 L 50 1 1 1 )
Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 0 200 400 600 800
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: Sampel 25 bank yang memiliki 75 persen jumlah aset
perbankan; dua garis adalah batasan sasaran BI untuk /oan to
deposit
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
Lebih lemahnya Pertumbuhan simpanan terus menurun dengan laju yang lebih cepat dari pertumbuhan
kondisi kredit pemberian pinjaman, meningkatkan rasio Hutang-terhadap-Simpanan (ILoan-to-Deposit Ratio,
tampaknya akan LDR), yang dapat semakin menghambat pertumbuhan kredit. Pertumbuhan simpanan pada
bertahan, dengan bulan Desember mencapai 13,3 persen yoy, turun dari 15,6 persen yoy satu tahun
perlambatan sebelumnya. LDR agregat bank-bank umum mencapai 89,7 persen pada bulan Desember
pertumbuhan 2013, naik dari 83,6 persen pada akhir tahun 2012 dan mendekati batas atas dati batas
simpanan/deposit dan  sasaran BI sebesar 92 persen. LDR dari lima bank terbesar berada di bawah batas atas BI.
terbatasnya ruang LDR  Namun, melihat sampel dari 25 bank yang memiliki 75 persen dati aset-aset perbankan, LDR
dari bank-bank yang berukuran lebih kecil, yaitu dengan ukuran aset kurang dari Rp 200
triliun, bervariasi cukup besar dari 60 hingga 109 persen (Gambar 17). Sekitar 30 persen dari
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bank-bank pada kategori ini memiliki LDR yang melampaui batas atas dari batasan yang
menjadi sasaran BI.

Indikator-indikator kesehatan sektor perbankan Indonesia masih tetap baik, dengan sejumlah
tekanan terhadap likuiditas bagi bank-bank dengan ukuran aset yang lebih kecil. Rasio kredit
macet (non-performing loan) secara agregat meningkat ke 1,8 persen pada akhir tahun 2013 dari
2 persen pada awal tahun. Rasio kecukupan modal bertahan stabil sedikit di bawah 19 persen
sejak bulan April tahun lalu. Terdapat sedikit penurunan pada rata-rata margin bunga bersih
(net interest margin), karena pengaruh dari peningkatan BI Rate belum sepenuhnya diteruskan
kepada konsumen.

Kondisi likuiditas pasar uang antar bank diperkirakan akan meningkat setelah suatu
perjanjian mini repo master ditetapkan oleh delapan bank pada bulan Desember yang lalu
dengan tambahan 38 bank lain pada bulan Februari. Perjanjian baru ini diperkirakan akan
meningkatkan volume perdagangan pasar uang dan akan melengkapi transaksi-transaksi
tanpa jaminan yang kini mendominasi pasar antar bank di Indonesia.

Pinjaman ke sektor properti (sekitar 15 persen dari jumlah pinjaman bank) dan pertumbuhan
harganya telah melambat sejak pertengahan tahun 2013. Hal ini sejalan dengan pengetatan
kondisi moneter, dan mungkin juga dipengaruhi dampak dari pengetatan rasio loan-to-value
properti pada tahun lalu. Perlambatan pemberian pinjaman pada kuartal 4 tampak jelas; pada
bulan Desember, pertumbuhan pinjaman ke properti turun ke 26,5 persen yoy atau 1,1
persen qoq dari 30,6 persen yoy atau 4,9 persen qoq pada bulan September. Harga rumah
tinggal meningkat sebesar 1,8 persen qoq pada bulan Desember dibanding nilai tingginya
sebesar 4,8 persen qoq pada bulan Maret 2013. Harga rumah tinggal yang berukuran lebih
kecil mencatat perlambatan yang paling besar, dari 8,6 persen qoq pada bulan Maret menjadi
1,8 persen pada bulan Desember. Pertumbuhan harga apartemen rumah tinggal mencapai
puncaknya sebesar 12 persen qoq pada bulan Juni dan melambat ke 9 persen pada bulan
September dan 3,5 persen pada bulan Desember. Pertumbuhan harga lahan industri juga
menurun dari 13 persen qoq pada bulan Juni ke 0,9 persen pada bulan Desember.

6. Ruang gerak fiskal tahun 2014 lebih sempit

Tekanan fiskal akibat
penurunan pendapatan
dan belanja subsidi
BBM menegaskan
perlunya reformasi
fiskal lanjutan

Defisit fiskal
sementara tahun 2013

adalah 2,2 persen dari
PDB

Pertumbuhan nominal
dan pengumpulan
pendapatan pada
tahun 2013 berada jauh
di bawah tahun-tahun
sebelumnya...

Maret 2014

Defisit fiskal pemerintah pada tahun 2013 lebih rendah dari proyeksi, terutama dikarenakan
tidak tercapai pencairan belanja ketimbang peningkatan pendapatan. Penurunan
pertumbuhan pendapatan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2014, sementara pada sisi
pengeluaran, belanja subsidi BBM terus memberikan tekanan fiskal yang signifikan, yang
menckankan pentingnya mengambil langkah-langkah reformasi lanjutan.

Menurut data sementara yang belum diaudit, realisasi APBN 2013 mencatat defisit sebesar
Rp 209,5 triliun (2,2 persen dari PDB), di bawah asumsi APBN-P sebesar 2,4 persen dan
proyeksi Bank Dunia sebesar 2,5 persen dari PDB yang tercantum pada IEQ edisi bulan
Desember 2013. Lebih rendahnya defisit dari perkiraan untuk tahun 2013 ini, walau dengan
pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari yang dianggarkan, terutama mencerminkan
rendahnya pencairan belanja dibanding alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN-P.

Pengumpulan pendapatan hanya mencapai 95,2 persen dari asumsi APBN-P 2013 sebesar
Rp 1.502 triliun. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh petlemahan realisasi pendapatan
pajak yang hanya mencapai 93,4 persen dari sasarannya di tahun 2013. Dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya, angka ini merupakan realisasi paling rendah dari sasaran
pendapatan dalam APBN-P, terhitung sejak tahun 2006. Pengumpulan pendapatan bukan
pajak telah sejalan dengan proyeksi APBN, yang didukung oleh kuatnya pendapatan migas
berkat depresiasi Rupiah. Secara keseluruhan, jumlah pendapatan hanya mencatat
pertumbuhan nominal yang moderat sebesat 6,8 persen yoy pada tahun 2013, jauh di bawah
rata-rata pertumbuhan nominal sebesar 16,5 persen selama periode tahun 2010-2012
(Gambar 19). Seluruh jenis pendapatan utama mencatat pertumbuhan di bawah rata-rata
(Gambar 20).
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...sementara beban Hingga akhir tahun 2013, jumlah pencairan belanja mencapai 95 persen dari rencana APBN-
subsidi energi kembali P sebesar Rp 1.726 triliun, lebih rendah dari pencairan sebesar 96,3 persen pada tahun 2012.
melampaui sasaran Namun, pencairan jenis belanja inti, yaitu belanja modal dan sosial, mencatat peningkatan
APBN-P dibanding tahun-tahun sebelumnya, sebesar 89,1 persen untuk modal (82,4 persen pada

tahun 2012) dan 95,9 persen bagi belanja sosial (87,9 persen pada tahun 2012). Peningkatan
laju pencairan belanja modal ini patut diperhatikan, walau laju pertumbuhan nominal dari
belanja modal mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 menjadi 18 persen (dibanding
23 persen pada 2012). Pencairan belanja barang sedikit lebih rendah pada tahun 2013 (85,5
persen dari rencana) dibanding tahun 2012 (87,0 persen dari sasaran tahunan). Selain itu,
tahun 2013 sekali lagi mencatat belanja subsidi BBM melampaui sasaran APBN-P, sebesar
Rp 10 triliun (5 persen lebih besar dibanding asumsi), menjadi Rp 210 triliun. Terdapat pula
kewajiban subsidi BBM sebesar Rp 40 triliun yang tercatat menjelang akhir tahun, namun
belum dibayar, schingga tidak disertakan di dalam realisasi APBN 2013 yang menggunakan
pendekatan kas/tunai. Kewajiban itu akan menambah biaya subsidi BBM secara akumulasi
pada tahun 2013 menjadi Rp 240-250 triliun. Tambahan Rp 40 triliun itu, atau sekitar 20
persen dari anggaran subsidi BBM, tampaknya akan dibayar pada tahun 2014. Angka itu
setara dengan 0,3 persen dari PDB dan akan memberikan tambahan tekanan fiskal kepada
APBN tahun 2014.

Gambar 19: Pertumbuhan pendapatan nominal melambat ~ Gambar 20: ...didorong penurunan yang luas dalam lintas
lebih cepat dibanding pertumbuhan pengeluaran pada tiga sumber pendapatan

tahun terakhir... (pertumbnban nominal yoy, persen)

(pertumbuban nominal yoy, persen, dan persen dari PDB)

H Revenues (LHS, nominal growth yoy, %)

m Income tax O&G ® Income tax N-O&G
m Expenditures (LHS, nominal growth yoy, %) m Sales tax (VAT) Excises
ABudget balance (RHS, % of GDP) It trade taxes ENTR 0&G
50 A 1 0.0 BENTR N-O&G
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41 -0.5
30 F A A 80
20+ _ A 110 60t
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Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia Catatan: NTR adalah penerimaan bukan pajak, O&G adalah migas,
N-O&G adalah non-migas
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia
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Tabel 5: Proyeksi defisit fiskal Bank Dunia untuk tahun 2014 telah direvisi naik karena perlemahan pendapatan dan
peningkatan belanja subsidi

kecuali

(trilinn Rp,

dinyatakan lain)

20 014 014

IEQ IEQ
kuartal 4 2013 kuartal 1 2014

Realisasi awal

A. Pendapatan Negara dan Hibah 1.429 1.667 1.603 1.581
1. Pendapatan Pajak 1.072 1.280 1.245 1.216
2. Pendapatan Bukan Pajak 353 385 353 362
B. Pengeluaran 1.639 1.842 1.819 1.845
1. Pemerintah Pusat, terdiri dari 1.126 1.250 1.234 1.259
Pegawai 221 263 261 261
Barang 168 216 184 184
Modal 172 184 185 185
Subsidi, terdiri dari 355 334 391 416
Subsidi BBM* 210 211 239 267
Subsidi listrik 100 71 100 103
2. Transfer ke Daerah 513 593 585 586
C. Neraca Primer -97 -54 -88 -138
D. Surplus/Defisit -210 -175 -216 -264
sebagai persen dari PDB -2,2 -1,7 -2,1 -2,6
E. Pembiayaan Bersih 230 175 n.a. n.a.
1. Pembiayaan Dalam Negeri 243 196 n.a. n.a.
2. Pembiayaan Luar Negeri -17 -21 n.a. n.a.
Asumsi Ekonomi Utama
Pertumbuhan ekonomi (persen) 5,7 6,0 53 53
IHK (yoy, persen) 8,4 55 6,8 6,2
Kurs tukar (Rp/AS$) 10.542 10.500 11.800 12.000
Harga minyak (AS$/barel) 106 105 103 105
Produksi minyak (ribu barel/hari) 825 870 n.a. n.a.

Catatan: ¥Untuk 2013, tidak termasuk biaya subsidi BBM yang terjadi menjelang akhir tahun yang belum dibayar oleh Pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

Bila tidak ada revisi
APBN, defisit tahun
2014 diproyeksikan
mencapai 2,6 persen
dari PDB

Maret 2014

Dengan menyertakan asumsi-asumsi makro Bank Dunia untuk tahun 2014, tren-tren yang
lalu, serta perkiraan pengaruh larangan ekspor mineral terhadap pendapatan (lihat Bagian
B.1), Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB untuk tahun
2014 (Tabel 5), lebih dari proyeksi defisit sebesar 2,1 persen dari PDB pada IEQ edisi bulan
Desember lalu. Revisi itu terutama disebabkan oleh revisi turun dalam perkiraan pungutan
pajak. Proyeksi pungutan pajak yang lebih rendah memiliki dua alasan: perkiraan
perlambatan pungutan PPN akibat turunnya pertumbuhan impor dan konsumsi rumah
tangga, dan penurunan pungutan pajak pendapatan badan akibat larangan ekspor mineral
(lihat Bagian B.1). Selain penurunan dalam pengumpulan pendapatan, Bank Dunia telah
merevisi naik proyeksi belanja fiskalnya sebesar 1,4 persen, terutama akibat naiknya perkiraan
belanja subsidi energi mengikuti kurs tukar yang berlaku pada kuartal pertama hingga tanggal
7 Maret (lihat Kotak 3 untuk pembahasan lebih lanjut tentang belanja subsidi BBM dan opsi
reformasi).
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Pemerintah telah Gambar 21: Subsidi BBM terus menyebabkan APBN
mengumumkan bahwa sasaran- tertekan oleh harga pasar BBM dalam Rupiah

sasaran yang ditetapkan pada (ribn Rp per liter)

APBN 2014 tampaknya akan — fg[:;ifg[)gap (IDR/liter)

sulit dicapai dan telah . Unsubsidized petrol price (Pertamax 88, IDR/liter)
mengeluarkan asumsi-asumsi = Subsidized petrol price (IDR/liter)

ekonomi makro yang lebih 12

realistis tahun 2014 (Tabel 06).!
Pemerintah tampaknya akan 10
merevisi APBN 2014 8
(kemungkinan pada bulan Mei),
yang kemungkinan akan
menyertakan penurunan sasaran 4
pendapatan, sejalan dengan
kinetja pendapatan 2013 yang

lebih rendah dati perkiraan, dan 0
mengingat bahwa belum ada Feb-06 Feb-08 Feb-10 Feb-12 Feb-14
pengumuman perubahan Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

kebijakan demi meningkatkan pendapatan pada tahun 2014. Selain itu, proyeksi produksi
minyak akan diturunkan dari 870 ke 800-830 ribu barel per hati (barrels per day, bpd), yang
membawa tambahan risiko fiskal, walau risiko ini tampaknya akan sedikit diimbangi oleh
pengaruh dari kurs tukar. Bank Dunia memperkirakan bahwa penurunan produksi minyak
sebesar 10.000 bpd akan menurunkan pendapatan sebesar Rp 3 triliun, sebagian besar
melalui pendapatan bukan pajak (sekitar Rp 2,4 triliun), dengan asumsi semua hal lain tetap
konstan. Dengan betlanjutnya tekanan fiskal yang signifikan dari subsidi BBM, yang
diperkuat dengan depresiasi Rupiah pada paruh kedua tahun 2013 yang memperlebar selisih
antara harga subsidi dan harga pasar (Gambar 21), APBN-P dapat membuka peluang bagi
reformasi subsidi BBM, melanjutkan kenaikan harga tahun lalu. Pemerintah sedang menjajaki
kemungkinan pelaksanaan subsidi BBM tetap per liter.? Salah satu opsi tambahan adalah
menetapkan batas nominal jumlah biaya subsidi, yang akan meningkatkan kemampuan
Pemerintah dalam mengendalikan belanja; Kotak 3 mengkaji opsi-opsi ini. Kenaikan tarif
listrik bagi kelompok industti dan usaha besar lanjutantelah memperoleh persetujuan DPR,
yang tampaknya akan mulai berlaku pada bulan Mei.?

Hingga tanggal 10 Maret 2014, 44,5 persen dari kebutuhan pembiayaan bruto untuk tahun
2014 (Rp 370,4 triliun) telah terpenuhi, terbantu oleh penerbitan sekuritas yang lebih banyak
pada awal tahun, termasuk penerbitan sekuritas senilai 4 juta dolar AS bagi ekonomi
berkembang di Asia pada bulan Januari.

Tabel 6: Pemerintah mengeluarkan asumsi ekonomi makro 2014 yang tidak terlalu optimis
IEQ =)

Revisi prospek dari kuartal 4 kuartal 1
Kemenkeu 2013 2014

Pertumbuhan ekonomi (persen) 6,0 58-6,0 53 53
IHK (yoy, persen) 55 54-57 6,8 6,2
Kurs tukar (Rp/AS$) 10.500 11.500 - 12.000 11.800 12.000
Harga minyak mentah
(AS$/barel) 105 103 - 105 103 105
Produksi minyak (ribu barel/hari) 870 800 - 830 n.a. n.a.

Sumber: Kementerian Keuangan

thttp:/ /www.kemenkeu.go.id/Berita/pemetintah-kaji-kemungkinan-tevisi-apbn-2014
2 http:/ /www.kemenkeu.go.id/en/Betita/ fixed-subsidy-alternative-energy-reform
3 http:/ /www.kemenkeu.go.id/Berita/kenaikan-ttl-hemat-anggaran-subsidi-hingga-rp8-triliun
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Kotak 3: Mengikuti kenaikan harga BBM subsidi pada tahun lalu, reformasi subsidi BBM lanjutan masih dibutuhkan

Tingginya belanja subsidi BBM yang melebihi APBN-P pada tahun 2013 menyoroti kebutuhan akan reformasi lanjutan dan
berkelanjutan untuk menurunkan ketidakpastian anggaran serta membatasi belanja anggaran, selain untuk mengurangi gpportunity
costs belanja dengan sasaran yang buruk dan bersifat distortif tersebut. Walau dengan peningkatan harga bensin dan solar bersubsidi
masing-masing sebesar 44 persen dan 22 persen pada bulan Juni 2013, belanja subsidi BBM kembali melampaui sasaran APBN-P
akibat depresiasi Rupiah yang kemudian terjadi, yang mewakili hampir seperlima dari belanja pemerintah pusat atau 2,2 persen dari
PDB. Pengalaman ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga secara ad-hoc tidak dapat melindungi belanja subsidi BBM dari
volatilitas harga minyak dan kurs tukar Rupiah, serta tidak menjamin penghematan fiskal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, belanja subsidi BBM masih terus membawa risiko yang signifikan terhadap posisi fiskal pada tahun 2014, yang
tetap sangat peka terhadap biaya subsidi BBM dengan kurs tukar dan harga minyak mentah. Proyeksi dasar (base/ine) Bank Dunia
untuk belanja subsidi BBM pada tahun 2014 mengasumsikan rata-rata kurs tukar dolar AS/Rupiah sebesar 12.000 dan hatga
minyak mentah Indonesia sebesar 105 dolar AS per barel. Sehingga, tanpa reformasi, defisit fiskal tahun 2014 diproyeksikan akan
mencapai 2,6 persen dari PDB. Jika tunggakan pembayaran subsidi BBM tahun 2013 akan dibawa ke tahun 2014 tanpa dibawa
petlakuan serupa ke tahun 2015, maka defisit fiskal dapat meningkat hingga 3,0 persen.

Sebagai gambaran, di bawah ini dipaparkan simulasi dua skenario reformasi untuk menelaah potensi dampak terhadap defisit fiskal
dan penghematan yang dapat dialokasikan bagi prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan, seperti infrastruktur dan jaminan
sosial. Dua skenario itu diasumsikan akan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014:

Skenario I: diasumsikan peningkatan nominal Rupiah per liter yang sama seperti pada bulan Juni 2013, sebesar Rp 2.000 per liter
untuk bensin dan Rp 1.000 per liter untuk solar. Bila semua faktor lain diasumsikan sama, kenaikan ini akan menurunkan defisit
fiskal ke 2,1 persen dari PDB, menghasilkan penghematan fiskal sebesar Rp 45 triliun pada tahun 2014, dan Rp 97 triliun pada
tahun 2015. Seperti dibahas sebelumnya, penyesuaian harga satu kali ini masih mengekspos APBN terhadap volatilitas harga energi
internasional dan kurs tukar di kemudian hari.

Skenario II: diasumsikan peningkatan harga bensin dan solar bersubsidi dengan menutup setengah selisih antara harga bersubsidi
yang betlaku sekarang dan harga pasat/keckonomian. Hal ini akan berarti peningkatan harga nominal sebesat 30 petsen untuk
bensin dan 50 persen untuk solar. Pada skenario ini, bila semua faktor lain tetap sama, proyeksi defisit fiskal untuk tahun 2014
adalah 1,9 persen dari PDB dan perkiraan penghematan fiskal mencapai Rp 69 triliun, yang meningkat menjadi Rp 144 triliun pada
tahun 2015.

Tabel 7: Dibutuhkan reformasi subsidi BBM lanjutan untuk meringankan tekanan fiskal

Proyeksi defisit fiskal Perkiraan penghematan
________ (persen dari PDB) fiskal triliunRp)
APBN 2014 1,7 n.a n.a
Dasar (baseline)/tanpa reformasi 2,6 n.a n.a
Skenario I: Meningkatkan harga bensin dan solar bersubsidi 2,1 45,2 97,2

masing-masing sebesar Rp 2.000 dan Rp 1.000 per Juni 2013

Skenario Il: Meningkatkan harga bensin dan solar bersubsidi 1,9 68,8 144,2
sebesar setengah dari selisih antara harga bersubsidi dengan
harga pasar

Selain skenario indikatif di atas, untuk menurunkan besaran dan ketidakpastian subsidi BBM, kebijakan harga bahan bakar alternatif
haruslah sederhana, transparan, dan mudah diperkirakan, sehingga masyarakat pun lebih bisa memahami dan penerapannya menjadi
lebih mudah. Sebagian besar pendekatan telah diterapkan di berbagai negara. Walaupun masing-masing pendekatan itu memiliki
keunggulan maupun kelemahan, terdapat dua opsi realistis yang potensial bagi konteks Indonesia, yang melibatkan pergeseran dari
penyesuaian harga yang cenderung berdasarkan keinginan penentu kebijakan, ke arah penyesuaian harga berdasarkan aturan (rule-
based):

e  Opsi 1: Penggunaan indeks (dengan batasan). Secara berkala menyesuaikan harga menurut aturan yang telah disepakati terlebih
dahulu. Dengan opsi ini, harga-harga dapat bergerak naik maupun turun. Harga-harga dalam negeri ditinjau secara berkala (per
bulan, per kuartal, dst). Aturan yang disepakati tetlebih dahulu digunakan untuk menetapkan harga dalam negeri yang baru
(atau tetap menjaganya), dengan rujukan kepada harga-harga dunia terkini.

e Opsi 2: Batas belanja subsidi kuartalan. Umumkan batas subsidi per kuartal bagi tahun anggaran berikutnya, kemudian
sesuaikan harga pada kuartal-kuartal berikutnya ketika sasaran terlampaui. Langkah ini akan membatasi kerentanan fiskal pada
APBN. Batas kuartalan akan ditentukan berdasarkan pola konsumsi BBM yang diamati dan asumsi harga-harga yang diubah
ke dalam Rupiah. Hal ini akan memungkinkan penyesuaian harga pada kuartal berikutnya berdasarkan jumlah belanja subsidi
kuartal sebelumnya. Dasar pelaksanaannya akan bersifat transparan dan berdasarkan aturan, dengan tujuan mengurangi
pengaruh pertimbangan politis terhadap proses penyesuaian harga.
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7. Dengan berkurangnya risiko-risiko eksternal, reformasi jangka panjang
kembali menjadi prioritas

Tekanan eksternal
telah berkurang untuk
saat ini, namun dapat
meningkat kembali...

...sementara
ketidakpastian tetap
membayangi jalur
penyesuaian ekonomi
makro...

...dengan kerentanan
yang meningkat
cukup besar pada
sektor ekspor

Maret 2014

Proyeksi dasar (baseline) Gambar 22: Kebutuhan pembiayaan eksternal bruto dan
Bank Dunia adalah risiko-risiko likuiditas masih tetap tinggi

berlanjutnya penyesuaian (miliar dolar AS (LHS), persen (RHS))

neraca eksternal Indonesia miliar Short-term debt by remaining maturity Persen
dan penurunan lanjutan AS$ (LHS)

mmmm Current account (C/A) deficit, 4 gtr.

yang relatif kecil pada . 90 - rolling sum (LHS) - 100
pertumbuhan ekonomi. Ratio of C/A deficit plus short-term

I§asus das.ar (base case) ini 70 L debt, to reserves 80
diproyeksikan dengan

asumsi terus tersedianya 50 60
pembiayaan eksternal yang

memadai, sesuai dengan 20 0
kebutuhan pembiayaan

bruto luar negeri Indonesia

yang signifikan, yang timbul 10 § 20

tidak hanya akibat defisit

neraca betjalan (diperkirakan -10 0
mencapaj 24 4 miliar dolar Mar-10 Dec-10 Sep-11 Jun-12 Mar-13 Dec-13

AS pada tahun 2014),

namun iuga pembayaran Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia

kembali utang eksternal

yang cukup besar (dengan utang eksternal yang akan jatuh tempo dalam waktu tidak lebih
dari satu tahun sejumlah 56,7 miliar dolar AS pada bulan Desember, menurut BI) (Gambar
22). Sentimen investor telah meningkat belakangan ini, seperti tampak di atas, namun
volatilitas dalam kondisi pembiayaan eksternal tetap berisiko kembali meningkat, terutama
dengan penyusutan stimulus dari Bank Sentral AS. Selain itu, perkiraan peningkatan
pertumbuhan para mitra dagang Indonesia akan mendukung ekspor, namun masih terdapat
risiko adanya permintaan eksternal yang lebih lemah dari proyeksi, terutama dalam kaitannya
dengan dampak perdagangan dari penyeimbangan kembali ekonomi di Cina. Jalur lintasan
ckonomi di Cina juga dapat berdampak lebih lanjut terhadap harga-harga komoditas, yang
penurunannya akan membawa risiko penurunan eskternal lainnya.

Hingga saat ini, sebagian besar penyesuaian ekonomi makro di Indonesia berasal dari
investasi tetap, sementara konsumsi swasta terus bertumbuh dengan laju yang kuat. Terdapat
risiko bahwa pertumbuhan harga properti dan kredit yang lebih lambat (lihat Bagian 5) dan
lebih tingginya suku bunga riil akan membawa dampak yang lebih buruk terhadap investasi
dari yang diantisipasi, termasuk investasi gedung dan konstruksi (yang sejauh ini tetap
kokoh), serta konsumsi. Depresiasi maupun volatilitas kurs tukar lebih lanjut juga dapat
membebani ekonomi, dengan adanya peningkatan harga dalam negeri dari barang-barang
impor (baik barang investasi maupun konsumsi), biaya Rupiah dari utang dalam valas pada
neraca sektor publik dan swasta, serta melalui beban fiskal dari subsidi BBM (lihat Kotak 3).
Selain risiko-risiko penurunan ini, pengaruh dari pemilu nasional yang akan datang terhadap
konsumsi, melalui belanja yang berkaitan dengan kampanye, dan terhadap investasi, melalui
peningkatan ketidakpastian kebijakan, akan menjadi faktor risiko lain.

Proyeksi kasus dasar (base case) menyertakan peningkatan yang cukup besar dalam neraca
perdagangan Indonesia tahun 2014. Namun, skenario ini memiliki sejumlah risiko, yang
semuanya berkaitan dengan sektor ekspor. Di lain pihak, Bagian 4 menunjukkan bahwa
ekspor non-komoditas belum terpengaruh dengan kurs tukar yang lebih kompetitif, sehingga
dapat memberikan kejutan positif bila tidak terhalang oleh kendala struktural. Faktor yang
merintangi termasuk kebijakan-kebijakan terakhir yang membatasi ekspor mineral,
kepemilikan asing yang membatasi, peningkatan pajak ekspor ,dan pembatasan impor, yang
tampaknya akan menurunkan keuntungan eksportir, dan juga dapat membebani FDI di masa

depan.
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Sementara Indonesia melanjutkan penyesuaian ekonominya ke arah yang mendukung
pengamanan stabilitas ekonomi makro jangka pendek, umumnya didorong oleh kebijakan
moneter dan dibantu oleh kurs tukar yang fleksibel, sejumlah perkembangan kebijakan
perdagangan dan investasi terbaru telah meningkatkan ketidakpastian dan dapat merintangi
investasi, baik dalam maupun luar negeri, dan, karenanya, juga merintangi pembiayaan dan
pertumbuhan. Dengan meningkatnya pengaruh politis menjelang pemilu legislatif pada bulan
April dan pemilihan presiden pada bulan Juli, pengurangan ketidakpastian kebijakan akan
menjadi hal yang sangat penting, dan sedapat mungkin meneruskan upaya berkelanjutan
dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia
(seperti menjadi fokus pada Bagian C). Namun, perkembangan kebijakan dan peraturan
terbaru, termasuk larangan ekspor sebagian mineral (seperti dibahas berikutnya pada Bagian
B.1), serta UU perdagangan dan kepemilikan asing yang baru, dan penundaan pelaksanaan
revisi daftar negatif investasi, membawa pengaruh yang sebaliknya. Hal lain yang juga
mendesak adalah peningkatan reformasi sektor fiskal untuk menjaga stabilitas dan
meningkatkan penggunaan kebijakan fiskal sebagai suatu alat pengelolaan ekonomi makro,
serta mendukung pertumbuhan jangka panjang.
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Larangan ekspor Indonesia dianugerahi kekayaan mineral dan merupakan salah satu dari sepuluh negara
mineral mentah yang dengan cadangan emas, bauksit, timah, nikel, dan tembaga yang terbesar di dunia. Nilai
baru telah menjadi ekspor mineral Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari 3 miliar dolar AS ke 11,2
fokus perhatian pada miliar dolar AS pada periode tahun 2001 dan 2013, didorong oleh tingginya harga
kebijakan sektor komoditas secara historis dan peningkatan produksi (Gambar 23). Bagian ekspor mineral
mineral penting mencapai 6,2 persen dari keseluruhan jumlah ekspor pada tahun 2013, dengan tembaga,
Indonesia, dengan nikel, timah, besi, dan bauksit sebagai kontributor terbesar. Dari segi nilai, sekitar empat
keprihatinan bahwa puluh persen dari jumlah ekspor mineral telah diolah; seluruh ekspor timah telah diolah,
larangan tersebut sedangkan sebagian besar ekspor tembaga, nikel, dan bauksit belum diolah. Pelaksanaan
dalam jangak pendek  scbagian larangan ekspor dan pengenaan pajak ekspor yang baru terhadap ekspor mineral
berdampak pada yang belum diolah telah memicu perdebatan tentang potensi dampak, dan implikasinya
perdagangan dan terhadap keseluruhan sektor pertambangan dan prospek ekonomi yang lebih luas. Bagian ini
penetimaan negara, menelaah dasar pemikiran kebijakan tersebut, perkiraan implikasi perdagangan dan

serta terhadap penerimaan negara untuk jangka pendek dan menengah, serta opsi-opsi bagi pembahasan
ekonomi jangka kebijakan pada masa yang akan datang.

panjangnya
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Gambar 23: Ekspor mineral Indonesia meningkat secara
signifikan pada dekade 2000an
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Gambar 24: Hampir 40 persen ekspor mineral telah diolah
(Bagian jumlah ekspor 2013, persen, dan ekspor mineral diolab dan tidak

(Nilai ekspor mineral dalam dolar AS, indeks, 2001 = 100) diolah, juta dolar AS)
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Sumber: Database WITS, perhitungan staf Bank Dunia

Undang-Undang (UU) tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara mewajibkan
seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya (KK) untuk
meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral melalui pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri dalam waktu lima tahun, yaitu mulai bulan Januari 2014. Lebih dari tiga tahun
setelah UU Pertambangan itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
dalam Permen ESDM No 7/2012 secara gamblang mewajibkan produsen untuk menyusun
rencana ketja peleburan, penyesuaian batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian di
dalam negeri, dan melarang ekspor bijih-bijih mineral dalam waktu tiga bulan sejak
berlakunya peraturan tersebut (pada bulan Mei 2012). Tiga bulan kemudian, Permen ESDM
11/2012 menunda larangan ekspor bulan Mei 2012 tersebut hingga bulan Januati 2014.
Selama masa itu, para produsen diperkenankan untuk melakukan ekspor mineral-mineral
yang tidak diproses, namun pemegang IUP dipungut bea keluar sebesar 20 persen.

Pada tanggal 11 Januari 2014, satu hari sebelum larangan ekspor mulai berlaku, Pemerintah
mengumumkan peraturan baru, Permen ESDM No 1/2014, yang menguatkan larangan
ekspor bijih nikel dan bauksit, namun tetap memperkenankan ekspor konsentrat mineral lain
yang telah diolah, termasuk tembaga, sampai tahun 2017. Namun, dalam perkembangan yang
tidak disangka-sangka, seluruh produsen, termasuk pemegang KK, kini harus membayar bea
keluar untuk ekspor mineral yang tidak dan telah diolah seperti tercantum dalam Peraturan
Menteti Keuangan (Kemenkeu) No 6/2014. Besaran bea keluar itu, yang dimulai dari 20-25
persen dari pendapatan penjualan* pada tahun 2014 dan semakin meningkat menjadi 60
persen pada tahun 2016, dinyatakan oleh Pemerintah sebagai instrumen fiskal untuk
mendorong perusahaan-perusahaan membangun fasilitas peleburan (smelter), dan bukan
sebagai alat pungutan pendapatan® (Tabel 8). Pada analisis skenario di bawah, berdasarkan
analisis #argin laba agregat dari perusahaan-perusahaan pertambangan Indonesia®,
diasumsikan bahwa setelah tingkat pajak mencapai 40 persen, perusahaan-perusahaan akan
berhenti melakukan ekspor mineral-mineral yang tidak diolah karena tidak lagi
menguntungkan.

4 Menafsirkan “% pajak yang berlaku” dalam peraturan Menkeu sebagai persentase pendapatan
penjualan. Sumber: “The Export Ban as Finally Introduced — A Grand Compromise with much
Residual Uncertainty”, Bill Sullivan, Coal Asia, Vol. 39 (23 Januari 2014)

5 Sumber: “Indonesia Defies Freeport on Export Tax”, Jakarta Post, 30 Januari 2014
(http:/ /www.thejakartapost.com/news/2014/01/30/indonesia-defies-freeport-export-tax.html)

6 Sumber: “minelndonesia 2013: 11t Annual Review of Trends in the Indonesian Mining Industry”,
PriceWaterhouseCoopers Indonesia (PwC Indonesia)
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Masih terdapat Penerapan larangan itu mungkin masih dapat berubah dengan adanya tuntutan hukum yang
ketidakpastian tengah dan mungkin terjadi, serta proses negosiasi. Sebagai contoh, Asosiasi Pengusaha
peraturan yang besar Mineral Indonesia (APEMINDO) telah mengajukan tuntutan hukum kepada Mahkamah
sejalan dengan Konstitusi Indonesia tentang pembedaan perlakuan untuk jenis mineral yang berlainan.” Para

tuntutan yang tengah  pemegang KK menyatakan keberatan terhadap bea keluar yang baru, dengan mengatakan
maupun yang mungkin bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas pajak-pajak yang secara jelas tertera dalam

diajukan oleh para kontrak-kontrak mereka, dan telah menyuarakan kemungkinan untuk maju ke lembaga
produsen; sementara arbitrasi internasional.® Debat yang terus berjalan atas keabsahan peraturan dan

itu, ekspor mineral pelaksanaannya telah menunda penerbitan izin ekspor bagi mineral yang tidak dan sudah
telah mengalami diolah, berikut laporan bahwa sejumlah produsen telah menunda ekspor sebagai protes
dampak yang kuat terhadap bea keluar tersebut.” Data perdagangan terakhir menunjukkan bahwa ekspor

mineral (termasuk konsentrat tembaga) sangatlah rendah pada bulan Januari.

Tabel 8: Peraturan yang berlaku menetapkan larangan parsial dengan peningkatan bea keluar terhadap ekspor mineral
tidak diolah yang masih tersisa

Bea keluar pada ekspor tidak diolah sebagai persen pendapatan

Larangan i
Mineral ekspor?idak .= kgél;ircﬁggah?eksmr 2014 pegjoulaslan 2016

diolah? il s2 s1 s2 sl s2
Nikel Ya Tidak ada karena dilarang n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Bauksit Ya Tidak ada karena dilarang n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tembaga  Tidak Ya, untuk IUP dan KK 25 25 35 40 50 60
Bijih besi  Tidak Ya, untuk IUP dan KK 20 25 35 40 50 60
Timbal Tidak Ya, untuk [UP dan KK 20 25 35 40 50 60
Seng Tidak Ya, untuk IUP dan KK 20 25 35 40 50 60

Tidak ada karena semua ekspor timah
Indonesia kini diolah
Sumber: Peraturan Pemerintah Indonesia (Permen ESDM No 1/2014, PermenKeu No 6/2014); ringkasan staf Bank Dunia

Timah n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Dasar pemikiran Dasar pemikiran ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah untuk pelarangan tersebut adalah
kebijakan pelarangan  bahwa larangan itu (dan juga bea keluar yang baru) akan mendorong kapasitas peleburan dan
terletak pada sejumlah  pengolahan dalam negeri, yang akan mengakibatkan peningkatan nilai tambah yang

asumsi utama, signifikan dalam ekspor mineral.l® Peningkatan ekspor mineral bernilai tambah yang lebih
sebagian yang tinggi akan mendorong kenaikan PDB, peningkatan neraca perdagangan, penambahan
mungkin tidak pendapatan negara, dan penciptaan lapangan kerja. Sementara dapat dimengerti bahwa
beralasan kuat tujuan akhir peningkatan pertumbuhan PDB dan penciptaan lapangan ketja jelas merupakan

pusat agenda pembangunan negara manapun, penting untuk disoroti bahwa logika di atas
bertumpu pada sejumlah asumsi utama.

Larangan itu dapat Pertama, larangan itu akan mendorong investasi baru dalam peleburan dan pemurnian.
mendorong beberapa Sejauh mana hal ini akan terjadi akan bergantung pada kelayakan ekonominya dan pangsa
investasi baru dalam Indonesia dalam produksi bijih dunia, yang bervariasi lintas jenis mineral. Untuk tembaga,
peleburan dan timbal, dan seng, penambahan investasi dalam pengolahan tampaknya tidak akan layak secara
pemurnian domestik, ckonomi pada ,masa sckarang, mengingat rendahnya margin akibat kelebihan kapasitas
kecuali nikel, karena peleburan dan pemurnian dunia. Selain itu, para pelaku usaha pengolahan di luar negeri akan

kurangnya kelayakan  lebih tidak terdorong untuk berinvestasi, karena mereka bisa mendapatkan pasokan bijih dari
ekonomi dan kekuatan tempat lain (Indonesia memiliki pangsa kurang dari 2 persen dalam produksi tembaga,
pasar dunia timbal, dan seng dunia pada tahun 2012 dan tidak memiliki cadangan besar untuk

7 “Indonesian Mining Group Challenges Ore Export Ban in Court”, Reuters, 22 Januari 2014
http://uk.reuters.com/article/2014/01/22/indonesia-minerals-court-idUKL3NOKW3]B20140122

8 “More Pain for Miners as Government Demands Surety Bonds”, Jakarta Post, 7 Februari 2014
http:/ /www.thejakartapost.com/news/2014/02/07 /more-pain-miners-govt-demands-surety-
bond.html

9 “Miners hold up exports due to higher duties”, Jakarta Post, 5 Februari 2014.
http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/04/miners-hold-exports-due-higher-duties.html

10 “Exporting Ore = Illegal”, Ministry of Energy and Mineral Resource Press Statement, 25 Februari
2014, http:/ /www.esdm.go.id/news-archives/mineral/48-mineral-en/6730-exporting-ore-illegal.html
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komoditas-komoditas tersebut.!!) Investasi dalam bijih besi dan bauksit tampaknya akan
lebih layak, jika bijih mineral tersebut dapat diperoleh dengan murah, walau pemurnian
bauksit bersifat padat input (terutama dalam hal energi), yang menempatkan Indonesia pada
posisi yang kurang menguntungkan dibanding negara-negara lain seperti Cina. Jika
pembangunan fasilitas peleburan (s#zelter) saja tidak layak, maka akan ada tekanan untuk
pengucuran subsidi pemerintah — para produsen mineral telah mulai meminta dukungan
pembiayaan dari pemerintah untuk membangun peleburan.!?

Peleburan nikel tampaknya akan menjadi yang paling layak, karena Indonesia merupakan
ekportir bijih nikel kedua terbesar di dunia'3, dan pemasok bijih nikel betkualitas rendah
terbesar bagi produsen Nickel Pig Iron (NPI) Cina'4. Larangan terhadap ekspor bijih nikel
dapat mendorong peningkatan investasi peleburan dari produsen NPI Cina di Indonesia
pada jangka pendek, dengan catatan bahwa kebutuhan energi yang cukup besat bagi usaha
peleburan dapat dipenuhi.!> Namun, pada jangka waktu menengah hingga panjang, investasi
peleburan NPI yang baru di Indonesia mungkin akan menjadi terbatas, bila para produsen
NPI Cina mendapatkan sumber bijih nikel berkualitas rendah lainnya, seperti Filipina!¢, dan
pata produsen baja tahan karat Cina menggunakan bahan pengganti NPI

Asumsi utama kedua adalah bahwa peningkatan peleburan dan pemurnian akan
meningkatkan porsi penambahan nilai dalam ekspor mineral. Pada kenyataannya, pengolahan
mineral adalah padat input, terutama energi, sehingga penambahan nilai yang sesungguhnya
jauh lebih kecil dibanding perbedaan harga pasar antara bijih dan mineral yang telah diolah.
Sebagai contoh, proses hilir tembaga terdiri atas tiga langkah: mengkonsentrasikan bijih
tembaga yang ditambang untuk meningkatkan kandungan tembaga dari 3 ke 30 persen;
meleburkan konsentrat ke blister, yang 99 persennya adalah tembaga; memurnikan blister ke
tembaga. Hampir 96 persen dari nilai pasar tembaga berasal dari langkah pertama, yaitu
pengkonsentrasian, dan hal ini telah dilakukan pada situs-situs pertambangan di Indonesia,
sementara hanya 4 persen dari nilai akhir dihasilkan oleh peleburan tembaga.!”

Asumsi ketiga adalah bahwa peningkatan dalam ekspor mineral yang telah diolah akan dapat
mengimbangi penurunan ekspor bijih yang belum diolah (misalnya, akan ada peningkatan
dari naiknya harga bijih yang tidak diolah karena penurunan pasokan dunia dari Indonesia).
Naiknya ekspor bersih, pada gilirannya, akan mendorong kenaikan royalti dan pendapatan
pajak mineral. Namun, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, selain nikel, Indonesia
tidak memiliki kekuatan pasar global untuk mendorong naik harga bijih mineral internasional
dengan menurunkan pasokannya. Selain itu, kebutuhan impor yang cukup besar untuk
membangun dan mengoperasikan fasilitas peleburan dapat mengimbangi kenaikan neraca
perdagangan dari peningkatan ekspor. Kemudian, biaya konstruksi, serta beban depresiasi di
kemudian hari, dari fasilitas peleburan tersebut akan menurunkan laba perusahaan serta,
dengan demikian, pajak penghasilan (yang merupakan dua per tiga dari pendapatan negara
pertambangan). Dampak keseluruhan terhadap pendapatan negara dan perdagangan bersih
dapat menjadi negatif, seperti dibahas di bawah.

11 Survei Geologis Logam dan Mineral AS (2013)

12 Indonesian Government Must Offer Incentives to Build Smelters — PT Indosmelt, Reuters, 4
Februati 2014. http:/ /uk.reuters.com/article/2014/02/04/indonesia-indosmelt-
idUKL3N0L91D920140204

13 Thid.

14 Komentar Macquarie Private Wealth Commodities dengan judul “The Indonesian ore ban —a
summary of common questions and answers”, 14 Januari 2014

15 Sumber: “Opportunities and Challenges in Indonesia’s Mineral Mining Industry”, Presentasi oleh
Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) pada Kementerian Perdagangan (18 Februari
2014)

'® Komentar Riset JP Morgan Global Commodities dengan judul “Nickel: Outlook improving, but it is

not a one-way street” tanggal 7 Maret 2014

17 “The Economic Effects of Indonesia’s Mineral-Processing Requirements for Export” USAID, 2013.
Selanjutnya disebut sebagai laporan Support for Economic Analysis Development in Indonesia
(SEADI)

THE WORLD BANK | BANK DUNIA
23



Investasi yang tak menentu

Akan ada sejumlah
pekerjaan yang lebih
baik, namun
tampaknya peluang
kerja di sektor tersebut
tidak akan meningkat
banyak

Kebijakan de jure yang
ada tampaknya akan
cenderung berdampak
negatif pada jangka
pendek dan menengah
terhadap pendapatan
negara dan neraca
perdagangan
Indonesia

Sebuah model
perdagangan dan
pendapatan yang
sederhana disusun
untuk menganalisis
dampak perdagangan
dan fiskal jangka
pendek

Maret 2014

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Selain itu, walau peningkatan pengolahan dalam negeri dapat menciptakan sejumlah
pekerjaan lebih berkualitas pada sektor tersebut, penambahan jumlah pekerjaan baru
tampaknya akan terbatas, karena pengolahan merupakan kegiatan yang sangat padat modal,
dan bukan padat karya. Penciptaan pekerjaan bersih (pekerjaan pengolahan baru dikurangi
hilangnya pekerjaan produksi mineral) akibat kebijakan ini tidaklah pasti, namun dapat
menjadi negatif. Para produsen mineral telah menyatakan bahwa penurunan dalam ekspor
mineral yang tidak diolah akibat larangan tersebut dapat berdampak pada hilangnya ribuan
pekerjaan.

Bagian ini menampilkan temuan-temuan yang berasal dari analisis Bank Dunia akan dampak
larangan ekspor dan bea keluar mineral mentah selama periode tahun 2014-17. Secara
keseluruhan, Bank Dunia memperkirakan bahwa akan terdapat dampak negatif terhadap
perdagangan bersih sebesar 12,5 miliar dolar AS dan kerugian pendapatan negara sebesar 6,5
miliar dolar AS dari kebijakan yang kini berlaku (pada waktu laporan disusun, secara d jure)
selama periode tersebut. Dampak negatif itu didorong oleh peningkatan impor peralatan
peleburan/pemurnian dan turunnya ekspor mineral mentah, yang lebih besar dibanding
potensi peningkatan ekspor mineral yang telah diolah.

Sebuah model perdagangan dan pendapatan negara yang sederhana digunakan untuk
menganalisis dampak, hingga tahun 2017, dari kebijakan yang berlaku terhadap pendapatan
negara dan neraca perdagangan.!® Model ini mencakup seluruh mineral yang diatur oleh
peraturan, namun, dengan besarnya kapasitas dan kenyataan bahwa ekspor timah sudah 100
persen diolah, hasil pemodelan lebih dipengaruhi oleh tembaga, nikel, bauksit, dan besi. Pada
model tersebut, pertumbuhan dasar (baseline) dalam ekspor mineral yang telah dan belum
diolah berkaitan dengan peningkatan permintaan impor Cina bagi berbagai komoditas
(karena Cina adalah pembeli utama ekspor mineral dari Indonesia) serta perkiraan harga
komoditas oleh kelompok peneliti komoditas global Bank Dunia. Perubahan dalam ekspor
mineral belum dan telah diolah (dan selanjutnya pendapatan), dibanding dengan baseline,
didorong oleh asumsi-asumsi perubahan kapasitas pelebur (smelter) untuk mengolah
tambahan mineral serta dampak pelarangan ekspor dan bea keluar mineral yang belum
diolah. Tabel 9 meringkas alur dampak pada model itu. Dalam hal dampak neraca
pembayaran secara keseluruhan, perlu dicatat bahwa analisis ini tidak menyertakan dampak
terhadap repatriasi laba (melalui garis pendapatan dari saldo neraca berjalan) atau dampak
langsung terhadap aliran investasi asing langsung (FDI), maupun dampak tidak langsung
terhadap aliran modal yang lebih luas. Analisis itu juga tidak menyertakan dampak potensial
terhadap pajak-pajak tidak langsung, seperti PPN, dalam kasus penurunan kegiatan ekonomi
atau pengaruh fiskal tidak langsung lainnya melalui biaya modal. Selain itu, analisis itu
merupakan analisis ekuilibrium parsial dengan penyertaan pengaruh putaran kedua yang
terbatas.

18 Model pendapatan bagi bea dan pajak dan royalti ekspor dikembangkan dari model perdagangan
sebagai pendapatan terdahulu (atau tambahan pendapatan yang diperoleh) secara sederhana adalah
fungsi dati proyeksi perubahan dalam nilai ekspor mineral dikalikan bea ekspot/pajak/tingkat royalt.
Pungutan pajak badan adalah fungsi laba perusahaan, sehingga perubahan dalam pendapatan pajak
penghasilan badan didotong oleh perubahan dalam pendapatan penjualan, biaya produksi, dan beban
depresiasi. Karena tidak adanya informasi yang terperinci tentang neraca perusahaan-perusahaan
utama, maka digunakan perhitungan dengan dasar angka profitabilitas sektor mineral secara agregat.
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Tabel 9: Kedua alur ekspor dan impor dimodelkan, demikian dengan pajak/bea keluar, royalti, dan pajak pendapatan

Perkiraan kontribusi ke

Alur perdagangan

Ekspor mineral tidak diolah
Ekspor mineral telah diolah

Perkiraan dampak pelarangan terhadap jalur

Impor barang modal setengah jadi untuk

membangun dan mengoperasikan fasilitas

pelebur (smelter) tambahan
Alur fiskal

Bea keluar (20 persen pendapatan penjualan)
dari ekspor yang tidak diolah oleh pemegang

IUP

Pajak ekspor (20-25 persen meningkat ke 60
persen pendapatan penjualan) dari ekspor
yang tidak diolah oleh [UP dan KK

Royalti dari ekspor mineral tidak diolah

Royalti dari ekspor mineral yang diolah

Pajak penghasilan badan

perdagangan bersih
Menurun Negatif
Meningkat sejalan kapasitas pengolahan baru. Positif
Meningkat sejalan dengan investasi pelebur baru.  Negatif

Perkiraan dampak pelarangan terhadap jalur PeliEe GriaLel e

pendapatan

Menurun sejalan dengan penurunan ekspor yang

tidak diproses. Negatif

Meningkat (sebagai pajak baru yang mengikuti Zzsczgfhpada Mg LS
larangan); jumlah yang dipungut bergantung pada Negatif’pada tingkat pajak
ekspor yang tidak diolah. tinggi

Menurun sejalan dengan penurunan ekspor yang .

tidak diolah. Negatif

Meningkat sejalan dengan peningkatan ekspor Positif

yang diolah.

Menurun sejalan dengan penurunan laba dan

peningkatan biaya depresiasi yang berkaitan Negatif

dengan peleburan.

Pendorong utama
capaian-capaian
tersebut adalah jumlah
pelebur yang
diasumsikan akan siap
pada periode ini,
kapasitasnya, dan
belanja modal yang
dibutuhkan

Maret 2014

Tambahan kapasitas pengolahan yang diasumsikan akan terdorong oleh larangan ekspor
mineral yang tidak diolah selama periode tahun 2014-17 dari investasi peleburan baru pada
model perdagangan diperlihatkan pada Tabel 10. Jumlah investasi peleburan baru untuk
nikel, bauksit, dan besi tersebut mengacu pada fasilitas-fasilitas yang dianggap layak dan
realistik oleh penelitian dati Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI)!
dan yang telah didanai serta telah atau akan segera mulai dibangun.?’ Penilaian yang
dilakukan baru-baru ini terhadap ESDM menunjukkan bahwa 63 fasilitas peleburan dan
pemurnian baru, termasuk 40 untuk nikel, akan beroperasi pada tahun 2017. Berdasarkan
bukti-bukti yang tersedia, penilaian bahwa fasilitas-fasilitas peleburan tersebut akan mencapai
tahapan produksi pada tahun 2017 tampaknya sangat optimistik, karena adanya tiga faktor:
pertama, sejumlah investasi itu tampaknya tidak akan layak secara ekonomi dari sudut
pandang perusahaan®'; kedua, proyek-proyek peleburan secara rata-rata memiliki waktu
tunggu (lead time) yang panjang, sekitar 3-5 tahun, mengingat adanya proses persetujuan, studi
kelayakan, perizinan lingkungan, dan kemungkinan penundaan akibat pembebasan tanah??;
dan selain itu, agar peleburan dapat beroperasi, mereka akan membutuhkan bahan masukan
(znput) pelengkap seperti ketersediaan tenaga listrik yang mungkin belum tersedia dalam
kerangka waktu tersebut.??

v SEADI (2013)

20 Proyek Weda Bay tahap I, yang dibiayai oleh perusahaan induk dari Prancis, Eramet, adalah suatu
pengecualian. Sementara proyek itu diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2014, Eramet
mengumumkan penundaan tanpa batas tertentu pada keputusan investasi akhir pada bulan Februari
2014, yang meningkatkan risiko bahwa proyek itu mungkin tidak selesai pada tahun 2017. Karenanya
perkiraan yang disajikan dapat terpengaruh dengan risiko penurunan bahwa proyek Weda Bay tidak
memulai produksi pada tahun 2017.

21 SEADI (2013)

22 “Smelter — Land Acquisition and Approval Process”, Presentasi oleh Julian Hill, Deloitte Indonesia
pada Jakarta Foreign Cotrespondents Club, 12 Februari 2014

2 “Opportunities and Challenges in Indonesia’s Mineral Mining Industry”, Presentasi oleh Asosiasi
Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) pada Kementerian Perdagangan, 18 Februari 2014
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Tabel 10: Tidak ada pelebur tembaga baru yang diasumsikan siap beroperasi hingga akhir 2017

daftar investasi peleburan nikel, banksit, dan besi baru yang

didorong oleh kebijakan yang

disertakan di dalam analisis ini,

Capex awal Kapasitas Output bijih '
Tahun EerseEieen PEEh D iliar dol pelebur untuk terproses dari
operasional P (mi |arS Qe bijih mentah pelebur
AS) (juta ton) (juta ton)
Juni 2014 CGA PT Antam Bauksit 1,54 1,1 1,1
Juni 2014 FeNi PT Antam Nikel (FerroNickel) 3,30 3,0 3,0
) Berbagai pelebur besi )
J 2014 B 4,88 5,5 55
unt (termasuk POSCO) est
Jan 2015 Harita Prima Abadi Bauksit 2,80 2,0 2,0
Jan 2016 PT Antam Nikel (Nickel Pig Iron) 0,50 0,9 0,9
Jan 2017 Weda Bay Tahap 1 Nikel 3,30 3,0 3,0

Sumber: SEADI (2013) diperbaharui dengan penilaian staf Bank Dunia tentang keterlambatan yang diperkirakan dalam proyek nikel

Weda Bay tahap I

Dengan adanya
ketidakpastian seputar
pelaksanaan peraturan,
analisis dilakukan
terhadap tiga skenario
kebijakan

Menurut semua
skenario, terdapat
dampak negatif yang
signifikan ke neraca
perdagangan untuk
2014-15, dan
dampaknya akan tetap
negatif hingga 2017
pada skenario
kebijakan yang berlaku
serta skenario
pelarangan
sepenuhnya

Dampak negatif
perdagangan didorong
oleh turunnya ekspor
mineral mentah yang
mengimbangi
peningkatan ekspor
mineral yang diolah...

Maret 2014

Analisis ini memperkirakan dampak dari kebijakan yang berlaku (de jure), dan dua skenario
lainnya, terhadap kasus dasat (base case) tanpa adanya larangan impor mineral mentah dan
tidak ada bea keluar:

e Kebijakan yang Berlaku (Larangan Parsial dengan Bea Keluar): Skenario ini
mencerminkan pelaksanaan peraturan kebijakan yang berlaku sekarang seperti diuraikan
pada Tabel 8.

e Skenario Larangan Ekspor Sepenuhnya: Larangan ini adalah kebijakan asli yang
sebelumnya akan dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2014: larangan atas ekspor
semua mineral yang belum diolah. Skenario ini akan menjelaskan keadaan de facto jika
ekspor mineral signifikan yang tidak diolah, yang hingga kini belum dilarang, akan
dihentikan akibat adanya perdebatan tentang peraturan—seperti yang kini sedang
terjadi. Model ini mengasumsikan bahwa pada tahun 2016 bea keluar akan meningkat
cukup tinggi sehingga perusahaan-perusahaan akan menghentikan ekspor mineral
mentah karena tidak lagi menguntungkan. Oleh karena itu, skenario kebijakan de jure
secara efektif akan menjadi larangan ekspor sepenuhnya mulai 2016 dan selanjutnya.

e Skenario Larangan Parsial, Tanpa Bea Keluar: Ini adalah skenario kebijakan
alternatif: larangan untuk nikel dan bauksit, tidak ada bea keluar untuk mineral-mineral
lain. Dibanding skenario kebijakan de jure, skenario ini memberikan perkiraan pengaruh
matginal dati bea keluar.

Menurut ketiga skenario kebijakan, akan terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap
perdagangan bersih pada tahun 2014-2015 (Gambar 29). Dampak negatif terhadap
perdagangan bersih dibanding skenario dasar (baseline) pada tahun 2014 diperkirakan
mencapai 5,3 miliar dolar AS menurut skenario kebijakan de jure, dan dapat mencapai 7 miliar
dolar AS menurut skenario pelarangan sepenuhnya. Hal ini kemudian dibandingkan dengan
proyeksi defisit neraca berjalan base/ine Bank Dunia sekarang yang mencapai 24,4 miliar dolar
AS atau 2,9 persen dari PDB untuk tahun 2014, yaitu kontribusi yang cukup besar terhadap
kebutuhan belanja luar negeri pada saat pengetatan kondisi belanja luar negeri. Dampak
negatif terhadap perdagangan bersih pada tahun 2015 diperkirakan berkisar antara 1,3 miliar
dolar AS dan 4,1 miliar dolar AS, bergantung pada skenario. Menurut kebijakan de jure dan
skenario pelarangan penuh, dampak terhadap perdagangan bersih tetap negatif hingga tahun
2017, sementara menurut skenario pelarangan parsial tanpa adanya bea keluar, dampak
terhadap perdagangan bersih akan berubah menjadi positif pada tahun 2017.

Dampak negatif terhadap perdagangan bersih sebagian didorong oleh penurunan
pendapatan ekspor, dengan turunnya pendapatan ekspor mineral mentah terkait dengan
larangan tersebut, atau turunnya produksi akibat bea keluar yang mengimbangi pendapatan
dari tambahan ekspor mineral yang diolah hingga tahun 2017 menurut skenario kebijakan
yang berlaku (de jure) dan skenario pelarangan ekspor sepenuhnya (Gambar 25). Dampak
terthadap ekspor hanya berubah menjadi positif pada ketiga skenatio pada tahun 2017 ketika
kapasitas peleburan nikel tambahan dijadwalkan akan siap dengan proyek Weda Bay. Jika
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Weda Bay tidak mulai berproduksi pada tahun itu, maka dampak skenario kebijakan berjalan
atau skenario pelarangan sepenuhnya terhadap ekspor diproyeksikan akan tetap negatif.

... dan biaya impor
yang sangat tinggi
terkait dengan
investasi dan operasi
peleburan yang padat
modal

Di sisi impor, untuk ketiga skenario dipetkirakan bahwa peningkatan impor akan mencapai
3,8 miliar dolar AS pada tahun 2014, dan akan tetap bertahan di atas 2 miliar dolar AS hingga
tahun 2017 (Gambar 27) karena impor barang-barang modal setengah jadi yang digunakan
untuk membangun dan mengoperasikan kapasitas peleburan tambahan untuk nikel, bauksit,
dan besi. Pembangunan dan pengoperasian peleburan sangat padat modal dan berbiaya
tinggi: salah satu usulan peleburan feronikel dengan kapasitas pemrosesan 3 juta ton nikel

(10 persen dari produksi bijih nikel Indonesia saat ini) memiliki biaya modal sebesar 3,3
miliar dolar AS dengan biaya operasi tahunan sebesar 300 juta dolar AS.2*

Gambar 25: Perkiraan menunjukkan dampak negatif yang

skenario...
(perkiraan dampak terbadap perdagangan bersibh, miliar dolar AS)

Gambar 26:...dan juga dampak negatif terhadap pendapatan
signifikan ke neraca perdagangan pada 2014-15 untuk semua negara, yang meningkat sejalan dengan waktu
(perkiraan dampak terbadap pendapatan negara, miliar dolar AS)

10  mDe Jure Policy (Partial Ban + Export Tax)
- mFull Ban Scenario

L Partial Ban No Export Tax Scenario

25

o N B~ O
T

2014

2015 2016 2017

- m De Jure Policy (Partial Ban + Export Tax)
m Full Ban Scenario

Partial Ban No Export Tax Scenario

-1.8-1.8 -1.7
-2.2-2.2

2014 2015 2016 2017

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 27: Dampak negatif ke perdagangan didorong
penurunan ekspor, terutama pada tahun 2014...
(perkiraan dampak pada ekspor, miliar dolar AS)

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 28: ...dan peningkatan impor yang signifikan
hingga 2017 akibat investasi peleburan yang padat modal
(perkiraan dampak ke perdagangan bersib lewat impor, miliar dolar AS)

20 [ mDe Jure Policy (Partial Ban + Export Tax)
m Full Ban Scenario
15 Partial Ban No Export Tax Scenario
10 F
5.1
5 -
16 23 4717
0
05 05, -0.7-0.7
5 3.2
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20
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-10

- mDe Jure Policy (Partial Ban + Export Tax)
m Full Ban Scenario

Partial Ban No Export Tax Scenario

| 2.9 24 -2.6
3.8
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Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia

24 SEADI (2013)
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Dampak negatif ke
ekspor dan biaya
pembangunan
peleburan memberikan
pengaruh negatif yang
signifikan terhadap
pendapatan negara
jangka pendek ke
menengah

Menurut skenario
dimana sebagian
ekspor mineral mentah
dilarang, kebijakan itu
tampaknya akan
menambah tekanan
terhadap neraca fiskal
dan perdagangan
Indonesia...

...opsi kebijakan
lainnya harus
dievaluasi, dengan
menimbang dampak
ekonomi yang lebih
luas, pengaruh putaran
kedua, serta
peningkatan dan
penurunan efisiensi
dan kesejahteraan
secara keseluruhan

Keseluruhan strategi
pengembangan
fasilitas pengolahan
guna meningkatkan
nilai tambah mineral
akan memetik manfaat
dari adanya tinjauan...
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Penurunan ekspor dan biaya pembangunan peleburan mendorong dampak negatif yang
signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Turunnya pendapatan dibanding base/ine pada
tahun 2014 diperkirakan berkisar antara 0,4 miliar dolar AS pada skenario kebijakan yang
berlaku (de jure) dan 1,2 miliar dolar AS pada skenario pelarangan sepenuhnya. Penurunan itu
memberi tambahan tekanan terhadap proyeksi defisit fiskal sekitar 22 miliar dolar AS pada
tahun 2014, yang telah rentan terhadap perlambatan pertumbuhan pendapatan dan
peningkatan belanja subsidi akibat depresiasi Rupiah. Dampak negatif dati seluruh skenario
tersebut semakin meningkat sejalan dengan waktu hingga tahun 2017 (Gambar 25). Dua per
tiga dati perkiraan penurunan pendapatan disebabkan oleh lebih rendahnya pajak
penghasilan badan karena industri membukukan laba negatif sebelum pajak akibat turunnya
pendapatan ekspor serta kenaikan biaya operasi dan beban depresiasi yang berkaitan dengan
usaha peleburan.

Di dalam skenario-skenario yang dipertimbangkan, pelarangan sepenuhnya pada seluruh
ekspor mineral yang belum diolah menghasilkan perkiraan dampak yang paling negatif
terhadap perdagangan bersih dan pendapatan negara pada jangka pendek ke menengah.
Pelarangan sebagian untuk nikel dan bauksit (mineral-mineral yang akan menerima tambahan
kapasitas peleburan) dengan bea keluar terhadap mineral-mineral lain, sesuai kebijakan yang
berlaku, diperkirakan akan berdampak negatif yang lebih rendah dibanding perlarangan
penuh pada awalnya, namun ketika bea keluar telah menjadi penghalang (yang tampaknya
dimulai pada tarif pajak 40 persen ke atas) maka kebijakan yang berlaku akan secara efektif
menjadi pelarangan sepenuhnya. Penghapusan bea keluar akan menurunkan dampak negatif,
namun, bahkan pelarangan parsial tanpa bea keluar pun tampaknya akan berdampak negatif
terhadap pendapatan dan perdagangan bersih, dibanding dengan kasus dasar (base case), pada
jangka pendek dan menengah. Dampak-dampak negatif itu akan timbul ketika masih banyak
investor yang berfokus pada neraca perdagangan Indonesia dan kinerja pendapatan negara
yang telah melemah.

Kenyataan bahwa pelarangan sebagian ekspor, tanpa menyertakan bea keluar, menghasilkan
dampak fiskal dan perdagangan bersih yang paling tidak negatif dari skenario-skenario yang
dipertimbangkan tidak berarti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan publik yang baik.
Kebijakan-kebijakan lain, seperti investasi infrastruktur publik pada energi, mungkin akan
lebih efektif dalam meningkatkan pengolahan domestik dengan biaya efisiensi yang lebih
rendah. Karena kemungkinan dampak negatif larangan itu terhadap pendapatan negara dan
perdagangan akan cukup signifikan, maka patut dilakukan evaluasi terhadap sejumlah opsi
kebijakan yang lebih luas. Evaluasi mendalam terhadap serangkaian opsi kebijakan yang lebih
luas membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan konsultasi dengan seluruh pemangku
kepentingan, termasuk penilaian dampak ekonomi yang lebih luas dan saling berhubungan
(terhadap neraca eksternal yang lebih luas melalui pengaruh kurs tukar dan investasi,
terhadap produksi (outpuf) dan lapangan ketja, serta terhadap pengaruh neraca perusahaan
akibat potensi pembiayaan utang dan profitabilitas); pembedaan antara mineral dan
kelayakan ekonomi pengolahan yang berbeda antar mineral; penyertaan pengaruh putaran
kedua terhadap keputusan investasi dan produksi; serta analisis dampak efisiensi dan
kesejahteraan bersih secara keseluruhan melalui analisis ekuilibrium umum. Walau tidak
tercakup dalam laporan ini, dampak negatif terhadap lingkungan penggalian dan pengolahan
mineral juga patut diperhitungkan.

Analisis lanjutan harus melibatkan suatu tinjauan terhadap keseluruhan strategi peningkatan
pengolahan mineral dalam negeri untuk dapat meningkatkan derajat penambahan nilai
domestik. Strategi-strategi lain untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan secara
umum manfaat bagi masyarakat, dari sektor mineral harus dipertimbangkan. Seperti dibahas
pada Bagian b, strategi pengolahan mineral dalam negeri mungkin tidak akan terlalu berhasil
dalam konteks negara Indonesia.
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...yang mencermati
berbagai pengalaman
internasional yang
menekankan
pentingnya kehati-
hatian

Analisis lebih lanjut
terhadap kebijakan
dan pembangunan
perlu menghindari
semakin besarnya
ketidakpastian
kebijakan pada sektor
ini
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Strategi penggunaan pembatasan ekspor dan pajak ekspor untuk meningkatkan pengolahan
mineral domestik telah dicoba di banyak negara, termasuk Australia dan Afrika Selatan?

(Kotak 4). Namun penelaahan global yang baru-baru ini dilakukan oleh Hausman dkk.
(2007%%) menekankan bahwa secara umum peningkatan pengolahan hilir bagi komoditas-

komoditas primer hanya akan membawa dampak terbatas dalam membantu suatu negara
untuk naik ke kelompok nilai tambah ekspor yang lebih tinggi. Didorong oleh penurunan
biaya transportasi dan kenyataan bahwa pertambangan maupun pengolahan membutuhkan
masukan (inpuf) yang berbeda (dan bisa dibilang industri yang berbeda), pertambangan dan
pengolahan mineral semakin terfragmentasi lintas negara. Selain itu, sejumlah negara telah
berhasil memetik manfaat dari pertambangan komoditas primer tanpa melakukan
penambahan nilai di dalam negeri, seperti ditunjukkan oleh Chili dengan tembaga. Kotak 4

memberikan lebih banyak rincian tentang pengalaman internasional.

Proses kebijakan yang mengarah kepada penetapan perubahan peraturan pada bulan Januari
2014, dan tantangan hukum yang diakibatkannya, telah meningkatkan ketidakpastian
kebijakan pada sektor pertambangan. Hal ini semakin memperlemah iklim investasi
pertambangan Indonesia, yang sebelumnya sudah dipandang sebagai salah satu yang
tetlemah di dunia.?” Dalam jangka waktu yang lebih panjang, hal itu dapat terbukti menjadi
rintangan terbesar dalam meningkatkan nilai tambah domestik, karena akan meningkatkan
persepsi risiko investor saat investasi keseluruhan ekonomi melambat (seperti dibahas pada
Bagian A), dengan latar belakang ketidakpastian kebijakan yang berkaitan dengan pemilu
serta ketatnya pembiayaan dunia dan kondisi kredit dalam negeri. Analisis ekonomi
tambahan yang diusulkan di atas dapat mendukung perkembangan kebijakan masa depan
yang berdasarkan bukti bagi sektor tersebut. Namun, apapun usulan penyesuaian kebijakan
lanjutan yang disampaikan, haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tak ada
peningkatan lebih lanjut terhadap ketidakpastian kebijakan.

%5 “The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials”, OECD (2010).

http://dx.doi.org/10.1787/9789264096448-en

26 “BExamining Beneficiation” Hausman, Klinger and Lawrence (2007), Center for International
Development, Kennedy School of Government, Harvard University

27 Indonesia berada pada peringkat paling bawah di antara 96 negara dan yurisdiksi produsen mineral
utama pada Mining Policy Index, menurut para investor pertambangan global, berdasarkan edisi terakhir
Fraser Institute Global Survey of Mining Investors (2013)
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Kotak 4: Pengalaman internasional dalam mendorong pengolahan hilir mineral

Kebijakan-kebijakan untuk mendorong pengolahan hilir bagi mineral semakin populer secara internasional dan telah mengambil berbagai
bentuk, mulai dari pembatasan ekspor komoditas yang belum diolah pada satu bagian rantai nilai, hingga memberikan subsidi bagi industri
hilir pengolahan dan pemurnian. Sebagai contoh, Afrika Selatan telah menetapkan pengendalian ekspor pada banyak mineral yang tidak
diolah dan menetapkan program-program pembiayaan untuk mendorong penambahan nilai pada industri mineral. Sejumlah negara-negara
lain di Afrika juga mengambil langkah serupa, seperti intan di Botswana, tembaga di Zambia, minyak di Ghana, serta gas alam dan batubara
di Mozambik. Di Australia, insentif pajak dan subsidi energi pernah digunakan untuk mendukung industri hilir untuk baja.

Sementara kebijakan mendorong keterkaitan ke depan (forward linkages) dalam sektor mineral telah menjadi populer, masih terdapat debat
yang cukup sengit akan dampaknya, dengan tidak ditemukannya pengaruh positif dalam upaya mendorong pertambahan nilai dalam ekspor,
seperti yang dikemukakan oleh suatu penelitian empitis lintas negara terbaru. Lintas rangkaian industti yang luas, penurunan biaya
transportasi telah mendorong tren umum menuju fragmentasi global rantai pasokan. Tren ini juga terlihat pada sektor mineral, dengan
hanya sejumlah kecil negara yang mengekspor sekaligus mineral tidak diolah dan produk telah diolah dari mineral yang sama (Gambar 29).
Hausman dkk. (2007) menyelidiki keberhasilan kebijakan pengolahan hilir untuk mineral dalam meningkatkan penambahan nilai untuk
ekspor, dengan menggunakan data perdagangan selama periode tahun 1975-2000 bagi seluruh negara-negara dan data input-output yang
menguraikan keterkaitan rantai pasokan (supply-chain) untuk 241 produk. Hausman dkk menemukan bahwa peningkatan nilai tambah dalam
komoditas primer tidak berkaitan dengan peningkatan porsi nilai tambah pada keranjang ekspor suatu negara pada jangka menengah ke

panjang.

Pertambangan dan pengolahan mineral merupakan industri yang berbeda, dan, dengan demikian, membutuhkan kemampuan yang berbeda
pula; suatu negara dengan sektor pertambangan yang besar belum tentu dapat bergerak secara menguntungkan ke pengolahan hilir.
Penelitian Hausman dkk. menyoroti bahwa pengembangan kemampuan pengolahan mineral di dalam suatu negara secara historis berkaitan
dengan keunggulan komparatif dalam faktor-faktor lainnya (seperti energi) dibanding akses ke bijih mineral mentah. Faktor penentu utama
akan lokasi peleburan atau pemurnian bagi banyak minetal berkisat pada kebutuhan faktor input pelengkap, seperti tenaga listrik berbiaya
rendah, akses ke daratan, pengendalian polusi dan petsyaratan peraturan lainnya, akses ke pembiayaan betbiaya rendah, ekonomi luar negeri
seperti pasar bagi produk sampingan, serta berbagai hal lain, dan bukan hanya akses terhadap mineral yang berdekatan.

Selain itu, terdapat kemungkinan untuk meningkatkan kinerja pertumbuhan dengan memfokuskan kepada pertambangan dan ekspor
mineral yang tidak diolah serta menggunakan pendapatan terkait untuk berinvestasi guna meningkatkan produktivitas, dengan merujuk
kepada pengalaman relevan dari Chili dalam mengelola industti tembaga. Chili adalah negara eksportir tembaga terbesar di dunia, yang
menguasai lebih dari 40 persen jumlah ekspor tembaga dunia pada tahun 2012, serta memiliki cadangan tembaga tetbesar di dunia. Sejak
tahun 1980an, Chili tidak memfokuskan kepada pengolahan tembaga di dalam negeri dan mengekspor sebagian besar tembaganya sebagai
konsentrat ke Cina dan India untuk peleburan lebih lanjut (Gambar 29); saat ini tembaga masih menjadi 50 persen dari ekspor Chili. Chili
telah memfokuskan pada upaya memaksimalkan pendapatan dari ekspor konsentrat tembaga dan menggunakan pendapatan itu untuk
membangun tenaga kerja yang kuat. Selama periode tersebut (1982-2012), yang mana terjadi perubahan politik dan kelembagaan yang
cukup signifikan, pendapatan per kapita Chili meningkat drastis dari 5.000 dolar AS menjadi 16.000 dolar AS (dalam dolar AS riil tahun
2005), sementara tingkat kemiskinan menurun dari di atas 40 persen pada tahun 1990 ke 13 persen pada tahun 2013.

Gambar 29: Penambangan terpusat di Chili, sementara pemurnian dan konsumsi terkonsentrasi di Cina dan India
(produksi tembaga tahun 2013, pemurnian dan Ronsumsi, dalam juta ton metrik)

10 - = Copper Mine Production = Refined Copper Production Copper Consumption
8
6
4
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) . I - .
South East Asia Africa North China and Russiaand Europe Middle East Japan and
America and Pacific America India CIS South
countries Korea

Catatan: Asia Timur dan Pasifik kecuali Cina, Jepang dan Korea Selatan
Sumber: Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia, berdasar data dari Wood
MacKenzie*

Sumber: Lihat OECD (2010) ibid, SEADI (2013), “Fragmentation of Trade in Value Added Over Four Decades.” Johnson dan Noguera
(2012), NBER Working Paper No. 18186., “Examining Beneficiation” Hausman, Klinger and Lawrence (2007), Center for International
Development, Kennedy School of Government, Harvard University, SEADI (2013), US Geological Survey of Metals and Minerals (2013).
Semua angka-angka dari World Development Indicators (WDI) untuk Chili.

Catatan: * Presentasi dibuat oleh Ditjen Mineral dan Batubara pada acara sosialisasi Larangan Ekspor Mineral pada Kementerian
Perdagangan dengan judul “Implementasi UU RI Nomor 4 Tahun 2009 dan Dampaknya Terhadap Kebijakan Hilirisasi Pertambangan
Mineral Dan Batubara” (18 Februari 2014)
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Berbagai risiko bencana dan iklim di Asia Timur dan Pasifik akan terus meningkat seiring
dengan peningkatan populasi di kota-kota di wilayah tersebut. Sebagian besar pertumbuhan
perkotaan akan terjadi di negara-negara berkembang di wilayah ini, terutama di kota-kota
berukuran kecil dan sedang yang paling merasakan dampak dari urbanisasi. Sejak tahun 1980
hingga 2010, Asia mencatat penambahan lebih dari satu miliar jiwa penduduk di kawasan
perkotaannya—Iebih dari gabungan penambahan jumlah penduduk di belahan lain dunia—
dan satu miliar jiwa lagi diperkirakan akan tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2040%.
Dengan memusatkan pada pengalaman Indonesia, Bagian ini menilik tantangan yang
dihadapi dalam membangun ketahanan kawasan perkotaan.

Kota-kota secara tradisional merupakan mesin penggerak pembangunan, yang meleburkan
berbagai usaha, pengetahuan, teknologi, dan peluang tenaga kerja yang demikian beragam.
Namun, banyak pusat-pusat kawasan perkotaan terletak di daerah rawan, yaitu daerah-daerah
yang tetletak di lokasi-lokasi surplus pertanian, seperti lahan gunung berapi yang subur, atau
di daerah patahan lempeng bumi, atau di rute-rute perdagangan dan transportasi utama, yang
sejajar dengan sistem pesisir pantai maupun sungai yang rawanakan banjir, gelombang badai,
dan erosi pantai (Dilley dkk. 2005; lihat juga Hallegatte 2011). Peningkatan konsentrasi
penduduk dan aset-aset di daerah-daerah berbahaya merupakan pendorong utama risiko
bencana dan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan ketahanan di tingkat global,
nasional,maupun daerah.?

Indonesia memimpin pesatnya laju urbanisasi di Asia Timur. Dengan laju urbanisasi yang
diperkirakan mencapai 4,1% antara tahun 2000 dan 2010, Indonesia mencatat laju yang lebih
tingei dibanding dengan negara-negara tetangganya, seperti Cina (3,8%), India (3,1%),dan
Thailand (2,8%). Kenyataan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan
tingkat urbanisasi tertinggi di Asia, dengan 54% populasi tinggal di daerah perkotaan pada
tahun 2010. Berbagai proyeksi urbanisasi menunjukkan bahwa angka itu akan meningkat
menjadi 68% pada tahun 2025. Namun, Indonesia belum mencapai tingkat pengembalian
ekonomi terhadap urbanisasi seperti halnya tingkat yang dinikmati oleh negara-negara lain.
Untuk setiap peningkatan urbanisasi sebesar 1%, Indonesia hanya mencatat peningkatan
pertumbuhan PDB sebesar 2%, sementara negara-negara tetangganya mencatat
pertumbuhan PDB sebesar 6-10% untuk setiap peningkatan urbanisasi sebesar 1%0.3°

Lebih dari 110 juta jiwa di sekitar 60 kota-kota di Indonesia rawan terhadap bencana alam,
termasuk tsunami, gempa bumi, banjir, dan dampak-dampak perubahan iklim. Analisis
terbaru menunjukkan bahwa Indonesia amatlah rawan terhadap dampak pemanasan
iklim.3!Secara khusus, bagian timur dan barat pulau Jawa yang padat dengan penduduk,
daerah pesisir dari hampir seluruh pulau Sumatera, bagian barat dan utara pulau Sulawesi,
dan pulau-pulau di tenggara Papua seluruhnya memiliki petingkat yang tinggi pada peta
bahaya iklim. Berbagai skenario menunjukkan bahwa peningkatan suhu, perubahan pola
curah hujan, dan peningkatan permukaan air laut dapat menyebabkan penggenangan daerah-
daerah pantai yang produktif dan peningkatan frekuensi bencana yang berkaitan dengan
cuaca. Faktor-faktor tersebut akan mengakibatkan dampak yang semakin negatif terhadap
pertanian, pasokan bahan pangan, dan air. Saat ini, diperkirakan bahwa hanya 20% dari
pemerintah daerah yang telah mengalokasikan belanja yang memadai bagi pembangunan
infrastruktur. Sementara itu, beberapa penelitian terakhir menekankan pada pentingnya

28 Asian Development Bank, 2012, “Key Indicators for Asia and the Pacific 2012: Green Urbanization in Asia”, special
chapter, Mandaluyong City, Philippines

Tha, Abhas K. and Zuzana Stanton-Geddes, eds. 2013,“Strong, Safe, and Resilient: A Strategic Policy Guide for Disaster

Risk Management in East Asia and the Pacific” in “Directions in Development”, Washington, DC: World Bank.

30World Bank, 2013,“City Planning Labs: A Concept for Strengthening City Planning Capacity in Indonesia”

31Yusuf, Anshori and H. Francisco, 2009,“Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia. Economy and
Environment Program for Southeast Asia”
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penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan dampak bencana dan perubahan iklim demi
membangun ketahanan di kota-kota berukuran sedang.

Walaupun urbanisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan,
pengelompokan (aglomerasi) bisa juga mendorong terjadinya pemusatan aset-aset fisik yang
dibangun secara cepat, seringkali tanpa disertai perencanaan dan pengendalian pemanfaatan
lahan yang layak. Hal ini tidak hanya menjadi faktor yang mendasari kemacetan di perkotaan,
namun juga meningkatkan paparan penduduk terhadap risiko bahaya di Indonesia. Kota-
kota yang muncul dari transisi perkotaan yang cepat ini akan memimpin pembangunan
Indonesia pada dekade-dekade mendatang. Namun, tanpa investasi yang dirancang secara
strategis, intervensi kebijakan, dan lebih kuatnya kapasitas kelembagaan, buruknya
pengelolaan urbanisasi dapat merintangi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, serta
memaparkan Indonesia terhadap risiko-risiko perubahan iklim dan bencana.

Bank Dunia telah menawarkan kerangka praktis untuk membangun ketahanan perkotaan di
wilayah Asia Timur dan Pasifik. Terdapat tiga pendekatan yang pokok dan sangat relevan
bagi kota-kota di Indonesia.

e  Pertama adalah Perencanaan Pemanfaatan Lahan dan Investasi Infrastruktur berbasis
risiko yang mengenali dan memprioritaskan investasi-investasi guna meningkatkan
ketahanan perkotaan terhadap berbagai perkiraan risiko. Bila telah ditetapkan dan
diterapkan, rencana pemanfaatan lahan dapat mengendalikan pembangunan di berbagai
daerah rawan bencana, mendukung operasi penyelamatan, dan memberikan lokasi yang
aman bagi pusat evakuasi darurat.

e  Kedua adalah Perbaikan Infrastruktur Perkotaan. Pemukiman kumuh seringkali terletak
di daerah rawan bencana. Karakteristik umum dari pemukiman kumuh perkotaan
(terlalu padat, struktur bangunan yang tidak memadai, jalan atau gang yang sempit, tidak
tersedianya layanan dasar) membuat kaum miskin perkotaan lebih rawan terhadap
risiko-risiko bencana. Untuk merumuskan strategi yang tepat guna memperbaiki
pemukiman perkotaan, lokasi-lokasi yang sangat rawan terhadap risiko-risiko tersebut
harus diidentifikasi dan aset-aset yang ada dilokasi itu harus diperbaiki. Di setiap lokasi
yang telah teridentifikasi, satu atau lebih instrumen perbaikan perkotaan yang strategis
dapat diterapkan, misalnya: (i) penerapan peraturan penataanwilayah di daerah-daerah
rawan bencana (seperti kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh suatu bangunan); (ii) penerapan instrumen struktural dan non-
struktural bagi mitigasi dan evakuasi; serta(iii) perbaikan infrastruktur di kawasan kumuh
sesuai dengan rencana tata ruang kota.

e Ketiga adalah Pengelolaan Ekosistem Perkotaan, yang memadukan perencanaan
investasi dengan restorasi ekosistem. Hal ini sangatlah penting untuk menurunkan
risiko-risiko bencana yang dipicu oleh investasi pembangunan. Sejumlah prosedur
pengelolaan ekosistem memiliki relevansi dengan ketahanan perkotaan, termasuk
pengelolaan daerah aliran air (pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan daerah
resapan air, dll.), pengelolaan daerah pesisir, zona penyangga lingkungan, infrastruktur
hijau, dan rancangan lansekap perkotaan.

32World Bank, 2012,“Indonesia - The rise of metropolitan regions: towards inclusive and sustainable regional
development”, Washington, DC, World Bank.
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Namun, kota-kota di Di dalam hirarki perencanaan Gambar 30: Status Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indonesia menghadapi Indonesia, instrumen utama (Februari 2014)

tantangan yang sulit untuk mengelola pembangunan 2%

dalam pelaksanaan adalah Rencana Detil Tata | m On revision
penataan pemanfaatan Ruang (RDTR) yang, yang

lahan bagi ketahanan ~ mana merupakan tanggung

m Recommended by

jawab dari pemerintah Governor

setempat. Menurut UU No.
26/2007 tentang Penataan
Ruang, rencana detil tata ruang
menjadi dasar bagi peraturan
penataan wilayah, termasuk
pengelolaan kegiatan di kawasan
rawan bencana, atau daerah
yang memiliki pertumbuhan
cepat dan kepadatan tinggi.
RDTR dirumuskan
berdasarkan, dan setelah, Sumber: Direktorat Tata Kota, Kementerian Pekerjaan Umum
Rencana Tata Ruang Wilayah (2014)

(RTRW) ditetapkan sebagai sebuah peraturan daerah. Hingga kini, lebih dari 70% kota-kota
di Indonesia telah menetapkan peraturan tentang RTRW (Gambar 30), yang memungkinkan
pengelola kota untuk merumuskan rencana detil tata ruang dan peraturan penataan wilayah
dan mulai membangun ketahanan.

Proceeded for
approval by National
Board (BKPRN)

m Received Subtantive
Approval from MPW

mEnacted as By Law

Rencana terperinci tata  Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8/2013 tentang skala dan tingkat ketelitian peta

kota harus rencana tata ruang, RDTR harus menggunakan peta dasar pada skala sesuai dengan bentang
menggunakan peta kawasan strategis kota, dan luasan tingkat kepentingan objek yang direncanakan. Terkait
dasar pada skala sesuai dengan penataan wilayah rawan, dapat digunakan peta berskala dari 1:5.000 hingga 1:1.000,
dengan bentang yang umumnya tidak tersedia di lembaga-lembaga pemerintahan. Bila data tersebut tidak

kawasan strategis kota tersedia, foto-foto udara dan satelit beresolusi tinggi dapat digunakan dan penggunaan survei
darat partisipatif dapat dipertimbangkan. Hal ini harus didukung oleh prosedur-prosedur
validasi data yang memadai guna memastikan bahwa datageospasial yang dihasilkan dapat
secara sah digunakan sebagai dasar tesmi penataan wilayah.

Kegagalan pemerintah  Penanganan risiko-risiko bencana dan iklim di daerah-daerah rawan bencana dengan

daerah untuk penghuni dan aset-aset yang telah ada merupakan tugas yang mendesak. Kegagalan
mengambil tindakan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan nyata akan menimbulkan kerawanan-
nyata akan kerawanan baru. Masalah yang rumit berkenaan dengan penghuni liar yang bermukim di
menyebabkan tepian sungai-sungai di Jakarta yang rawan banjir merupakan contoh dari tidak adanya
kerawanan baru penataan detil wilayah. Hal ini memaksa pemerintah setempat untuk terus-menerus

menanggung biaya banjir tanpa adanya instrumen yang jelas guna mulai memugar jalur air
dan memperbaiki daerah terdampak di sekitarnya.

Fokus awal harus Karena Indonesia memiliki banyak pusat perkotaan yang tengah berkembang, sangatlah
kepada daerah penting untuk mulai menilik ketahanan perkotaan di lokasi-lokasi dimana intervensi tersebut
perkotaan utama berpotensi untuk membawa dampak yang terbesar.Dengan menggunakan hirarki kota-kota
berukuran sedang di Indonesia, dimulai dari kota berukuran kecil hingga sedang, besar, metropolitan,dan

megapolitan, Indonesia dapat mulai memanfaatkan RTRW sebagai kriteria penentu lokasi
kota yang akan menerapkan intervensi pendukung ketahanan perkotaan. Tabel
11memberikan gambaran luas bahwa sebagian besar kota-kota berukuran sedang dan besar
telah menetapkan RTRW mereka, sehingga siap untuk menerapkan RDTR di daerah-daerah
pembangunan yang diprioritaskan serta koridor-koridor berisiko tinggi.
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Tabel 11: Status rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota per bulan Februari 2014

Tipologi kota menurut

jumlah penduduk

Megapolitan

(lebih dari satu pusat kota)

Metropolitan

(populasi > 1 juta)
Kota besar

(pop 500.000-1 juta)
Kota sedang

(pop 100.000-500.000)
Kota kecil

(pop < 100.000)

Total

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Langkah Legislasi

Jumlah Proses  Rekomenda Mendapatkan Ditetapkan
kota revisi si gubernur Pembahasan persetujuan sebagai perda
BKPRN* substantif dari
Kemen PU

11 - - 1 1 9

8 - - - 1 7

23 - - 1 5 17

44 - - - 10 34

7 - - - 2 5

93 - - 2 19 72

Sumber:Kementerian Pekerjaan Umum, dihimpun oleh staf Bank Dunia.
Catatan: * RTRW beberapa kota yang mencakup zona strategis nasional membutuhkan persetujuan BKPRN

Enam kota telah
terpilih untuk
pelaksanaan

diagnostik risiko cepat

Lima kota telah
menetapkan RTRW
mereka

Diagnostik cepat
memungkinkan
identifikasi risiko
bencana dan iklim
serta prioritas
ketahanan yang
sesuai...
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Bekerjasama dengan berbagai Gambar 31: Pertumbuhan penduduk di enam kota

mitra nasional dan daerah dalam percontohan

pembangunan perkotaan, Yogyakarta m Balikpapan m Denpasar

perbincangan dengan kota besar Makassar = Palembang = Semarang
dan metropolitan tentang profil 1,800,000

risiko bencana dan iklim telah 1,600,000 +

dimulai melalui pelaksanaan 1,400,000

pemetiksaan/diagnostik risiko 1,200,000

cepat. Enam kota, yaitu 1,000,000

Palembang, Balikpapan, Makassar, 800,000

Semarang, Yogyakarta,dan 600,000

Denpasar, telah dipilih. Enam 400,000

kota itu mencatat pertumbuhan 200,000

penduduk (Gambar 31), dan 0

pernah menghadapi berbagai 2007 2008 2009 2010

bencana. Sumber: BPS, dihimpun oleh staf Bank Dunia.

Enam kota tersebut juga telah membawa RTRW mereka ke tingkat selanjutnya. Kecuali
Makassar, lima kota yang lain telah menetapkan RTRW menjadi peraturan daerah, yang
memberikan landasan hukum untuk melanjutkan pelaksanaan RDTR dan proses penataan

wilayah (Tabel 12).

Tabel 12: Status rencana tata ruang wilayah (RTRW) dari kota-kota yang dipelajari

No. Kota Kategori Status RTRW
1 Denpasar Metropolitan telah ditetapkan sebagai Perda
Mendapatkan persetujuan substantif dari Kemen

2 Makassar Metropolitan PU

3 Palembang Metropolitan telah ditetapkan sebagai Perda

4 Yogyakarta Metropolitan telah ditetapkan sebagai Perda

5 Semarang Metropolitan telah ditetapkan sebagai Perda

6 Balikpapan Kota besar telah ditetapkan sebagai Perda

Suatu profil risiko disusun untuk setiap kota di atas dengan menggunakan diagnostik risiko
cepat guna menguraikan struktur tata ruang dan tren pertumbuhan dari kota-kota tersebut,
pola terjadinya bencana, dan daerah-daerah yang paling terdampak, serta seluruh investasi
perkotaan yang ada dan sedang dilaksanakan (Gambar 32). Uraian itu memberikan gambaran
tentang bagaimana kota-kota dapat mempertimbangkan penyertaan komponen ketahanan di
dalam investasi publiknya. Sebagai contoh, Balikpapan adalah kota yang rawan terhadap
banjir daerah pesisir pantai, namun kota itu hendak membangun jalan baru di daerah pesisir.

THE WORLD BANK | BANK DUNIA
34



Investasi yang tak menentu Perkembangan Triwulanan

... dan tema-tema yang
serupa dialami oleh
keenam kota tersebut

RTRW yang ada
menjadi landasan bagi
RDTR yang peka
risiko

Balikpapan
menerapkan sejumlah
upaya pencegahan
banjir

Maret 2014

Perekonomian Indonesia

Investasi tersebut dapat menjadi bagian dari pembangunan kembali wilayah pesisir, dengan
menyertakan fungsi pengelolaan air, seperti kolam retensi multi-fungsi untuk pengendalian
banjir dan pariwisata.

Tema-tema serupa dialami oleh keenam kota tersebut, termasuk masalah kemiskinan
perkotaan dengan penduduk di kawasan kumuh, dan tantangan pengelolaan risiko bencana
yang jamak terjadi di kawasan perkotaan dalam bentuk banjir dan kebakaran. Kecuali
Yogyakarta, kota-kota lain terletak di pesisir pantai dan menghadapi keputusan yang sulit
dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekosistem pantai dalam
lingkungan yang peka tersebut. Diagnostik risiko cepat itu menyoroti berbagai peluang bagi
keenam kota itu dalam menanggapi tantangan tersebut dan mulai memperbaiki ketahanan.

Gambar 32: Contoh profil risiko kota yang sederhana untuk Balikpapan

Sumber:Profil Risiko Kota Balikpapan, Bank Dunia (2013).

Proses perencanaan infrastruktur dan tata ruang yang detil memungkinkan kota-kota untuk
menyertakan langkah-langkah mitigasi risiko ke dalam praktik yang ada. Sebagai contoh,
RTRW yang ada dan telah menyertakan risiko bencana dan iklim, seperti di Balikpapan,
Denpasar,dan Yogyakarta, dapat semakin dikembangkan menjadi RDTR yang peka risiko.

Sesuai dengan RTRW yang kini berlaku, Balikpapan menerapkan sejumlah upaya pencegahan
banjir, termasuk normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase, serta
pembangunan sebuah bendungan kecil. Investasi publik dialokasikan pada kegiatan-kegiatan
pembangunan ketahanan, seperti revitalisasi daerah aliran sungai, konservasi hutan lindung
dan peningkatan sistem drainase, baik di tingkat kota maupun tingkat pemukiman. Selain itu,
Balikpapan juga menerapkan langkah-langkah penetapantata ruang, termasuk pengetatan
pemberian izin pembangunan di daerah rawan longsor. Upaya-upaya tersebut dapat
dikonsolidasikan ke dalam penetapan tata ruang yang peka risiko sebagai dasar perencanaan
investasi dalam infrastruktur, serta rehabilitasi dan perlindungan ruang hijau dan perairan.

THE WORLD BANK | BANK DUNIA
35



Investasi yang tak menentu

Denpasar dapat
menetapkan
pengendalian
pembangunan pada
daerah-daerah rawan
banjir dan tsunami

Yogyakarta
mencantumkan
rencana situs-situs
evakuasi di dalam

RTRW-nya

Kesempatan untuk
membangun
ketahanan muncul
dalam proyek
perkotaan yang besar

Makassar dapat
menyertakan
perbaikan kawasan
kumuh ke dalam
rencananya dan
menerapkan
pembangunan yang
peka perairan

Di Balikpapan, jalan
pantai yang baru dapat
digunakan untuk
memperbaiki kawasan
kumuh

Kota-kota yang
memiliki sungai dan
lahan basah lebih
bergantung kepada
ekosistem dan dapat
melihat restorasi dan
konservasi sebagai
pendekatan
pembangunan

Maret 2014

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Beberapa opsi perencanaan investasi infrastruktur berdasar risiko di Denpasar mencakup
percepatan pelaksanaan mitigasi bencana banjir dan tsunami yang menyeluruh melalui
penetapan pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir dan tsunami. Sebagai contoh,
dengan maraknya pembangunan hotel-hotel baru di daerah Sanur, pemerintah kota dapat
menggunakan izin bangunan dan lokasi sebagai alat untuk mengatur ulang tata letak daerah
pantai guna membuka lebih banyak akses evakuasi ke daerah pantai sebagai bagian dari
kampanye “Denpasar aman bagi wisatawan”.

Yogyakarta, yang pernah mengalami bencana berskala besar dalam bentuk banjir, lahar,
tanah longsor, dan gempa bumi, menyertakan rencana lokasi evakuasi di dalam RTRW-nya.
Lokasi-lokasi tersebut telah diidentifikasi di seluruh penjuru kota, termasuk ruang hijau, alun-
alun kota, dan pusat-pusat olahraga. Aturan perencanaan telah membatasi pembangunan di
sejumlah daerah sekitar sungai, dengan investasi yang cukup besar bagi upaya pencegahan
banjir, lahar, tanah longsor, dan pengendalian infrastruktur. Peningkatan pemukiman liar di
sepanjang tepi sungai juga dapat digunakan sebagai jalan pembuka zona penyangga untuk
memitigasi dampak banjir, serta untuk membangun potensi pariwisata “jalan kampung” yang
dapat membuka peluang bagi penduduk berpenghasilan rendah untuk turut menikmati
manfaat pasar pariwisata kota yang cukup besar di daerah tersebut.

Reklamasi menjadi opsi yang populer bagi pembangunan di kota-kota tepi pantai. Walau
seringkali bersifat ambisius, proyek perkotaan berukuran besar itu membuka peluang bagi
pembangunan ketahanan melalui perbaikan infrastruktur perkotaan, seperti ketika
pembangunan kawasan perkotaan dapat disertakan ke dalam reklamasi lahan, seperti di
Makassar dan Balikpapan.

Makassar memiliki jumlah kawasan kumuh yang cukup besar, sebagian terletak di daerah tepi
sungai atau daerah rawan banjir pasang. Kota itu memiliki rencana yang ambisius untuk
mereklamasi pantai Losari, merevitalisasi anak sungai Tallo,dan mereklamasi sepanjang
daerah delta pantainya. Rencana besar ini dapat mendukung ketahanan dengan menyertakan
perbaikan kawasan kumuh dan menggunakan konsep pembangunan yang peka perairan,
guna memastikan pembangunan sistem sanitasi dan drainase yang memadai serta risiko-
risiko banjir di kawasan pantai maupun tengah kota telah dimitigasi .

Balikpapan memiliki enam desa kumuh yang cukup besar,berbangunan kayu mengapung di
bagian pesisir selatan dan barat. Pemukiman itu memiliki tingkat kerawanan yang tinggi
terhadap bahaya laut, termasuk peningkatan permukaan air laut. Karena kota Balikpapan juga
melaksanakan rencana pembangunan jalan di daerah pesisir, termasuk reklamasi, proyek ini
dapat pula dimanfaatkan sebagai landasan untuk memperbaiki pemukiman kumuh yang
letaknya berdekatan, perbaikan drainase untuk mitigasi banjir, serta revitalisasi sistem retensi
perairan bagi pasokan air dan pengendalian banjir.

Makassar dan Palembang menunjukkan pentingnya membangun ketahanan dengan
peningkatan pengelolaan dan restorasi ekosistem, yang terutama erat kaitannya bagi kota-
kota yang memiliki sungai dan lahan basah di Indonesia. Di Makassar, pengelolaan ekosistem
perkotaan dibutuhkan untuk merevitalisasi hutan bakau, selain untuk melestarikan hutan dan
daerah serapan air di daerah sekitar hulu sungai. Tujuannya adalah mengurangi sedimentasi
di muara sungai, terutama muara sungai Tallo, yang telah meningkat akibat konversi lahan
dan tanah longsor. Pengelolaan ekosistem dapat menawarkan pendekatan mitigasi
penurunan permukaan tanah yang lebih efektif melalui penanaman pohon di daerah-daerah
yang kembali dihijaukan. Langkah ini akan meningkatkan kapasitas cadangan air di kawasan
pesisir guna mencegah masuknya air laut ke daratan. Di Palembang, banjir dari sungai Musi
dan anak-anak sungainya merupakan masalah yang kronis. Pada tahun 2012, kota Palembang
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menetapkan peraturan daerah untuk mengendalikan pembangunan lahan basah. Peraturan
ini menetapkan daerah-daerah konservasi yang ketat dan daerah-daerah yang diperuntukkan
bagi kegiatan pertanian, petikanan, perkebunan, dan pemukiman. Reklamasi akan
memberikan alternatif kolam retensi dan/atau cadangan air untuk menjaga keseimbangan
lingkungan serta memelihara kualitas air dan pencegahan banjir. Langkah-langkah tersebut
dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan ekosistem dalam
pembangunan lahan dan daerah perumahan di sepanjang sungai Musi.

Seiring dengan kesiapan sebagian besar kota-kota di Indonesia untuk memulai proses
rencana detil tata ruang pada 1-2 tahun ke depan, terdapat peluang untuk memanfaatkan
momentum tersebut guna membangun ketahanan perkotaan. Penerapan diagnostik risiko
secara cepat telah terbukti bermanfaat untuk memulai perbincangan berkenaan dengan
risiko-risiko maupun berbagai opsi mitigasi risiko tersebut dengan para pemimpin dan
pemangku kepentingan kota serta untuk mengidentifikasi risiko-risiko iklim dan bencana
yang paling signifikan. Diagnostik itu mengidentifikasi beragam alternatif mitigasi risiko
praktis yang dapat diterapkan oleh kota-kota melalui penyesuaian program-program investasi
perkotaan yang tengah berjalan.

Namun, untuk melaksanakan proses tersebut secara lebih sistematis, data geospasial dengan
skala detil tentang aset-aset kota, pusat-pusat penduduk, bahaya dan kerawanan alami sangat
dibutuhkan guna mendapatkan diagnostik yang akurat. Sistem juga harus diterapkan untuk
memastikan bahwa diagnostik cepat akan lantas diterjemahkan ke dalam persyaratan
penataan ruang resmi di dalam RDTR guna mengendalikan dan mengelola pembangunan
tata ruang, serta proyek-proyek peningkatan dan investasi perkotaan yang utama.
Perencanaan bagi restorasi ekosistem harus disertakan guna mendukung perbaikan
ketahanan perkotaan di kota-kota di Indonesia dan menurunkan paparan terhadap ancaman
bencana dan iklim.
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Sasaran pembangunan Indonesia dalam 20 tahun ke depan cukup ambisius, yaitu berupaya
meningkatkan kesejahteraannya, menghindari diri dari terperangkap di zona negara
berpenghasilan menengah dan membangun ekonomi secara bersama tanpa meninggalkan
siapapun dalam upaya mengejar kertertinggalan dari negara-negara berpenghasilan tinggi.
Untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja
yang tinggi dan berkelanjutan, dan juga meningkatkan pemerataan. Hal yang kemudian
menjadi pertanyaan adalah dapatkah Indonesia mencapainya? Laporan Tinjauan Kebijakan
Pembangunan Bank Dunia yang segera diterbitkan yang berjudul “Indonesia: Menghindari
Perangkap” menampilkan beberapa usulan yang menggaris bawahi bahwa Indonesia
memiliki potensi untuk bangkit dan meraih kesejahteraan dan pemerataan. Namun risiko
“mengambang di tengah” memang nyata. Arah perkembangan yang akan diambil oleh suatu
perekonomian bergantung kepada beberapa hal: (i) pemilihan strategi pertumbuhan yang
membelenggu dan menyalurkan potensi produktivitas ekonomi tersebut; dan (ii)
pengimplementasian kebijakan yang konsisten yang merupakan buah dari reformasi
struktural di beberapa sektor prioritas dalam rangka mendorong pertumbuhan dan
mendistribusikan kesejahteraan secara lebih luas. Dalam hal ini , Indonesia sebenarnya cukup
beruntung karena memiliki pilihan dalam pembiayaan reformasi tersebut tanpa harus
mengganggu prospek fiskal jangka panjangnya. Akan tetapi, kesulitannya tetletak dalam
pelaksanaan reformasi, khususnya dalam memasuki kerangka kerja institutsi yang rumit dan
terdesentralisasi. Dan bagi Indonesia, satu-satunya pilihan yang dilakukan adalah berusaha
sebaik-baiknya, karena pertaruhan yang ada hanyalah melakukan reformasi dengan hasil yang
tinggi atau tidak melakukan reformasi sama sekali dengan harga kegagalan yang besar.
Laporan mendatang “Indonesia: Menghindati Perangkap” merupakan kontribusi Bank
Dunia dalam upaya menjawab debat publik yang sangat penting tentang prioritas kebijakan
pembangunan perekonomian di Indonesia dan tantangannnya. Dan secara singkat, temuan-
temuan utama dalam laporan tersebut akan dipaparkan dalam Bagian C di laporan ini.
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Dekade berikut membawa berbagai risiko dan kesempatan

Didekade yang akan datang, ada empat hal utama, dalam dan luar negri, yang dapat dijadikan
tumpuan harapan bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Keempat hal ini ditenggarai
dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang kuat melalui rangkaian kebijakan yang
baik, atau bisa disebut sebagai “faktor penarik” bagi perekonomian. Faktor-faktor itu adalah
kondisi demografis dan perkembangan urbanisasi yang tengah berlangsung di Indonesia; dan
prospek perkembangan harga komoditas internasional serta pertumbuhan ekonomi di Cina.

Indonesia beruntung memiliki tenaga kerja yang melimpah. Antara tahun 2013 dan 2020,
penduduk dengan usia kerja akan meningkat sebesar 14,8 juta jiwa, mencapai 189 juta dari
174 juta saat ini. Saat ini, 50 persen penduduk berusia kurang dari 30 tahun. Tenaga muda
yang semakin berpendidikan dan memahami teknologi informasi ini merupakan aset yang
dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas secara
keseluruhan. Dengan penempatan kebijakan-kebijakan pemanfaatan tenaga ketja yang tepat,
Indonesia siap untuk memetik manfaat dari bonus demografi yang dimilikinya sebelum
populasi yang ada mulai memasuki usia tua pada tahun 2025-30.

Laju pertumbuhan urbanisasi yang mencapai 4 persen per tahun menjadikan Indonesia
sebagai salah satu negara yang mengalami urbanisasi tercepat di dunia. Pada tahun 2025, 68
persen dari seluruh penduduk Indonesia diperkirakan akan hidup di daerah perkotaan,
menigkat dari 52 persen pada tahun 2012 (menurut proyeksi PBB). Dengan meningkatnya
pendapatan dan daerah-daerah metropolitan besar seperti Jakarta dan Surabaya yang makin
jenuh, maka permintaan akan barang-barang konsumsi berkualitas tinggi, tempat
perbelanjaan dan perumahan akan meningkat secara signifikan pada kota-kota yang lebih
kecil. Menghubungkan kota-kota itu dengan para penghuninya ke daerah-daerah pedesaan,
daerah-daerah metropolitan dan ekonomi global menjadi sangat penting dalam menarik
perusahaan-perusahaan dan mencapai kesejahteraan bersama. Bukti empitis menunjukkan
bahwa urbanisasi mendukung pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia hanya
dengan kehadiran infrastruktur yang memadai (Lewis, 2012).

Gambar 33: Faktor demografi memberikan dorongan: Rasio Gambar 34: ...sementara dorongan dari komoditas, yang

kebergantungan Indonesia tampaknya akan menurun

sampai 2025-30...

(Rontribusi ke pertumbuban PDB nominal yoy, persen)

selama ini menjadi mesin pertumbuhan pendapatan
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(Rontribusi ke pertumbuban PDB nominal growth yoy, persen)
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Pelemahan harga-harga komoditas global sejak tahun 2011 membawa beberapa tantangan
jangka pendek bagi Indonesia sebagaimana yang terlihat dampaknya dalam neraca
perdagangan Indonesia saat ini, pelemahan harga komoditas juga menawarkan kesempatan
dalam peningkatan kualitas dan keragaman investasi di Indonesia. Selama dekade yang lalu,
tingginya harga-harga komoditas mendorong insentif investasi yang lebih besar pada sektor
sumber daya alam dan sektor yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) (misalnya sektor
perumahan) dibanding invetasi di sektor manufaktur dan sektor-sektor yang dapat
diperdagangkan. Porsi manufaktur di dalam keseluruhan investasi kemudian menurun
menjadi 12 persen di tahun 2002-11 dibanding hampir sepetlima pada periode tahun 1990-
96. Kedepannya, rendahnya harga-harga komoditas diharapkan mampu meningkatkan
profitabilitas relatif dan daya tarik dari manufaktur (yang tidak berkaitan dengan komoditas)
dan dapat membantu Indonesia mengembangkan basis industrinya. Harga komoditas turun
selama dua tahun terakhir, melalui dampaknya terhadap neraca berjalan, yang kini
menyebabkan depresiasi dalam kurs tukar efektif riil, yang membantu ekspor manufaktur
dan daya saing. Dengan melakukan reformasi yang mampu mengurangi rintangan para
perusahaan manufaktur dalam berusaha (lihat di bawah), maka lebih lemahnya harga-harga
komoditas diharapkan dapat berbuah menjadi keberkahan yang terselubung.

Peningkatan upah yang sangat cepat yang terjadi di Cina memberikan peluang bagi Indonesia
untuk meraih kembali keunggulan komparatifnya di sektor-sektor ekspor yang padat karya.
Peningkatan upah nominal di Cina yang mencapai rata-rata 15 persen per-tahun sejak tahun
2001 dan diiringi dengan perlambatan pertumbuhan produktivitas pada sektor-sektor
berketerampilan rendah pada beberapa tahun terakhir, telah mengakibatkan peningkatan
biaya tenaga kerja hampir sebesar 70 persen di Cina sejak tahun 2005 (Econonzist Intelligence
Unit, 2012). Sementara itu, apresiasi Yuan yang terus betlangsung, dengan kurs tukar riil
efektif yang telah meningkat sebesar 30 persen sejak tahun 2005, telah mengikis daya saing
Cina dalam memproduksi barang-barang manufaktur. Tekanan-tekanan ini, bersama-sama
dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dikenal sebagai
penyeimbangan pertumbuhan ekonomi (re-balancing) di Cina, tampaknya akan mampu
mendorong para investor untuk memperluas pertimbangannya untuk berinvestsi lebih jauh
ke daerah-daerah pesisir Cina. Di saat yang bersamaan, dinamika tersebut memberikan
peluang kepada negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, untuk menarik lebih banyak
investasi ke industri-industri manufaktur mereka.

Namun demikian, di saat faktor-faktor yang menguntungkan tersebut di atas membutuhkan
reformasi, Indonesia saat ini menghadapi dua risiko dalam pertumbuhannya: risiko
perlambatan pada pertumbuhan jangka panjang dan risiko pertumbuhan yang tidak cukup
inklusif.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan dapat terjadi pada
tingkat pendapatan berapapun (Bulman dkk., 2012). Bukti-bukti terakhir menunjukkan
bahwa frekuensinya lebih tinggi bagi negara-negara berpenghasilan menengah (IMF, 2013).
Sebagai contoh, Brasil meningkat dengan cepat pada tahun 1960an dan 1970an. Lalu sejak
tahun 1981, ketika PDB per kapita-nya mencapai 3.939 dolar AS (sedikit di atas PDB per
kapita Indonesia saat ini), Brasil kemudian mencatatkan perlambatan pertumbuhan relatif
yang berkepanjangan, hingga tahun 2004.3> Pengalaman serupa juga dialami Meksiko yang
mencatat petlambatan pertumbuhan berkepanjangan selama lebih dari 20 tahun setelah
tahun 1981, yaitu ketika PDB per kapita-nya mencapai 6.965 dolar AS. Pengalaman-
pengalaman di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak boleh meremehkan kuatnya kinerja
pertumbuhannya. Sesungguhnya, pertumbuhan yang selama ini terjadi salah satunya
didorong oleh lingkungan eksternal yang sangat mendukung: yaitu lewat ledakan komoditas
yang tetjadi pada periode tahun 2003-11 bersama-sama dengan rendahnya suku bunga global
sejak tahun 2009 yang kondusif bagi pendapatan dunia usaha, pendapatan rumah tangga dan

33 Brasil adalah negara yang kaya akan komoditas seperti Indonesia, yang memetik banyak keuntungan
dari ledakan komoditas pada tahun 2004-11. Faktor eksternal yang menguntungkan ini menjelaskan
sebagian pemulihan pertumbuhan yang kuat di Brasil pada periode tersebut.
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penerimaan pemerintah, serta menjadi pendorong bagi kuatnya peningkatan permintaan
dalam negeri.** Menuju ke depan, Indonesia tidak lagi dapat bergantung kepada stimulus
pertumbuhan apapun dari faktor-faktor yang berasal dari luar negeri. Seperti disinggung di
atas, sejak tahun 2011, harga-harga komoditas telah mencatat pelemahan yang signifikan.
Dengan normalisasi pertumbuhan AS, kebijakan stimulus guantitative easing Bank Sentral
AS—yang selama ini mendorong rendahnya suku bunga dunia— akan dilepas secara
bertahap. Hal ini akan meningkatkan biaya pendanaan dengan implikasi sekunder bagi
investasi. Dengan memudarnya faktor-faktor pendukung yang bersifat ekternal tersebut,
Indonesia akan menghadapi risiko petrlambatan pertumbuhan material yang nyata bila tidak
segera melaksanakan reformasi struktural.

Meskipun Indonesia mampu menghindari perlambatan pertumbuhan yang berkepanjangan,
pertumbuhan yang terjadi mungkin tidak cukup inklusif, yang berarti bahwa manfaat dan
kesempatan tidak tersedia secara merata pada seluruh penduduk. Dari tahun 1999 hingga
2012, tingkat kemiskinan telah berkurang separuhnya dari 24 persen menjadi 12 persen.
Namun pada tahun 2012, sekitar 65 juta jiwa masih hidup di antara garis kemiskinan nasional
dan tingkat 50 persen di atas garis itu. Bersama-sama dengan penduduk miskin, kelompok
tersebut masih sangat rentan menghadapi peningkatan harga bahan pangan, kejutan
kesehatan dan bencana alam. Satu alasan dibalik kerentanan yang terus bercokol ini adalah
bahwa rumah tangga yang paling miskin hanya mencatat peningkatan pendapatan yang lebih
kecil dibanding dengan rumah tangga yang lebih berada. Selama periode tahun 2003-10,
pertumbuhan riil konsumsi per kapita bagi 40 persen rumah tangga paling miskin hanya 1,3
persen per tahun, dibanding 3,5 persen bagi lapis 40 persen rumah tangga berikutnya, dan
5,9 persen bagi 20 persen rumah tangga teratatas (Gambar 35). Selain itu, semakin
meningkatnya ketimpangan konsumsi di Indonesia juga diperlihatkan dengan perbedaan
dalam akses pada kesempatan antar penduduk. Pada tahun 2002, 27 persen ketimpangan
konsumsi seorang anak berasal dari adanya perbedaan gender, status pekerjaan dan gender
kepala rumah tangga-nya, pendidikan orangtuanya, dan daerah dan tempat lahirnya. Pada
tahun 2012, angka ketimpangan ini telah mencapai 37 persen. Karenanya untuk kemajuan
kedepan, pertumbuhan yang merata harus segera didorong dan sama sekali tidak boleh
diremehkan.

Gambar 35: Rumah tangga yang lebih miskin mencatat pertumbuhan konsumsi riil di bawah rata-rata selama 2003-10
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Catatan: Kurva Growth Incidence Curve (GIC) menunjukkan laju pertumbuhan konsumsi tahunan antara dua periode untuk setiap
persentil dalam distribusi. Dengan demikian, GIC menunjukkan bagaimana rata-rata pertumbuhan konsumsi didistribusikan lintas
seluruh distribusi rumah tangga. Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia
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34 Lebih spesifik, peningkatan langsung dalam nilai aset-aset sumber daya (minyak sawit, karet,
batubara, gas dll.), dan juga nilai aset-aset lain yang dibeli dari kekayaan atau penerimaan komoditas
(properti real estat, tanah dan sekuritas), secara signifikan mendorong konsumsi dan investasi untuk
aset-aset tersebut dan menghasilkan efek maultiplier di dalam ekonomi.
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Strategi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang kuat dan inklusif di Indonesia

Menimbang kesempatan-kesempatan dan risiko-risiko yang dibahas di atas, dan cita-cita
Indonesia akan kesejahteraan yang merata, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah
apakah yang akan menjadi strategi pertumbuhan terbaik bagi Indonesia menuju ke depan?
Secara sederhana, suatu negara dapat meningkatkan pendapatan per kapita-nya dengan
menggabungkan antara peningkatan produktivitas tenaga kerjadan peningkatan jumlah
penduduk yang bekerja.?®> Karena jumlah pekerja meningkat sangat lambat sesuai waktu.
Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa 92 persen dari variasi dalam PDB per
kapita lintas negara (mewakili kesejahteraan) dapat dijelaskan dengan melihat variasi dalam
produktivitas tenaga kerja secara agregat (IMF, 2013). Sehingga agar PDB per kapita
Indonesia dapat menyusul ketertinggalan dari negara-negara berpenghasilan tinggi dengan
lebih cepat, maka dorongan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga
kerja sangatlah penting. Strategi pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas juga penting
bagi Indonesia untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan daya saing dunia usahanya.
Sesungguhnya, tekanan politis untuk meningkatkan upah tampaknya tidak akan melemah di
Indonesia. Dalam konteks ini, satu-satunya jalan untuk mengakomodasi peningkatan upah
tanpa mengganggu daya saing adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya.

Bergerak menuju ke sebuah model pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas akan
mengakibatkan pergeseran signifikan bagi Indonesia. Selama beberapa dekade yang lalu,
sebagian besar pertumbuhan telah didorong oleh akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga
ketja dengan kontribusi jumlah faktor produktivitas (TFP) yang terbatas. Van Der Eng
(2008)3¢ menemukan bahwa TFP hanya menjelaskan 33 persen pertumbuhan pada periode
2000-07 dan tidak memiliki andil dalam pertumbuhan sebelum tahun 2000. Hal ini petlu
dibandingkan dengan Cina dan Republik Korea, di mana TFP mereka merupakan
pendorong dari lebih dati 50 persen pertumbuhan pada periode tersebut. Tingkat
produktivitas agregat Indonesia—ryang diukur oleh rata-rata nilai tambah per peketrja—ijuga
tidak tinggi menurut standar regional. Sebagai contoh, rata-rata produktivitas setiap pekerja
di Malaysia hampir mencapai lima kali lipat dibanding Indonesia. Rata-rata produktivitas
tenaga kerja di Indonesia juga lebih rendah dibanding Thailand, Filipina dan Cina. Perbedaan
produktivitas ini mencerminkan struktur ekonomi yang ada. Di Indonesia, lebih dari 50
persen pekerja berada pada dua sektor berproduktivitas rendah, yaitu pertanian dan jasa-jasa
lapis bawah (seperti perdagangan ritel, hotel dan restoran) yang sangat membebani
produktivitas secara rata-rata.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja agregat memiliki dua sumber. Pertama,
pertumbuhan produktivitas di dalam masing — masing sektor perekonomian, misalnya
peningkatan hasil panen pada pertanian terjadi berkat penggunaan benih dengan hasil panen
yang lebih tinggi. Jenis pertumbuhan produktivitas sektoral ini umumnya timbul dari
penggunaan modal yang lebih besar oleh pekerja (mesin dan peralatan yang lebih modern),
peningkatan kualitas tenaga ketja (pekerja dengan pelatihan yang lebih baik), penggunaan
teknologi baru, dan persaingan di dalam sektor-sektor yang mendorong lebih banyaknya
jumlah perusahaan yang efisien. Kedua, pertumbuhan produktivitas secara agregat dapat
dicapai dengan adanya pergerakan tenaga ketja (dan modal atau faktor-faktor produksi
(inpud)) dari sektor dengan produktivitas yang rendah ke yang lebih tinggi (“pengaruh
transformasi struktural”, McMillan dan Rodrik, 2011). Sebagai contoh, ketika para pekerja
meninggalkan bidang pertanian untuk bekerja pada sektor dengan produktivitas yang lebih
tinggi (contoh: sebagai akibat dari investasi pada pertanian yang meningkatkan hasil panen),
produktivitas agregat ekonomi itu meningkat. Kebijakan-kebijakan yang umumnya

- .. . . . PDB PDB Pekerja
35 Dekomposisi PDB per kapitanya adalah sebagai berikut: - = - 2
populasi pekerja populasi
DB dalah produktivas tenaga kerja agregat dan —e% 4 dalah bagi ulasi yang bekerj
pekerja 2dala produktivas tenaga kerja agregat dan opulasi 2dalah bagian populasi yang beketja.

36 Van der Eng, Pierre, 2008, “Capital Formation and Capital Stock in Indonesia, 1950-2007” Working
Papers in Trade and Development No.24. Canberra: School of Economics, ANU College of Business
and Economics, Australian National University
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memfasilitasi pergerakan itu tak lain merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat
meningkatkan infrastruktur transportasi dan fleksibilitas di pasar tenaga kerja.

Kabar baiknya adalah Tabel 13: Perbedaan produktivitas tenaga ketja lintas sektor
Indonesia memiliki ruang ~ cukup signifikan

yang Cukup besar untuk Cbmdu{éﬂw‘tw sektor tenaga kerja dibanding produktivitas tenaga kerja di bidang
mendorong pertanian)

produktivitasnya melalui

Sektor 2000-03  2005-08  2009-12

transformasi struktural Pertanian 1,0 1,0 1,0
yang lebih cepat. Tabel 13 Jasa tingkat rendah 2,4 25 2,2
Industri manufaktur 57 5,8 50

menunjukkan jarak antara 3
Transportasi dan

tingkat pr(?dul.mwtas komunikasi 2,8 3,5 55

tenaga.ker(]ia di Sekt_Of . Jasa keuangan 21,5 20,5 14,6
ertanian dengan tingkat

p n denga g Pertamb_angan dan 468 26,7 18,0

produktivitas di sektor- penggalian

sektor ekonomi lainnya Sumber: BPS and perhitungan staf Bank Dunia.

yang diukur melalui rasio dari produktivitas sektoral terhadap pertanian. Memindahkan
seorang pekerja dari pertanian ke jasa lapis-bawah (perdagangan ritel dan kulakan dan
personal, jasa sosial dan konstruksi) secara rata-rata mencatat peningkatan produktivitas
sebesar dua kali lipat. Pergerakan ini umumnya terjadi selama dekade yang lalu dan telah
menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan. Tujuh belas dari 20 juta peketjaan yang
tercipta pada tahun 2001-11 berada pada sektor jasa-jasa, sebagian besar pada jasa lapis-
bawah. Tahap berikut dari transformasi struktural Indonesia harus bertujuan untuk
meningkatkan pergerakan tenaga kerja dan penciptaan pekerjaan dalam pertumbuhan
produktivitas sektor manufaktur dan jasa-jasa lapis-atas.>” Walau pertumbuhan produktivitas
manufaktur mengalami penurunan tajam pada dekade yang lalu, rata-rata produktivitas
pekerja pada industri manufaktur secara konsisten lima kali lebih besar dibanding
produktivitas pada pertanian.®® Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja pada
manufaktur dan jasa-jasa tingkat tinggi merupakan resep utama dalam meningkatkan
produktivitas dan menurunkan kerentanan di Indonesia.

Prioritas kebijakan untuk mendukung pertumbuhan produktivitas: pertama,
infrastruktur

Laporan “Indonesia: Menghindati Perangkap” mengidentifikasikan tiga bidang prioritas
untuk memacu pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas: (i) menutup celah
infrastruktur; (ii) menutup celah keahlian, dan (iii) meningkatkan fungsi produk, pasar modal
dan tenaga kerja. Ketiga prioritas itu telah ada dan diketahui sejak lama, namun kemajuan
penanganannya tidak tersebar merataselama ini. Pengambilan kebijakan yang terlalu
terdesentralisasi sejak awal tahun 2000an telah memperumit dan mempetlambat
penerapannya, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan fungsi pasar tenaga kerja
(seperti penetapan upah minimum). Namun demikian terdapat sejumlah kecil kebijakan yang
dapat membawa pengaruh besar pada masing-masing bidang yang diprioritaskan tersebut.

37 Namun persyaratan keterampilan untuk dapat masuk ke sektor jasa yang tinggi juga lebih tinggi,
menunjukkan bahwa kesempatan untuk penciptaan pekerjaan dalam manufaktur sesungguhnya jauh
lebih besar dengan rata-rata tingkat keterampilan yang ada pada angkatan kerja.

38 Pada dekade yang lalu, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada pertanian mencatat peningkatan
(didorong oleh karet, minyak sawit, kopi dan the) sementara pertumbuhan pada manufaktur turun
hampir mencapai nol. Penurunan paling tajam dalam pertumbuhan produktivitas tenaga ketja terjadi
pada bidang pertambangan dan penggalian.
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Peningkatan kualitas belanja publik akan menjadi sangat penting bagi pembangunan
infrastruktur dan penyampaian layanan infrastruktur di Indonesia.? Jumlah investasi
infrastruktur—ryaitu investasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan sektor
swasta—secara konsisten hanya mencapai 3 persen hingga 4 persen dari PDB selama dekade
yang lalu (Gambar 306). Investasi itu jauh di bawah rata-rata di atas 7 persen dari PDB
sebelum krisis keuangan Asia tahun 1997, dan masing-masing sebesar 10 persen dan 7,5
persen yang tercatat untuk Cina dan India. Peningkatan belanja infrastruktur, baik untuk
investasi baru dan juga yang penting untuk operasi dan pemeliharaan, bergantung pada
peningkatan kualitas belanja publik pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah.

Pada tingkat pemerintah pusat, pengeluaran yang besar untuk subsidi BBM (2,6 persen dari
PDB dan 21 persen dari anggaran pemerintah pusat setelah transfer ke daerah dan
pembayaran bunga) hampir mencapai dua kali lipat pengeluaran untuk infrastruktur, yang
hanya mencapai 1 persen dari PDB. Peningkatan kualitas belanja dapat sangat terbantu
dengan reformasi subsidi BBM. Peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur sebesar
lebih dari dua kali lipat (dari 2,5 persen dari PDB) dapat berasal dati penurunan subsidi
energi. Alokasi ulang apapun seperti itu harus dilengkapi dengan peningkatan lanjutan dalam
bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan kapasitas
penyerapan dan menjamin kualitas manajemen dan implementasi investasi infrastruktur.

Pemerintah daerah mencatat belanja yang lebih besar dari pemerintah pusat (1,5 persen dari
PDB dibanding 1 persen dari PDB). Namun belanja pemerintah daerah dapat mencatat
belanja yang jauh lebih besar lagi untuk meningkatkan infrastruktur jalan-jalan, air dan
sanitasi dan kesehatan (baik investasi baru maupun pemeliharaan) jika anggaran mereka tidak
terikat oleh pengeluaran yang berlebihan bagi pegawai dan bila mereka dapat mengumpulkan
lebih banyak penerimaan oleh mereka sendiri. Lebih dari 40 persen belanja pemerintah
daerah dihabiskan untuk pegawai. Sementara, sekitar 90 persen dari anggaran mereka berasal
dari pemerintah pusat (transfer fiskal). Peningkatan sistem transfer fiskal untuk memberi
insentif kepada pengalokasian ulang belanja yang lebih besar kepada infrastruktur
membutuhkan pergeseran cara ke suatu bentuk tranfer yang berdasarkan kinerja dan
meningkatkan bagian transfer yang terikat kepada belanja pada sektor-sektor atau bidang-
bidang yang menjadi prioritas nasional.** Bagi kotamadya yang memenuhi kriteria kehati-
hatian fiskal dan risiko fidusia, sarana pembiayaan alternatif dapat didorong, seperti KPS,
obligasi kotamadya dan pembiayaan perantara.

Untuk meningkatkan efektivitas peningkatan belanja dalam menyusutkan celah infrastruktur,
reformasi-reformasi pelengkap berikut akan diperlukan: (i) koordinasi yang kuat di dalam
pemerintah pusat dan antar tingkatan pemerintahan; (i) reformasi proses perusahaan fasilitas
publik (seperti listrik, air dan gas) pemerintah dan BUMN dalam meningkatkan pemilihan
dan perencanaan proyek; (iif) implementasi yang efektif dari UU pertanahan yang baru; dan
(iv) kemitraan yang kuat dengan investor swasta dalam dan luar negeri untuk menjembatani
celah pembiayaan.

39 Pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang dana. Pembebasan tanah, koordinasi antara
tingkatan pemerintahan yang berbeda dan proses pemilihan proyek masing-masing merupakan
kendala yang sama pentingnya. Pemerintah telah menyadari hal ini dan sedang berusaha menangani
setiap masalah itu. Sebagai contoh suatu RUU pertanahan yang baru sedang dibahas di DPR. RUU
pertanahan ini diperkirakan akan memfasilitasi akses kepada tanah untuk kepentingan umum.

40 Transfer fiskal kepada pemerintah daerah didominasi oleh komponen “dana alokasi umum” (DAU)
dibanding transfer untuk alokasi khusus. DAU tidak terikat, sehingga memfasilitasi pengeluaran
pegawai yang terlalu besar di daerah, yang menyisakan hanya sedikit ruang bagi transfer yang dapat
terikat pada jajaran pemberi layanan di gugus depan. Pada tahun 2012, bagian DAU hampir mencapai
60 persen dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus (DAK)
kepada daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tersebut
sesuai dengan prioritas nasional hanya mencapai 6 persen dari transfer-transfer tersebut dan terlalu
terpecah (mencakup terlalu banyak sektor).
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Hasil yang didapat dari pertumbuhan yang berasal dari peningkatan investasi di infrastruktur
sangatlah besar. Karenanya, lemahnya investasi infrastruktur telah menjadi beban yang besar
terthadap pertumbuhan Indonesia selama satu dakade ke belakang.#! Konsekuensi dari
lemahnya pertumbuhan modal untuk sektor infrastruktur relatif terhadap laju pertumbuhan
ekonomi dan laju pertumbuhan urbanisasi telah mengakibatkan terjadinya celah kapasitas
yang cukup serius. Hal ini juga telah berkontribusi bagi munculnya masalah kemacetan dan
buruknya kinetja logistik yang menjadi kendala pertumbuhan produktivitas. Penelitian pada
beberapa perusahaan manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa permasalahan yang
berkaitan dengan transportasi masuk di dalam kendala usaha yang terburuk bagi perusahaan
manufaktur perkotaan. Hal yang sama juga telah menyebabkan para produsen di pedesaan
tidak mampu bersaing dengan produk impor di daerah-daerah perkotaan. Maka dalam hal ini
semakin jelas bahwa pembangunan infrastruktur sebagai penghubung dapat membantu
mendorong terjadinya aglomerasi ekonomi di daerah-daerah perkotaan dan mendukung
realisasi potensi pertumbuhan dan produktivitas di sektor pertanian, industri pedesaan non-
pertanian dan sektor manufaktur perkotaan. Selain itu, karena seperempat penduduk
perkotaan dan lebih dari setengah penduduk pedesaan memiliki akses yang buruk ke layanan
transportasi, peningkatan infrastruktur merupakan kunci utama dalam meningkatkan
ckonomi dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan di Indonesia.

Prioritas kebijakan untuk mendukung pertumbuhan produktivitas: kedua, keahlian

Meningkatkan kualitas pendidikan dan fungsi pusat-pusat pelatihan menjadi sangat penting
dalam rangka menutup celah keahlian di Indonesia. Saat ini, dua per tiga perusahaan
mengakui mengalami kesulitan dalam menemukan pegawai yang tepat untuk posisi-posisi
managerial dan profesional (perusahaan mengaku berada dalam taraf “sulit” atau “sangat
sulit”); dan hampir 70 persen pemilik perusahaan dalam bidang manufaktur mengeluhkan
bahwa “sangat sulit” untuk mengisi posisi-posisi tingkat profesional yang terampil (insinyur).
Kesulitan ini kemudian diistilahkan sebagai masalah ketidaksesuaian dalam ketenaga-kerjaan.
Terdapat dua jenis ketidaksesuaian. Sejumlah sektor melaporkan tidak cukupnya lulusan
pendidikan sebagai alasan (sebagai contoh, dalam tekstil), sementara sektor-sektor lain
mengeluhkan akan keahlian lulusan yang ada (sebagai contoh, dalam bidang karet dan
plastik). Sementara itu, adanya keluhan mengenai lebih sedikitnya tawaran pelatihan kepada
pegawai dari perusahaan-perusahaan di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain di
wilayah yang sama. Sebagian besar lembaga pelatihan terkonsentrasi pada bidang-bidang
dengan nilai tambah yang rendah (seperti keterampilan salon kecantikan dan spa dan
keterampilan dasar-dasar komputer). Akhirnya, dalam kemampuan akademis dasar, taraf
Indonesia tidaklah menggembirakan baik dibandingkan dengan negara-negara
berpenghasilan rendah lainnya dan negara-negara tetangganya di Asia Timur, terutama dalam
penilaian kemampuan pelajar internasional seperti PISA. Sebagai contoh, pelajar usia 15
tahun di Indonesia memiliki tingkat pengetahuan yang jauh di bawah rekan-rekannya dari
Vietnam, walau Indonesia memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi.

41 Jika persediaan modal infrastruktur riil Indonesia meningkat sebesar 5 persen per tahun pada 2001-
11 dibanding laju pertumbuhan aktuil sebesar 3 persen, diperkirakan bahwa pertumbuhan riil PDB
tahunan akan lebih besar sebanyak 0.5 poin persentase. Lihat Triwulanan edisi bulan Oktober 2013
untuk rincian lebih lanjut.
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Kebijakan publik sejauh ini memfokuskan kepada akses terhadap pendidikan dan
pendaftaran murid. Berkat komitmen pemerintah Indonesia yang kuat, Indonesia tampaknya
akan menjadi salah satu negara dengan jumlah murid berpendidikan tinggi terbesar di dunia
di kemudian hari.*? Selama lima tahun terakhir, angkatan kerja dengan tingkat pendidikan
tersier dan sekunder telah meningkat masing-masing lebih dari 1 juta jiwa dan lebih dari 2
juta per tahun. Jika tren-tren terakhir dalam pendaftaran murid terus berlanjut, jumlah
penduduk Indonesia dengan pendidikan tinggi dapat meningkat lebih dati dua kali lipat pada
dekade yang akan datang.®®

Karenanya, fokus ke depan adalah pada pembekalan lulusan pendidikan dan pekerja dengan
keterampilan teknis yang tepat dan perilaku yang dibutuhkan oleh perusahaan (baik itu dari
sisi kedisiplinan, keandalan, ketjasama dan kepemimpinan) untuk mendukung/
memungkinkan investasi yang besar dalam sektor-sektor utama seperti manufaktur. Hal ini
membutuhkan strategi reformasi di tiga hal. Pertama, meningkatkan kualitas pendidikan
dasar dalam rangka membangun dasar keterampilan kognitif yang lebih kuat yang
dibutuhkan untuk mendapatkan keterampilan dengan tingkat yang lebih tinggi yang
dibutuhkan angkatan kerja. Satu langkah penting yang dapat mendukung hal ini adalah
dengan penguatan sistem penjaminan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan untuk
memastikan bahwa penilaian kualitas memperoleh tindak lanjut dan lembaga-lembaga
pendidikan mendapat insentif untuk melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan.

Namun bahkan apabila sistem pendidikan dapat disempurnakan secara seketika, para lulusan
awal baru akan masuk ke angkatan kerja 10-20 tahun lagi. Sehingga sangatlah penting untuk
menemukan solusi jangka pendek dan menengah bagi kendala keahlian yang ada: dengan
demikian hal kedua dan ketiga dari strategi ini adalah meningkatkan relevansi mereka yang
akan masuk ke pasar tenaga ketja (pendidikan kejuruan dan teknis, dan pendidikan tersier)
dan meningkatkan keterampilan dari angkatan kerja yang ada (reformasi sistem pelatihan).
Meningkatkan relevansi pendidikan tersier dan kejuruan membutuhkan (i) keterbukaan
informasi yang lebih besar kepada murid dan lulusan tentang kesempatan pada pasar tenaga
ketja, dan (ii) memperbaiki sistem yang ada agar lebih resposif pada kebutuhan pasar. Sistem
pelatihan di sisi lain akan menunjang perekonomian dengan lebih baik bila lebih banyak
dibentuknya lembaga-lembaga pelatihan yang menawarkan materi pelatihan yang lebih
relevan dan keterampilan yang spesifik pada sektor-sektor strategis dengan nilai tambah yang
lebih tinggi (seperti tekstil, produk makanan dan cabang-cabang manufaktur utama lainnya).

Pertumbuhan yang berasal dati perkembangan tingkat keterampilan / keahlian menawarkan
hasil pertumbuhan yang besar, walau sulit untuk dikuantisir. Karena lebih dari 60 persen
perusahaan-perusahaan di Indonesia melaporkan bahwa keterampilan adalah suatu kendala.
Maka mengurangi kendala yang ada akan sangat membantu perusahaan-perusahaan dalam
mengembangkan dirinya dan meningkatkan daya saingnya. Hal ini dapat meningkatkan
pertumbuhan dan produktivitas agregat melalui pertumbuhan produktivitas sektoral
(misalnya bila para peketja di manufaktur memperoleh lebih banyak keterampilan) dan/atau
pergerakan tenaga kerja dari jasa level bawah ke sektor manufaktur (lihat di atas).
Pengembangan keahlian juga akan membantu Indonesia untuk memanfaatkan berbagai
kesempatan yang muncul dari semakin tingginya kemampuan permintaan dari kelas
menengah dan juga dalam upaya untuk berkompetisi dari persaingan mitra-mitra Indonesia
di ASEAN. Tanpa keterampilan yang tepat di antara mereka yang masuk ke angkatan kerja,
produk impor dapat selalu menjadi lebih kompetitif dibanding dengan produksi dalam negeri
dalam hal pemenuhan permintaan akan produk-produk dan layanan yang berkualitas lebih
tinggi yang dilakukan oleh kelas menengah Indonesia yang saat ini jumlahnya terus
meningkat.

42 Komitmen ini tercantum dalam mandat UUD bahwa 20 persen APBN harus dialokasikan untuk
pendidikan.

43 Sasaran Pemerintah adalah memberikan akses universal kepada pendidikan menengah atas melalui
wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan pendaftaran murid ke pendidikan yang lebih tinggi sebanyak
dua kali lipat pada tahun 2020. Bagian individu dengan pendidikan tersier pada angkatan ketja
mencapai 8 persen pada tahun 2012.
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Gambar 37: Indonesia menghadapi tantangan dalam
meningkatkan keahlian di dalam angkatan kerjanya
(komposisi pendidikan angkatan kerja, persen)

(belanja infrastruktur sebagai bagian dari PDB, persen)
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Prioritas kebijakan untuk mendukung pertumbuhan produktivitas: ketiga, pasar

Mendorong investasi dan aliran talenta dalam manufaktur dan sektor-sektor dengan
produktivitas yang tinggi lain di Indonesia—yang sangat penting bagi transformasi strategi
yang cepat—membutuhkan peningkatan fungsi pasar produk, tenaga kerja, modal dan
tanah.** Walau Indonesia menerapkan reformasi untuk mendukung investasi dan perizinan
pada sejumlah sektor, peraturan perundang-undangan yang mengatur perilaku usaha di
banyak sektor dalam beberapa tahun terakhir telah mengirimkan sinyal-sinyal yang
membingungkan kepada para investor, dan secara tak langsung telah meningkatkan
ketidakpastian bagi usaha. Sebagai contoh, sejumlah UU dan langkah-langkah yang spesifik
sektor yang baru diumumkan bersifat tidak konsisten dengan UU yang lalu atau menciptakan
kebingungan tentang arah dari reformasi (misalnya konflik antara UU hortikultura dan UU
investasi). Pada sektor pertambangan, terlepas dari bagaimana peraturan baru yang melarang
ekspor bijih mineral pada akhirnya akan diterapkan, perubahan kebijakan yang berulang-
ulang telah meningkatkan ketidakpastian (seperti disoroti pada bagian sebelumnya). UU
industri dan perdagangan yang baru memberikan kementerian yang terkait kewenangan
untuk melakukan intervensi pasar, schingga meningkatkan ketidakpastian sekaligus
mempertinggi resiko biaya menjalankan usaha.

Utrgensi di iklim berinvestasi adalah menjawab sejumlah ketidakpastian yang tercipta karena
peraturan perundangan yang belakangan ditetapkandengan melakukan penguatan kualitas
proses penyusunan kebijakan dan peraturan ekonomi. Sejumlah negara melakukan hal ini
dengan memberdayakan kementerian dan lembaga negara untuk menjalankan fungsi
“penyelidik kebijakan.” Proses penyusunan kebijakan yang terpadu dan diperkuat seharusnya
membantu terjaminnya pembinaan persaingan pasar dan membatasi adanya tindakan anti-
persaingan. Kebijakan juga harusnya menjamin terciptanya sebuah iklim yang mendukung
aliran masuk FDI dan memperkuat pengetahuan dan teknologi yang strategis (frontier
technology). Dan tentu saja kebijakan seharusnya dapat mengakomodir manfaat-manfaat
potensial yang dapat dibawanya. Penyusunan kebijakan yang diperkuat juga harus dapat

4 Pasar tanah juga sangat penting bagi investasi pemerintah dan swasta. Suatu UU pertanahan yang
komprehensif, yang kini sedang dibahas di DPR, diperkirakan akan menjawab sejumlah masalah-
masalah utama yang telah menghambat investasi pada beberapa tahun terakhir.
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secara lebih baik menjawab keprihatinan penduduk Indonesia yang secara sungguh-sungguh
memberikan perlindungan kepada kepentingan umum. Di saat yang sama Pemerintah juga
merupaya untuk menekan terjadinya kegiatan mengambil untung sesaat(rent-seeking) dan
menghindati terjadinya kepentingan usaha yang terkonsentarsi. Semua ini menjadi lebih
penting dengan buruknya peringkat pengadilan, pemerintah daerah dan politisi Indonesia di
dalam indeks persepsi korupsi (sebagai contoh, lembaga Transparency International pada
tahun 2012 memberi peringkat nomor 100 untuk Indonesia dari 183 negara yang diteliti).

Upaya-upaya penyempurnaan yang berguna untuk mengklarifikasi aturan-aturan perilaku
usaha akan berupa langkah-langkah untuk memperbaiki fungsi pasar tenaga kerja dan modal.
Pasar tenaga kerja Indonesia mencerminkan gambaran peketja tetlindung-tidak terlindung,
dengan sebagian kecil pekerja pada sektor formal yang terlindungi dan sebagian besar pekerja
yang terpaksa bekerja di sektor informal. Kesenjangan ini mencerminkan tingkatan
perlindungan pegawai yang serupa disejumlah negara-negara Eropa (seperti tingginya tingkat
uang pesangon) dan peraturan upah minimum yang relatif tinggi. Selain itu, proses
penetapan upah minimum telah menjadi tidak pasti pada beberapa tahun terakhir walau
pengumuman rumusan baru dengan menggunakan indeks inflasi IHK dapat membantu
menjawab ketidakpastian itu.®

Walau peraturan perundangan tenaga kerja tidak berlaku untuk kebanyakan pekerja (karena
terdapat banyak opsi pengecualian yang dapat digunakan oleh pemilik perusahaan dan
terbatasnya kemampuan penegakan Pemerintah), peraturan itu menghalangi pertumbuhan
produktivitas dan transformasi struktural. Sebagai contoh, masuknya para peketja ke sektor
yang sepenuhnya formal dibatasi oleh keputusan penerimaan pegawai yang dibuat oleh
pemilik perusahaan karena tingginya potensi biaya saat memberhentikan pegawai di sektor
tersebut. Akibatnya sebagian besar pekerja di Indonesia adalah pekerja non-formal atau
semi-formal, bekerja dalam kontrak jangka pendek dan tidak dilatih sebagai aset jangka
panjang bagi perusahaan. Karenanya, para pekerja yang berangkat dari, misalnya, pekerjaan
di bidang pertanian atau kegiatan bukan pertanian di pedesaan, akan selalu terperangkap
dalam sektor yang sedikit lebih tinggi namun tetap dengan produktivitas yang rendah dan
tanpa perpindahan sosial yang signifikan. Amandemen UU tenaga kerja akan sangat
mendukung pencapaian sasaran-sasaran transformasi struktural Indonesia , untuk membuat
kondisi ketenaga ketjaan di Indoensia menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Amandemen
seperti itu membutuhkan kesepakatan antara pemilik perusahaan, pekerja dan Pemerintah.
Senada dengan itu, penggunaan rumus penetapan upah minimum yang baru yang
berdasarkan atas inflasi dan produktivitas dati para pihak di atas akan mendukung daya saing
dan pekerjaan.

Dalam kaitannya dengan pasar modal, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa
petusahaan-perusahaan di Indonesia terkendala kredit (IMF, 2012)%. Sebagian besar
perusahaan-perusahaan cenderung lebih mengandalkan laba ditahan dibanding kredit bank
untuk memperluas usahanya, yang pada gilirannya berarti bahwa aliran kas lancar menjadi
faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini membawa implikasi yang
signifikan akan jenis-jenis investasi yang ada di dalam perekonomian, terutama pada
perusahaan-perusahaan inovatif yang umumnya memiliki aliran kas yang negatif pada tahap-
tahap awal operasinya, dan membutuhkan pembiayaan dari bank dan non-bank untuk
bertumbuh dan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas tinggi.

4 Proses penetapan upah minimum adalah proses yang rumit. Negosiasi dan kesepakatan akhir dibuat
pada tingkat propinsi dan sektoral (dan seringkali pada tingkat kabupaten dan sub-sektor), yang
mempersulit komunikasi dan ketaatan dengan penyesuaian yang berdasarkan rumus yang baru. Secara
lebih umum, memastikan kepatuhan perusahaan-perusahaan dan pemberi pekerjaan kepada peraturan
upah minimum tidaklah mudah, dan membutuhkan pemantauan dan koordinasi pada tingkat pusat,
antara Kementerian Tenaga Ketja dan kementerian-kementerian yang relevan agar mencapai
implementasi yang efektif, dan juga antara pemerintah pusat dan daerah dan para pelaku yang relevan
(kepala daerah dan dewan upah).

46 IMF, Indonesia: Selected Issues, “What determines investment in Indonesia”, September 2012
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Kendala kredit yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan mencerminkan dangkalnya pasar
finansial Indonesia. Sektor finansial didominasi oleh bank-bank (yang menguasai 78 persen
aset) dan pengelolaannya hanya sekitar 35 persen, dibanding hampir 100 persen secara rata-
rata bagi Malaysia, Thailand dan Filipina. Pasar modal memiliki sekuritas hutang (beredar)
korporat dalam negeri yang tipis dengan jumlah kurang dati 5 persen dari PDB, setara
dengan Thailand dan Filipina namun jauh lebih rendah dibanding 45 persen di Malaysia.
Aset-aset dana pensiun juga relatif rendah dibanding ukuran ekonomi (5 persen dibanding 10
persen-15 persen pada Filipina dan Thailand dan 40 persen di Malaysia).

Sebagian kedangkalan pasar finansial Indonesia akan sulit untuk diatasi karena merupakan
cerminan dari perilaku penghindaran risiko yang kuat. Sebagai contoh, setelah krisis finansial
tahun 1997-98, para penabung dan investor bergerak pada bagian ujung jatuh tempo yang
lebih pendek. Asuransi, dana investasi dan penerbitan obligasi korporasi, misalnya, telah
meningkat pada beberapa tahun terakhir namun masih belum memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap kelompok simpanan dan investasi jangka panjang dalam negeri.#’
Kebijakan publik dapat mendorong sistem menuju kedalaman finansial yang lebih. Sebagai
contoh, perkembangan pasar obligasi korporasi tampaknya secara khusus dibatasi oleh
persyaratan investasi yang ketat, tingginya biaya penjaminan emisi (#nderwriting) dan lemahnya
pelaksanaan negara. Selain itu, contoh-contoh di negara lainnya menekankan peran
pembangunan sistem hukum yang terpercaya yang memungkinkan penegakan kontrak dan
hak milik yang efektif dan memberikan perlindungan bagi investor. Kontrak-kontrak
finansial ditetapkan dan dibuat lebih atau kurang efektif oleh hak-hak hukum dan mekanisme
penegakan. Dari sudut pandang ini, peningkatan sistem hukum Indonesia akan memfasilitasi
operasi pasar dan para perantaranya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas
lingkungan usaha secara lebih luas, karena para pelaku sektor finansial, dan juga para investor
itu sendiri, membutuhkan tingkat kepastian minimum ketika membuat keputusan
pembiayaan jangka panjang.

Prioritas kebijakan untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih luas

Tantangan kebijakan publik Indonesia tidak hanya untuk mendukung kebijakan-kebijakan
yang menghasilkan kesejahteraan. Tantangan lain yang dihadapi oleh para penyusun
kebijakan adalah meningkatkan pemerataan kesejahteraan secara lebih luas. Sesungguhnya,
sejumlah besar rumah tangga yang digolongkan sebagai tidak miskin secara pendapatan/
konsumsi sebetulnya kekurangan dalam banyak segi lainnya, termasuk akses yang layak ke
perumahan, transportasi, air bersih, sanitasi dan pendidikan. Pada saat yang bersamaan,
walau dengan keberhasilan Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, penurunan laju
pengentasan tersebut pada beberapa tahun terakhir dan tingginya kerentanan masih tetap
menguatirkan. Akhirnya, hasil pengentasan kemiskinan Indonesia yang penuh dengan
perjuangan selalu berada di bawah ancaman, karena kerawanan Indonesia terhadap bencana
alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan
kebakaran hutan. Bagian akhir dari laporan “Indonesia: Menghindari Perangkap” membahas
tiga bidang prioritas utama untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Bagi kaum miskin, lemah dan beberapa yang berada pada kelas menengah, pendapatan dan
kesejahteraan yang lebih tinggi tidak sepenuhnya meningkatkan standar hidup jika akses
kepada layanan-layanan utama tidak ditingkatkan. Harapan-harapan yang ditempatkan pada
reformasi desentralisasi dalam meningkatkan layanan publik belum terwujud dan akan
dibutuhkan reformasi yang lebih tegas untuk meningkatkan penyampaian layanan.

Pilihan reformasi yang diprioritaskan adalah: (i) klarifikasi misi-misi, fokus ulang birokrasi
agar bertanggung jawab atas hasil-hasil; (if) memberikan lebih banyak sumber daya kepada
layanan gugus depan dan mengurangi sumber daya bagi pegawai dan administrasi, yang
membutuhkan amandemen kepada sistem transfer pemerintah pusat untuk meningkatkan
bagian anggaran pemerintah daerah yang terikat kepada sektor-sektor dan prestasi-prestasi

47 Bagian yang signifikan dari penabung dengan kekayaan yang besar telah memilih untuk
menempatkan kekayaan mereka di luar negeri melalui perantara.
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tertentu; dan (i) meningkatkan program-program yang didorong oleh komunitas dan
akuntabilitas sisi permintaan melalui kemitraan yang lebih kuat dengan agen-agen perubahan
pada tingkat desa.

Sistem jaminan sosial Indonesia akan mengalami transformasi yang signifikan.
Sesungguhnya, jaminan sosial secara universal telah dimandatkan secara hukum bagi bidang
kesehatan (pada tahun 2014) dan peketjaan (pada tahun 2015) menurut UU Sistem Jaminan
Sosial Nasional tahun 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tahun 2011.
Apakah hasil yang dikehendaki dapat tercapai akan sangat bergantung kepada kualitas
penerapannya. Agar dapat efektif dan berkelanjutan, sistem itu akan membutuhkan tingkat
manfaat yang memadai, pengelolaan risiko fiskal yang sehat, manajemen dan pengembangan
kelembagaan yang baik, dan cakupan kaum miskin dan lemah yang bebas iuran, sementara
pada saat yang bersamaan memungut iuran dari mereka yang mampu membayar. Namun hal
yang paling dibutuhkan oleh reformasi yang transformatif ini adalah kepemimpinan yang
kuat bagi implementasi yang efektif karena besarnya jumlah pemangku kepentingan dengan
kepentingan yang berbeda dan potensi dampak yang signifikan terhadap anggaran negara dan
ekonomi makro.

Bersama-sama dengan jaminan sosial, memperkuat program-program bantuan sosial yang
telah ada merupakan komponen lain yang sangat penting dalam kerangka jaminan sosial
Indonesia yang menyeluruh. Indonesia harus melakukan reformasi pada program-program
yang ada, mengisi kesenjangan yang ada, dan memadukan program-program tersebut
menjadi suatu sistem. Sekali lagi, kepemimpinan dan koordinasi akan menjadi hal yang
penting. Belanja pemerintah pusat kini terbagi ke sekitar 12 kementerian, 22 program dan 87
kegiatan. Untuk memastikan bahwa layanan disampaikan secara tepat, Pemerintah harus
melanjutkan upayanya dalam menyingkirkan fragmentasi dan duplikasi pada program-
program. Pengawasan dan koordinasi di bawah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) memainkan peran yang vital dalam merancang strategi bantuan
kemiskinan, memadukan program-program kemiskinan dan koordinasi implementasi dengan
berbagai kementerian. Menuju ke depan, sangat penting untuk menjaga pengawasan
gabungan dan koordinasi teladan bagi implementasi yang efektif.

Indonesia tetletak di salah satu zona bencana yang paling aktif di dunia, yang rawan terhadap
gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan.
Selama urbanisasi yang cepat pada beberapa dekade, ketidakpatuhan kepada peraturan
bangunan dan aturan tata wilayah, dan pendudukan ruang-ruang “terbuka” yang sebetulnya
ditujukan untuk drainase, tidak hanya membuat kota-kota Indonesia menjadi lebih rawan
terhadap bencana alam namun juga menciptakan ancaman-ancaman baru seperti banjir dan
banjir air laut pada daerah-daerah pesisir yang rendah. Penurunan ketinggian tanah yang
didorong oleh urbanisasi merupakan ancaman yang lebih besar bagi Jakarta dibanding
perubahan iklim yang berkaitan dengan peningkatan permukaan air laut. Penjagaan hasil
pengentasan kemiskinan yang dicapai dengan penuh perjuangan di Indonesia membutuhkan
peningkatan berkelanjutan dalam manajemen risiko-risiko bencana dan pembangunan
ketahanan yang lebih tinggi.

Tiga pilihan reformasi yang diprioritaskan dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan
terhadap bencana, termasuk (i) program nasional tentang penetapan wilayah bahaya
berukuran mikro dengan instrumen-instrumen yang mendetil untuk menyertakan ketahanan
ke dalam rancangan situs dan standar-standar konstruksi pembangunan; (ii) kerangka
pembiayaan bagi pembangunan daerah perkotaan, perumahan dan properti yang memberi
insentif kepada investasi yang mengandung faktor ketahanan yang terkait dengan asuransi
bencana; dan (iii) suatu program nasional untuk peningkatan daerah perkotaan dan
rehabilitasi ekosistem untuk meningkatkan ketahanan pemukiman dan infrastruktur
perkotaan yang telah ada.
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Taruhan yang tinggi: hasil jika melakukan reformasi dan kerugian bila tidak
melakukannya

Biaya tidak melakukan reformasi sama tingginya dengan potensi manfaat yang diterima bila
melaksanakan reformasi dengan baik. Pertama, penduduk yang berusia ketja diproyeksikan
akan meningkat secara signifikan pada 10 tahun ke depan sebelum mencapai puncaknya
sebagai bagian dari jumlah penduduk sekitar tahun 2025. Sebagian besar dari tambahan 14,8
juta jiwa yang akan masuk menjadi penduduk pada usia ketja pada tahun 2020 akan mencari
pekerjaan dan akan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cepat untuk dapat menyerap
mereka. Berdasarkan sensitivitas pekerjaan terhadap pertumbuhan pada periode tahun 1990-
2012, jika Indonesia bertumbuh sebesar 6,5 persen per tahun maka akan tercipta 12,4 juta
pekerjaan baru pada tahun 2020. Bila laju pertumbuhan Indonesia hanya mencapai 5,0
petsen per tahun, maka hanya 10,2 juta pekerjaan baru yang akan tercipta pada tahun 2020.
Karenanya, perbedaan antara bertumbuh sebesar 5,0 persen dan 6,5 persen adalah 2,2 juta
pekerjaan selama periode delapan tahun, yang merupakan jumlah yang signifikan.

Dalam jangka yang lebih
panjang, pertumbuhan
ekonomi yang lebih cepat
(di atas 5 persen) juga

Gambar 38: Pendapatan per kapita yang dicapai ketika
bonus demografi berakhir, dibanding Indonesia (2030)
(PDB per capita, ribu dolar AS' tahun 2012 sebagai konstanta)

PDB per kapita Asumsi 10%

dibutuhkan b]lal Indonesia 30 Elggzﬁtezigtfzgiolar AS 24 ggréurririllbzugla;_
hendak memanjat tangga 25 | 2030
pendapatan dan 20 | 20 Asumsi 6%
menempatkan dirinya pertumbuhan
menjadi ekonomi 15 PDB 11l 2013-
berpenghasilan tinggi pada 10

dua dekade mendatang,

Agar Indonesia dapat 5

mencapai status 0 .

berpenghasilan tinggi pada o(\@" & & @ 5@ o
tahun 2030—yaitu dengan Qq‘l“ = Q,bq" Q&Q 60“@ 600@
pendapatan per kapita I S = N N

sebesar 12.000 dolar AS—
maka Indonesia harus
mencatat pertumbuhan
sebesar 9 persen per tahun
pada 16 tahun ke depan.*® Pada tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi itu, pertumbuhan
setidaknya harus di atas kecenderungan pertumbuhan yang ada sekarang yaitu di level 5
persen-6 persen. Hal ini tentunya membutuhkan penetapan posisi negara yang baik untuk
menghindari perangkap pendapatan menengah. Pendapatan per kapita di Singapura, Jepang,
Korea Selatan dan Hong Kong semuanya telah berada di atas 12.000 dolar AS ketika
populasi negara-negara itu mulai menua (Gambar 38). Indonesiamembutuhkan pertumbuhan
yang sangat cepat untuk mencapai hal itu. Kabar baiknya, Indonesia tentu mampu
melakukannya, namun semua ini membutuhkan reformasi-reformasi yang serius.

Catatan: Tahun menunjukkan perkiraan berakhirnya periode
dividen demografis
Sumber: Bank Dunia

48 Menggunakan konstanta dolar AS tahun 2013.
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LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBA

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

AN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB
(pertumbuban PDB riil, persen)

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(kontribusi pertumbuban PDB riil qog, penyesuaian musiman, persen)

4 r - 8.0
tahunan (kanan)
3 - 6.0
triwulanan
penyesuaian
2 rmusiman (kiri) rata-rata (kiri)* [ 4.0
1 2.0
0 0.0
Dec-06 Sep-08 Jun-10 Mar-12 Dec-13

mmmm Private cons. mmssm Gov COns. m |nvestment

mmmm Net Exports === Discrepancy e GDP

8

4 -
Dec-10

Dec-11

Dec-12 Dec-13

Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q3 2006 — Q4 2013
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terthadap PDB produksi
(Rontribusi pertumbubhan PDB riil gog, penyesuaian musiman, persen)

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil
(pertumbuban penjualan dengan penyesuaian musiampenjualan, percent)

mmm Agriculture = Mining and constr.

80 r

s Manufacturing s Comm & transport
mmmm Trade, hotel & rest mmmm Others (inc. services) Mobil
8 r 60 -
— GDP
40
20
4
0
-20 + Sepeda motor
0 40
Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14
Source: BPS; World Bank staff calculations Source: CEIC
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri
(indefs) (pertumbuban yoy, penyesuaian musiman, persen)
180
- - - 40 Percent Percent 54
ndeks penjualan rite : .
160 | Penjualanan semen, sa (Kiri) 53
Indeks survey 30 Indeks manufaktur PMI
140 | konsumen Bl (kanan) | 52
20 51
120 A L=
o
/ 1 YINLLY 50
10
100
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80 0 : . y ' 48
Indeks produksi manufaktur
BPS (Kkiri)
60 : : : -10 47
Feb-11 Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-12 Aug-12 Feb-13 Aug-13 Feb-14
Sumber: BI Sumber: BPS; Markit HSBC Purchasing Manager’s Index
Maret 2014 THE WORLD BANK | BANK DUNIA

52



Investasi yang tak menentu

Lampiran Gambar 7: Arus volume perdagangan
(pertumbuban yoy, persen)

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran
(miliar dolar AS)

20 r mmmm Capital and financial s Current account
mmmmm Errors and omissions Overall BoP inflows
15
15 F Impor
10
10 + Ekspor
5
5 -
0
0 5
5t -10
Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13  Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13
Sumber: BPS Sumber: BI
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang Lampiran Gambar 10: Impor barang
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS) (rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)
20 r 20 ¢
',"\.\ Total ekspor Total impor
Cd
16 £ y) Se’N\Ng . I ) FXS -
FSe "\’~\~v--\-” 16 ’,—\¢~~J, \\J \s’— \-vp.
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Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk
modal

Sumber: BPS

Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuban month-on-month dan yoy, persen)

(miliar dolar AS)
35 - 1 12.0
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Sumber: BI; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
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Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia
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Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan THK
(persen kontribusi terhadap pertumbuban bulanan)

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara
(y0y, February 2014)

mmmmm Core s Administered
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-0.6 L L )
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Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia *data January
Sumbert: Biro statistik nasional via CEIC; BPS
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan
internasional pengangguran
(harga di tingkat pedagang besar) (persen)
10,000 ~ ) - ;
kualitas medium: 60 mm Tingkat pengangguran (kiri) 20
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Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia Sumber: BPS
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS
(indeks harian Jannary 4 2010=100) (indeks harian, kiri dan rupiah/ dolar AS, kanan)
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Sumber: CEIC; pethitungan staf Bank Dunia
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Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia
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Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-
tahunan dalam mata uang lokal

Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pe
EMBI

merintah

(harian, persen) (harian, basis poin)
10 r 475 60
Indonesia spreads less overall EMBIG
index spread (kanan)
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Sumber: CEIC; Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit perbankan Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan
(bulanan, indeks Jannari 2009=100) (bulanan, persen)
40 r pertumbumbuhan kredit 140 100 110
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Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri
(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS) (persen terhadap PDB; miliar dolar AS)
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Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia
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Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia
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Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah

(Rupiab trilinn)

‘ ‘ 2009 ‘ 2010 2011 2012 ‘ 2013 ‘
Realisasi REEUEEY] Realisasi Rl
_ . sementara
A. Pendapatan negara dan hibah 849 995 1,211 1,338 1,430
1. Penerimaan pajak 620 723 874 981 1,072
2. Penerimaan non-pajak 227 269 331 352 353
B. Pengeluraran 937 1,042 1,295 1,491 1,639
1. Pemerintah pusat 629 697 884 1,011 1,126
2. Transfer ke pemerintah daerah 309 345 411 481 513
C. Neraca primer 5 42 9 -53 -97
D. Neraca keseluruhan (surplus/defisit) -89 -47 -84 -153 -210
(persen dari PDB) -1.6 -0.7 -1.1 -1.9 -2.2

Sumber: Kementerian keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran
miliar dolar AS,

2011 | 2012

Neraca pembayaran 11.9 -0.2 -7.3 2.8 -0.8 -3.2 -6.6 -25 -2.6 4.4

Persen dari PDB 1.4 0.0 -0.8 13 -0.4 -15 -3.0 -11 -1.2 2.2
Neraca berjalan 1.7 -244 -285 -8.1 -5.3 -7.8 -5.9 -10.0 -8.5 -4.0

Persen dari PDB 0.2 -2.8 -3.3 -3.7 -2.4 -3.6 -2.7 -4.4 -4.0 -2.0
Neraca perdagangan 24.2 -1.7 -5.3 -2.0 0.8 -2.4 -0.9 -3.9 -2.5 2.0
Pendapatan bersih & transfer berjalan -225 227 -23.2 -6.2 -6.1 -5.4 -5.0 -6.1 -6.0 -6.0
Neraca modal & keuangan 13.6 24.9 22.7 5.0 5.8 12.0 -0.4 8.3 5.6 9.2

Persen dari PDB 1.6 2.8 2.6 23 2.6 55 -0.2 3.7 2.6 4.6
Investasi langsung 115 13.7 14.8 3.7 4.5 4.1 3.8 3.7 5.7 1.6
Investasi porfolio 3.8 9.2 9.8 3.9 2.5 0.2 2.8 3.4 1.9 1.8
Investasi lain -1.8 1.9 -1.9 -2.5 -1.2 7.7 -6.9 1.2 -2.0 5.9
Kesalahan & pembulatan -3.4 -0.3 -1.6 0.3 0.3 -1.0 -0.3 -0.8 0.3 -0.8
Cadangan devisa* 110.1 1128 99.4 106.5 110.2 112.8 104.8 98.1 957 994

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode
Sumber: BI; BPS
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Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

1990 1995

Neraca Nasional (% perubahan)*

PDB riil 9.0 8.4 4.9 5.7 6.2 6.5 6.3 5.8
Investasi riil 25.3 22.6 11.4 10.9 8.5 8.3 9.7 4.7
Konsumsi riil 23.2 21.7 4.6 43 4.1 45 4.8 5.2

Swasta 23.9 22.7 3.7 0.9 4.7 4.7 5.3 5.3
Pemerintah 18.8 14.7 14.2 6.6 0.3 3.2 1.3 49
Ekspor rill, barang dan jasa 22.5 18.0 30.6 16.6 15.3 13.6 2.0 5.3
Impor riil, barang dan jasa 30.2 29.6 26.6 17.8 17.3 13.3 6.7 1.2

Investasi (% PDB) 28 28 20 24 32 32 33 32

Nominal PDB (milyar dolar AS) 114 202 165 286 709 846 877 868

PDB per capita (dolar AS) 636 1035 804 1,300 2,984 3,466 3,548 3,468

Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)?

Penerimaan dan hibah 18.8 15.2 20.8 17.8 155 16.3 16.2 15.3
Penerimaan bukan pajak 1.0 4.8 9.0 5.3 4.2 4.5 4.3 3.8
Penerimaan pajak 17.8 10.3 11.7 12.5 11.3 11.8 11.9 115

Pengeluaran 11.8 13.9 22.4 18.4 16.2 17.4 18.1 175
Konsumsi . 3.9 4.0 3.0 3.8 4.0 4.1 4.2
Modal " 4.6 2.6 1.2 1.3 1.6 1.8 1.8
Bunga pinjaman . 14 5.1 2.3 14 1.3 1.2 1.2
Subsidi " . 6.3 43 3.0 4.0 4.2 3.8

Surplus/defisit 0.4 1.3 -1.6 -0.6 -0.7 -1.1 -1.9 -2.2

Utang Pemerintah 41.9 323 97.9 47.6 26.0 24.3 24.0 25.7
Utang luar negeri pemerintah 41.9 323 51.4 22.3 9.5 8.3 7.4 7.8

Total utang luar negeri (termasuk utang swasta) 61.0 61.5 87.1 47.7 28.2 275 29.7 35.4

Neraca Pembayaran (% PDB)*

Neraca pembayaran keseluruhan . . . 0.2 4.3 1.4 0.0 -0.8

Neraca transaksi berjalan -2.6 3.2 4.8 0.1 0.7 0.2 -2.8 -3.3
Ekspor, barang dan jasa 25.6 26.2 42.8 35.0 24.7 26.2 24.1 23.7
Impor, barang dan jasa 24.0 26.9 33.9 32.0 21.6 23.3 24.3 24.3
Transaksi berjalan 1.6 -0.8 8.9 2.9 3.0 2.9 -0.2 -0.6

Neraca transaksi keuangan . . . 0.0 3.7 1.6 2.8 2.6
Penanaman modal langsung, neto 1.0 2.2 -2.8 1.8 1.6 1.4 1.6 1.7

Cadangan devisa bruto (USD billion) 8.7 14.9 29.4 34.7 96.2 110.1 1128 99.4

Moneter (% change)®

Deflator PDB* 7.7 9.9 20.4 14.3 8.3 8.1 4.4 4.4

Suku bunga Bank Indonesia (%) . . . 9.1 6.5 6.6 5.8 6.5

Kredit domestik . . . 28.7 17.5 24.4 24.2 22.1

Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata)* 1,843 2,249 8,422 9,705 9,090 8,770 9,387 10,461

Harga-harga (% perubahan)*

Indeks harga konsumen (akhir periode) 9.9 9.0 9.4 171 7.0 3.8 4.3 8.4

Indeks harga konsumen (rata-rata) 7.7 9.4 3.7 10.5 5.1 5.4 4.3 7.0

Keranjang harga kemiskinan . . . 10.8 8.7 8.2 6.5 7.5

Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel)® . 17 28 53 79 112 113 107

Sumber: 1 BPS dan perhitungan staf Bank Dunia; 2 Kementrian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun
dasar 1995/1996, untuk 2000 hanya 9 bulan); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC

Maret 2014 THE WORLD BANK | BANK DUNIA
57



Investasi yang tak menentu Perkembangan Triwulanan
Perekonomian Indonesia

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

Kependudukan®

Penduduk (juta) 184 199 213 227 241 244 247
Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.7 15 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2
Penduduk perkotaan (% terhadap total) 31 36 42 46 50 51 51
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 67 61 55 54 53 53 52
Angkatan Keria®
Angkatan kerja, total (juta) 75 84 98 106 117 117 118
Laki-laki 46 54 60 68 72 72 73
Perempuan 29 31 38 38 45 45 45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 55 43 45 44 38 36 35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 14 19 17 19 19 21 22
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 31 38 37 37 42 44 43
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 25 7.0 8.1 11.2 7.1 6.6 6.1
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan®
Konsumsi rumah tangga, median (Rp.000) . . 104 211 374 421 446
Garis kemiskinan nasional (Rp.000) . . 73 129 212 234 249
Jumlah penduduk miskin (juta) . . 38 35 31 30 29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan) . . 19 16 13 12 12
Di perkotaan . . 14.6 11.7 9.9 9.2 8.8
Di perdesaan . . 22.4 20.0 16.6 15.7 151
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga . . 15.5 13.3 11.0 10.2 9.5
Perempuan sebagai kepala rumah tangga . . 12.6 12.8 9.5 9.7 8.8
GINI indeks . . 0.30 0.35 0.38 0.41 0.41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%) . . 9.6 8.7 7.9 7.4 7.5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%) . . 38.6 414 435 46.5 46.7
Pengeluar publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB)" . . . 4.4 3.9 3.9 4.2
Kesehatan dan Gizi*
Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.14 0.16 0.16 0.13 0.29 . 0.20
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5) . 27.4 24.8 24.4 18.6 . .
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) 98 67 52 42 34 32 31.0
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) 27 26 22 19 16 155 15.0
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 67 51 41 34 28 26.7 25.8
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup) 600 420 340 270 220
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran) 36 . 66 . 82 . .
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) . 63 74 77 75 74.0 80.0
Belanja untuk kesehatan (% of GDP) . 1.8 77.0 2.8 2.8 2.7
Belanja pemerintah untuk kesehatan (% of GDP) . 0.7 89.0 89.0 1.0 0.9
Pendidikan®
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) . . . 92 92 92 93
APM perempuan (% dari total partisipasi) . . . 48 48 49 49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%) . . . 52 61 60 60
APM perempuan (% dari total partisipasi) " . . 50 50 50 49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%) . . . 9 16 14 15
APM perempuan (% dari total partisipasi) . . . 55 53 50 54
Angka melek huruf Dewasa (%) . . . 91 91 91 92
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)* . . . 2.7 3.4 3.5 3.5
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)4 . . . 14.5 19.7 19.8 18.9
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan®
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk) 70 74 78 81 84 84
Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 91 91 91 92 93 93
Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 61 65 68 71 75 76
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk) 32 38 44 53 58 59
Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 56 60 64 70 73 73
Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 21 26 30 38 43 44
Lainnya'
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik) . . . . . 3.3
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%)° . . 8 11 18 18.2 18.6
Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Bank Dunia; 4 Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia
dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLLT, BSM, PKH (kecuali tahun 2012 dari APBN-P; 5 Inter-Parliamentary Union
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